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ABSTRAK

Nama : Fadly Marthen

Program Studi : Pasca Sarjana Antropologi

Judul . ‘Itu Kitorang Pu’ Tanah, Melihat Klaim d&engketa Tanah
Pada Orang Kayu Batu dan Kayu Pulo di Kota Jayapura

Reclaimingoleh masyarakat pemilik hak ulayat terhadap sgbmuang publik di
Kota Jayapura, sepintas memberikan gambaran adamyik kepentingan pasar,
antarastate society dan adat. Berbagai stigmatisasi politik pun menjaddah
dilekatkan pada situasi ini, namun penelitian i@rtbjuan untuk meneropong dari
sudut pandang yang berbeda, bagainraetiming hingga aksi pemalangan pada
ruang-ruang publik ini, justru merupakan model kaikasi dialogis dalam
mensinergikan perbedaan ideologi, konsep, inteaprelan definisi masing-masing
pihak. Apakah konteks publik sphere Habermas masi@van dengan situasi
masyarakat global saat ini; atau justru ruang-ruamglik fisik saat ini menjadi
alternatiflocusyang paling representatif untuk berdialog dengaim.

Kata Kunci : Ruang Publik, Reclaiming Tanah, Dialog
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ABSTRACT

Name : Fadly Marthen

Study Programe : Master Program of Anthropology

Title : “It's our land”, Seeing Indigenous Land @& and Disputes by
Kayu Batu and Kayu Pulo, Jayapura.

Reclaiming the land rights, of the owner of publpases in Jayapura city gave a
cursory overview of conflict interest in marketatst, society and customs. Various
political stigmatization becomes easily attachedhis situation, but this research
would telescoped from a different perspective ofvhim barrier reclaiming of
public spaces, that is the model of dialogic comitafion for synchronize
differences in ideology, concepts, interpretatiand definitions of each respective
parties. The question is, would the context of Hata@s's public sphere still
relevant in global society, or even the physicabljgpuspaces is becoming an
alternative locus most representative for dialogith the regime.

Keywords: Public Space, Land Reclaiming, Dialogue.
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BAB |

PENDAHULUAN

I.'1. Latar Belakang

Terbatasnya akses warga masyarakat terhadap rudntig pagi kebanyakan
orang nampaknya sebagai persoalan yang ‘biasa-B&sa ungkapan biasa-biasa
saja ini menurut saya berkonotasi *‘sadar’. Ini sgguhnya menunjukan betapa
sebuah hegemanitelah tercipta dan beroperasi dengan begitu paafu héirmoni,
hingga ‘marembes’ kedalam konseptulisasi masyanakag& terhadap ruang-ruang
publik. Ruang publik seharusnya benar-benar behdaskdsmo hegemoni penguasa
(Habermas, 1991). Sesungguhnya tidak dapat dipngéhwa Habermas adalah
seorang filsuf yang memperkenalkan kongmmlic sphere(ranah publik), yang
didasari pada argumentasi historis abad ke-17 @alBk ketika ruang-ruang diskusi
seperti cafe-cafe, kantin, dan salon menjadi pbegtumpul bertukaride, pikiran dan
gagasan seputar masalah-masalah politik dan heg@®oguasa. Diskusi-diskusi ini
melahirkan opini-opini publik dalam ruang terbataspa memerlukan adanya tindak
lanjut dari hasil ‘ngobrol-ngobrol’ itu. Refleksitas deskripsi historis tersebut
diperluas Habermas untuk merumuskan konsep ideaisipasi publik di dalam

masyarakat demokratis dewasa ini.

Konsep Habermaspublic spheredalam tulisan ini, saya gunakan seperti
fungsi sebuah ‘slide transparan’ yang kemudianakin diatas konsep ruang publik
dalam arti kongkit sebagai pintu masuk untuk memarg dan menguraikan
fenomena ruang publik konkret yang bukan saja ndenjaang publik yang
digunakan untuk melaksanakan kegiatan sosial sepgsgan, silahturahmi, rekreasi,
bermain, olahraga, tamasya, temu keluarga, pacgamikahan ‘miras’(minum
minuman ‘keras’) dan aktifitas sosial lainnya, petalalam perkembangnya telah
menjadi ruang-ruang atau lokasi yang secara figka'dialogis’ antara sesamail
societydan atau masyarakat adat dengan penguasa.

! Definisi Hegemoni menurut Gramsci adalah dominasi oleh satu kelompok terhadap kelompok
lainnya, dengan atau tanpa ancaman kekerasan, sehingga ide-ide yang didiktekan oleh kelompok
dominan terhadap kelompok yang didominasi diterima sebagai sesuatu yang wajar yang bersifat
moral, intelektual serta budaya, Strinati, Dominic (1995).

2 ‘Masyarakat warga’ adalah civil society, dikemukakan oleh F. Budi Hardiman dalam bukunya Ruang
Publik. (2010).
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Ruang Publik pada zaman posmo ini terus dikembandieaasama dengan
akulturasi nilai-nilai globalMenurut Kevin Lynch (1996 : 397),

Open space is a convenient location in which totnmesv acquaintances,
whether it be boy meet girl or a convergence ofpfee@f particular interests. In a
relaxed and temporary situation, removed from thelglines of “serious” life, these
is an opportunity to break through some social s, to make unspecialized
contacts, to mingle in other social world. The caamal outing allow a tryout of new
roles, to experiment with being an adult or an at@lwithout serious risk.

Konseppublic spacguga terus mengalami multi tafsir, berbagai jargemgon

baru pun bermunculan seperti ; open space (ruabgki®), public open space (areal
terbuka umum), green open space (ruang terbuka)hijandscape of open space
(bentangan alam terbuka) dan urban space (ruar®), kstilah-istilah ini awalnya
muncul dari kajian seni arsitektur Eropa yang beti@ng hingga ke wilayah Asia
(Markus Zahnd, 2006 :75), juga berkaitan erat dengaue perencanaan tata kota
yang secara kongkit dapat dimanfaatkan langsungp @larga dalam interaksi
sosialnya. Selanjutnya kita dapat menemukan istilaldalam berbagai tulisan dan
hasil riset ilmu pengetahuan dan dijustifikasikamlapmelalui berbagai regulasi
negara. Namun apapun itu istilahnya, saya mendagaa istilah-istilah ini masih

relevan dengan apa yang saya maksudkan sebaggipublik kongkrit yang visual.

Kota adalah salah satu ungkapan kehidupan yangs&omgpleks. Menurut
Lawrence Halprin (1997) seorang desigm@ndscapekota Amerika, kota adalah
sebuah kelompok kehidupan manusia yang harmoniatkebgrbagai elemen, taman
kota, kebun kota, pemukiman, areal parkir, boulévéaaman bermain, pelabuhan
jaringan tranportasi, dan pusat perbelanjaan. Lédijut menurutnya kota tidak
hanya berarti bangunan-bangunan tapi juga sebuatarigan alam yang terbuka
(landscape of open space). Areal terbuka untuk urfpuhblic open spagesebagai
sebuah element penting dalam perencanaan tata kategGleeson dan Law (2000)
menyatakan, perencanaan sebuah kota merupakan hseprases aktifitas
pemerintahan yang dibutuhkan untuk memastikan babemua pelayanan bagi
masyarakat pada sebuah kota tersedia kapan damalikebutuhan-kebutuhan
tersedia. Manusia beserta seluruh aspek kehidupamngrupakan bagian dari
landscape itu. Banyak definisi kota dapat diberikan ketik&ssorang ingin
mendefinisikan ‘kota’. Sederhananya, dari pararAeéeameternya, kota atau urban:

‘modern’ sedangkan desa atau rural : ‘traditional’.
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Markus Zanhd (2006) kota adalah lingkungan yan@mis karena memiliki
hubungan yang erat dengan kehidupan pelakunyaaseji@ngan dimensi waktu. Di
usia seratus dua tahun, Jayapura boleh dikatakiamdmamasa emasnya. Itu dapat
diukur dan dievalusi dari dua aspek, yaitu perkemgha secara kuantitatif dan secara
kualitatif. Perkembangan kota tidak dapat dilihataga terpisah. Maka muncullah
pertanyaan sejauh mana perkembangan kota Jayagamaasseratus dua tahun, usia
yang lebih dari se-abad ini. Lebih lanjut jumlahngeduk Kota pada Juli 2012
sebanyak 261.776 jiwa. Populasi ini mendiami assdlias lebih kurang 9,5 km2.
Kota yang indah secara alami ini memiliki topogre&rgelombang dan berbukit
rendah, berada pada ketinggian 0-300 m di atasyseram laut telah menjadi pusat

pemerintahan, ekonomi, pendidikan dan aktifitasadsgjak awal sampai sekarang.

Sistem Perencanaan kota yang berlaku di Indongaig dikenal dengan
Rencana Tata Ruang Nasional, Propinsi dan Kabupa#enKota, merupakamybrid
(campuran) dari sistem yang diterapkan Belandandgarencanaan beberapa kota
seperti Amsterdam. Hal ini berarti sistem ini tdog@ sangat ideal dan kolaboratif
dari pusat sampai ke tingkat daerah, terbukti Bkasebagai salah satu negara
dengan perancangan kota terbaik di dunia. Bayanighgaimana merencanakan kota
yang terletak dibawah permukan air laut. Bagaimanagkenyataan menunjukan
bahwa kota-kota di Indonesia seperti Jakarta tidekaksanakan perencanaan sebaik
Netherland, dimana mengalami banyak masalah akhir-ani khususnya dalam tata
guna lahan. Jayapura merupakan salah satu kadtaltlpdonesia dimana pengabaian
terhadap aspek ekologi merupakan sebuah kelemamanngencerminkan rendahnya

kualitas kota ini.

Ruang terbuka untuk umunpublic open spagemerupakan daerah terbuka
yang disediakan oleh pemerintah yang dapat diaksesra bebas bagi semua
kelompok masyarakat tanpa pengecualian yang besilonlisebuah kota atau juga
pengunjung.Public open spacelapat berupa taman kota, lapangan olahraga, taman
bermain, areal parkir, jalur hijau, taman, pansaingai dan danau dan kebun raya.
Penyediaan sarana-sarana ini pada sebuah kotagdmmmenting karena, mereka
memainkan peran penting baik di bidang sosial klimgan, ekonomi , pendidikan
dan budaya. Di bidang lingkungan misalnya tamaa ke¢mbantu mengurangi emisi
karbon dan menyerap debu dari kendaraan bermoatanbhal pendidikan misalnya,

taman kota dapat menjadi laboratorium dan perpaatakhidup bagi sekolah
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khususnya mata pelajaran seperti biologi dan botaalam hal sosial misalnya,
fasilitas-fasilitas ini dapat menyebabkan terjadinynteraksi sosial dengan
mengabaikan apapun latarbelakang dan status sesebrang. Dalam hal ekonomi,
secara sederhana fasilitas-fasilitas publik inialapenyediakan lapangan kerja bagi
yang membutuhkan. Ideublic open spaceangat berkaitan dengan keindahan wajah

kota dan kesehatan kota.

Namun hal ini tidaklah mudah dengan cukup mereriamamodus terpenting
adalah bagaimana mengimplementasikannya. Implesiesisbuah perencanaan
membutuhkan komitmen dalam pengambilan keputuskmdaengalokasikan ruang
(space) terhadap kebutuhan akan ruang itu. Seedtaaf kota Jayapura selama
Sembilan puluh delapan tahun belum merencanaiablik open spacebagi
warganya. Alokasi ruang lebih diperuntukan bagi kpetbangan pusat-pusat
perbelanjaan yang hampir nampak diseluruh kotatafgman yang muncul apakah
dalam rencana tata ruang kota Jayapura belum awantaerbuka untuk publik?
Apakah implementasi pemanfaatan ruang tidak sedergan tata ruang yang ada?
Penggunaan lahan sesuai fungsi dan nilainya meampakal penting untuk
memecahkan persoalan ini. Seperti dikatankan oletor®ls (1983) untuk setiap
ruang ada penggunaan yang ideal, dan untuk seéaggpnaan ada tempat yang

ideal.

Saya Dberpikir bahwa alangkah perlunya menyatakasuase alasan kuat
mengenai hubungan antara status kepemilikan taraiy ydisengketakan oleh
masyarakat adat. di kota Jayapura dengan keberadmang-ruang publik yang
menjadilocus. Selanjutnya akan saya deskripsikan pada badamibab selanjutnya.
Sebagaimana telah saya uraikan bahwa ruang publi (physical public spage
dalam perkembangannya menjadi lokasi berlangsungmgaes-proses perdebatan
yang dialogis. Dialog yang saya maksudkan adalgfdiesemacam ‘perang idelogi’
dan penafsiran antara konsep, ide dan definisi atakgt adat Kayu Batu, Kayu Pulo,
Enggros Tobati dan Nafri, tentang status kepemilikanah ulayat (emik) dengan
paradigma-paradigma kepemilikan tanah menurut konfsemal milik negara.
Manifestasi pembentukdrargaining positiormasyarakat adat terhadap negara terjadi

melalui aksi pemalangan terhadap sejumlah ruanggrpablik di kota Jayapura.

Tanah, dimana diatasnya terdapat ruang-ruang ppbhkpantas dilihat sebagai

satu kesatuan sehingga tidak lagi sebagai dua koempgang terpisah keberadaan
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dan keberlangsungannya dalam dinamika kehidupaandaebuah masyarakat
madant. Mendiskusikan ruang publik yang ideal, berartiapmembicarakan status
tanah dimana ruang-ruang publik berada, bila ryargik idealnya harus bebas dari

hegemoni negara, sudah tentu demikian halnya deagah.

Persoalan klaim atas status kepemilikan tanah mienploblematika dan
kompleksitas yang berbeda disetiap wilayah dan ligeisa memiliki kesamaan-
kesamaan tertentu, didasari dari bagaimana su&mpgek masyarakat memberikan
makna pada alam dan segala isinya. Ketika dianaatiperspektif budaya, kita dapat
menemukan beberapa kekhususan menurut tatanan ,nofaiakebiasaan dan pola
hidup masyarakat yang berlaku disetiap wilayahetass Orang Badui misalnya
melihat tanah, hutan dan manusia sebagai satuulesatang sinergi dan saling
berinteraksi, dengan menjaga keberlangsungan Inggku alam hutan, berarti secara
tidak langsung menghargai dan menjaga keberlangsukghidupan orang Badui
(Djoewisno: 1987).

Pendangan ini. memiliki kemiripan dengan pandangaang Papua pada
umumnya dalam memaknai tanah dan hutan sebagaiesuka@hidupan dimana
manusia secara total menggantungkan seluruh hidupigkoh adat di Papua pada
umumnya akan menjelaskan makna tanah dan hutan hamg@ir seragam, bahwa
tanah diistilahkan dengan “mama” yang artinya yang mengandung, melahirkan,
memelihara dan memberikan makanan bahkan perlirsiudgn pengorbanan. Agar
anaknya (manusia) bisa tetap hidup. Dalam film dodwter yang dibuat oleh
lembaga Pengkajian Pemberdayaan Perempuan dan Payaka (LP3A-P) tahun
2010, pada sebuah wawancara dengan Hubertus Kwarkétiea Lembaga
Masyarakat Adat (LMA) wilayah kabupaten Keerom, guemgkapkan,

“...dalam bahasa Abrap, Mairab, Yeblo, menyebut “nyang
artinya mama atau lbu, mama berarti yang menyusaidari kecil
hingga besar, diatas tanah ini juga tumbuh dan phiderbagai

tumbuhan dan hewan yang dapat dimanfaatkan untlandg®ungan
hidup manusia diatasnya...”.

Tanah dimana manusia berpijak untuk melakukan aegarjalanan hidupnya,

berinteraksi - dengan alam dan mengolah segala uwpsmg ada diatasnya,

> Secara sederhana masyarakat madani bisa dipahami sebagai masyarakat yang berbagi minat, tujuan,
dan nilai tanpa paksaan—yang dalam teori dipertentangkan dengan konsep negara yang bersifat
memaksa.
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meninggalkan jejak-jejak lintasan hidup yang terkendalam sebuah perjalanan
peradaban. Setiap jengkal tanah yang tampaknyagaeld@enda mati justru
menyimpan kisah-kisah hidup perkembangan manusmautes bumi, dalam sebuah
salinan sepanjang masa. Demikian konteks kepemilitemah di Papua dalam
argument historis seorang tokoh adat Kayu Pulo.

“...kitorang’ punya orang tua dulu, tidak pernah tmunti rugi tanah

dengan uang, tapi waktu orang Belanda datang, dd@si Hulden

trus bilang, ini untuk, ganti tanah yang kami pa#teri dulu orang

Papua tidak pernah kasi tanah untuk jadi milik reellaya, tetapi

hanya kasi pinjam untuk pakai saja...” . (PendetasStthaay, tokoh
adat Kayu Pulo)

Namun, tanah menjadi terbatas ketika reproduksiusiantak lagi terbatas.
Jumlah tanah tidak lagi cukup untuk menampung marmiengan segala ekspansinya.
Memproduksi dan mereproduksi segala peradaban umglahgetahuannya dengan
tidak terbatas. Tanah menjadi barang yang langkenkanilai dan fungsinya berubabh.
Terbatasnya ketersediaan: tanah 'membuat nilainyaalsemtinggi. Sedikit
bernostalgia paddifestory saya pada tempat dimana saya hidup dan dibesarkan
selama tiga puluh tahun ditengah-tengah masyayaieag sudah banyak berinteraksi
dengan dinamika pembangunan kota. Pada distriknijétalurahan Yabansai, masih
jelas dalam ingatan saya ketika tanah-tanah digiegefumah tempat saya tinggal
dijual seharga dua juta rupiah untuk sebuah kg@eiuas lebih dari tiga hektar atau
pun cerita-cerita orang kakek-nenek yang menghkdralanah kepada orang-orang
pendatang karena adanya jalinan persahabatan yakgtau juga persoalan utang
piutang. Semak dan hutan kecil tempat saya danntéeman sebaya memburu ayam
hutan, buah-buahan yang tumbuh liar, kolam memagndali-kali jernih, hamparan
alang-alang yang bisa jadi ajang bermain layangrgysemua tempat yang biasanya
menjadi ruang dimana anak-anak dan orang dewasg arinteraksi dengan bebas.
Kondisi ini jelas berbeda dengan sekarang, dimanaua hal yang ada dinilai dalam
rupiah, tanah menjadi barang langka dan secaraoekenbernilai fantastis. Oleh
karenanya tanah menjadi properti- berharga dan gssey paling diburu, bahkan

cenderung menjadi sumber potensi konflik dalam rauedat.

Alih-alih membuat kebun untuk menyangga kebutuhidog) mempertahankan
lokasi tempat tinggal (rumah) menjadi hal yangtsélembangunan kota, arus migrasi
orang, menjadi alibi kuat timbulnya proses marjssdi dan alienasi dalam kehidupan
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masyarakat perkotaan. Dalam kurun waktu yang pgnjaglahirkan situasi ini dapat
membentuk kosmos HegemQrvaik hegemoni makro dari penguasa terhadap rakyat

maupun hegemoni mikro yang tercipta dalam komanitarga.

Konflik yang saya maksudkan dalam tulisan ini alddanflik perlawanan yang
kongkrit dalam menuntut legitimasi dan justifikasgara terhadap ideologi, hak
ulayat atas tanah dimana untuk mendapatkannya, ara@st pemilik hak ulayat
melakukanreclaiming atas tanah (lahan) yang diawali dengan aksi pemata
lokasi-lokasi publik, terutama fasilitas publik sefp mall, pasar, sekolah, bandar
udara, jalan, tempat wisata, stadion olahraga,l@anya, menyebabkan masyarakat

pemilik hak ulayat berhadapan dengan negara sertgghaan (kapital).

Untuk mengurai kekusutan persoalan klaim tanahagapura, sangatlah perlu
untuk melakukan suatu pengamatan yang komprehgasif dengan melihat sebuah
persoalan dari berbagai perspekpektif. Oleh kangmaaya berpikir untuk mencoba
mencari dan menganalisa aspek-aspek lain yang miehemat saya masih perlu
untuk dikaji dan dianalisa lebih jauh, terutamaeiksaspek menjadi alasan mendasar,

rumitnya pengakuan atas status kepemilikan tandhydipura.

Selanjutnya, beberapa penelitian telah dengan jetasyajikan fakta-fakta dan
deskripsi tentang sengketa tanah di Papua, Diser&sion Abdi Frank,
Membayangkan Adat: Suatu Kajian Tentang Tanah Adagngketa Dan
Penyelesaiannya. Mendeskripsikan konflik dan prgsssyelesaian sengketa tanah
adat di Jayapura dimana terjadi kondisi yang ambiglam arti bahwa ada
interpretasi beragam (multy interpretation) dalaaaangan masyarakat adat maupun
negara (pemerintah) sebagai penguasa dan pemegsmuglikatas regulasi yang
digunakan dalam proses penyelesaian sengketa gleaiansehingga mengakibatkan

penyelesaian sengketa atas tanah menjadi berkeganja

Selain itu hasil penelitian Tri Mulyadi, mahasiswasca sarjana Universitas
Diponegoro Semarang, dengan judul tediml Beli Tanah Hak Ulayat Dengan
Pelepasan Adat Sebagai Syarat Pendaftaran Tanaha Padku Tobati Enjros.

* Definisi Hegemoni menurut Gramsci adalah dominasi oleh satu kelompok terhadap kelompok
lainnya, dengan atau tanpa ancaman kekerasan, sehingga ide-ide yang didiktekan oleh kelompok
dominan terhadap kelompok yang didominasi diterima sebagai sesuatu yang wajar yang bersifat
moral, intelektual serta budaya, Strinati, Dominic (1995).

> Menggunakan istilah Reclaiming sebab klaim masyarakat adat merupakan klaim ulang kepada
pemerintah Indonesia yang sebelumnya telah melakukan klaim atas semua peninggalan kolonial.
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Menjelaskan proses sertifikasi tanah dari pengadiEng mewajibkan adanya surat
pelepasan adat melalui keputusan musyawarah lembdga setempat yang sah.
Kedua penelitian tersebut secara deskriptif mekgajidengan jelas bagaimana
dinamika yang terjadi dalam proses alih hak kepkarl atas tanah dan proses
penyelesaian sengketa tanah-tanah adat yang saliimy&njadi persoalan pelik di

Papua pada umumnya. Menyimak kedua hasil penelitiarsebut, masih

menimbulkan “kegalauan”, jika sengketa tanah yakgoerujung dan peliknya proses
mendapatkan sertifikat tanah  merupakan sebuah fem@rsosial yang tampak di

permukaan, tentu ada yang mendasari munculnya femaimi.

. 1.1 Klaim Atas Tanah: Sebuah Wacana

Menurut: Foucault, ciri utama wacana adalah kemampya untuk menjadi
suatu himpunan wacana yang berfungsi membentuk nd@liestarikan hubungan-
hubungan kekuasaan dalam suatu masyarakat (Erjy20@d.: 76). Contohnya yang
ditunjukkan oleh Foucault adalah konsep gila ddaktigila, sehat dan sakit, benar
dan salah, bukan konsep abstrak yang ada begdauteajpi dibentuk oleh wacana
yang berkaitan dengan bidang psikiatri, iimu kedod, serta ilmu pengetahuan pada

umumnya.

Dalam suatu masyarakat terdapat berbagai wacarmg h@meda-beda. Ada
yang dominan ada yang terpinggirkan. Wacana domagiatah wacana yang dipilih
dan didukung oleh kekuasaan, sedangkan wacangdayang tidak didukung akan
terpinggirkan fnarginalized atau terpendams(@bmergell Dalam sebuah wacana
terdapat pernyataapropositior) yang bertujuan untuk menyatakan sesuatu (ani ata
makna), akan tetapi juga mengatakan sesuatu tesesugtu reéferens). Referensi
inilah yang memperluas dimensi makna bahasa danpermgaruhi sistem sosial
budaya sampai pikiran manusia (Akhyar Yusuf, 20I®). Oleh sebab itulah, maka
wacana harus dilihat dalam satu kesatuan yang @oiicault mengatakan bahwa

wacana dikonstruksi oleh bentuk diskursif atautepns

Dalam penelitian ini saya menemukan adanya wacantartg kepemilikan
tanah yang berbeda dan kontrakdiktif satu sama \&gcana yang berkembang dan
diakui dalam masyarakat adat adalah bahwa tanalfrtadat adalah milik leluhur

yang tidak akan pernah menjadi milik siapapun sedaku tersebut dan generasinya,
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akan tetapi pada sebagian warga masyarakat padamyaumengatakan bahwa tanah

adalah milik negara dan diatur oleh negara.

Persoalan klaifh tidak terlepas dari intervensi ranah hukum yang
termanifestasi dalam berbagai peraturan untuk rrahgemua subyek hukum yakni
masyarakat atau penduduk yang ada dalam sebuatan&gdam perspektif hukum
Indonesia, klaim atas tanah sering juga disebutgaemeclaiming perwujudan
tindakan klaim hak atas tanah berlindungan padalpz® (3) UUD 1945, yang
menyatakan bahwa bumi air dan kekayaan yang tevkendi dalamnya dikuasai

oleh negara dan digunakan sepenuh-penuhnya untodikeuran rakyat.

Klaim hak atas tanah sering dilakukan oleh indiw@ing tidak memiliki hak
atas tanah atau juga.orang yang hilang hak atafnga, akibat pengambilan paksa,
dan akibat lainya seperti bencana alam. Sehinggamkiak atas tanah dengan isltilah
reclaiming dilakukan untuk memperoleh kembali hak-haknya.eBepanah, air dan

sumber daya alam lainnya. juga alat-alat produsinlya (YLBHI: 2007).

Hingga tahun 2011, Badan Pertanahan Nasional (Bibhcatat terdapat
4.005 kasus sengketa dan konflik pertanahan dinesia yang belum diselesaikan.
Oleh karena itu, saat ini sedang diupayakan untekpercepat penyelesaian kasus-
kasus tersebut. Menurut Kepala Pusat Hukum dan HB®N, Kurnia Toha jumlah
tersebut adalah setengah dari jumlah keseluruhafiilkkalan sengketa tanah selama

beberapa tahun yaitu sekitar 8000 kasus yang dlidalesaikan sebagian

Catatan sengketa atas tanah (lahan) bukan fenosusial yang terjadi di
Indonesia atau Papua saja. Kasus sengketa tanahejgadi dalam skala lebih besar
dan bermuatan politik, ekonomi, ideology, identitis seterusnya, serta melibatkan
perseteruan panjang antar negara dan bangsa, &agk dapat diselesaikan melalui
regulasi Internasional, hingga sengketa antar lzaggsg hingga kini tidak mencapai
titik temu. Misalnya saja sengketa antara Palestiaa Israel yang telah melalui
berbagai upaya penyelesaian atau jalan tengah, mé&mngga kini belum ada titik

terang menuju sebuah kesepakatan atau semacameszgghi analisa tentang

® Klaim adalah tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (memiliki atau
mempunyai) atas sesuatu: pernyataan tentang suatu fakta atau kebenaran sesuatu

” Lihat http://www.jpnn.com/read/2012/09/24/140816/BPN:-4005-Konflik-Pertanahan-di-Indonesia-
Belum-Diselesaikan-. Diakses tanggal 20 Agustus 2012.
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sengketa ini bergitu variatif dan beragam munculnmdidia, namun hingga Kini

sengketa masih saja terjadi.

Tanah dipahami dan diklasifikasikan oleh kebanyakesyarakat adat Port
Numbay sebagai tanah itu sendiri beserta dusun, samgai maupun hutan kayu
yang berada diatasnya. Tanah dalam kaitannya déwgamtingan hidup tidak selalu
dipersepsikan dengan pandangan ekonomi saja, t@igpi senantiasa dikaitkan
dengan beberapa segi seperti religi, budaya, stempolitik (Gustaf Kawer, 2010).

a. Secara Ekonomis Tanah dan tumbuhan yang ada diatasnya adalah media
yang menyediakan segenap kebutuhan dan keperlapriyia, mulai dari
makanan, minuman, obat-obatan, kayu bakar maupbanbantuk membuat

rumah.

b. Secara Budaya: Tanah dipersepsikan sebagai “lbu”, yakni pihak yang
melahirkan dan membesarkan; oleh karenannya atiaiah” bila sang Ibu
menjamin kehidupan seluruh anak-anaknya dengarbkesmu dan kelimpahan
kekayaan alam Disisi lain sang anak dituntut urgielikantiasa memperhatikan
kondisi sang “lbu” tetap sempurna melakukan- keveayitya ‘'dan memberi
hasil , yakni dengan cara menjaga norma-norma dalakmkan serangkaian
seremonial, guna mengharapkan agar sang mama issaambemberikan

kelimpahan kesuburan terhadap seluruh anak-anakgac

c. Secara Religius: Tanah senantiasa di asosiasikan dan atau dikaitkngan
para leluhur, roh-roh dari nenek 'moyangnya. BahKeryakinan itu
diwujudkan bahwa kehidupan berasal dari tanah ttaah adalah warisan
yang diberikan leluhur dalam menjalankan kehidupganDalam pandangan
demikian, maka tanah mendapat penghargaan yangj,tkayena menghargai
tanah mempunyai makna sebagai bagian dari pengirargahadap para
leluhur dan nenek moyangnya.

d. Secara Politis : Tanah merupakan bagian dari kedaulatan masyarakat.
Eksistensi politis masyarakat diukur dari apakamempunyai kawasan bagi
kelompok-kelompok masyarakatnya dan seberapa kesah itu mampu
mengakomodir segenap kepentingan kehidupan masyatelsebut. Tanah
tersebut memberikan kemungkinan padanya untuk msatelkan hubungan

dan relasi sosial dengan masyarakat lainnya.
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Dalam kasus jual beli tanah hak ulayat dengan pekep adat yang
menimbulkan sengketa sampai tingkat Peradilan MabkaAgung antara Hengki
Dawir kepala sukurobatdji-Enj'rosdengan para penggugat lain melawan Handoyo
Tjondro KusumoToko Aneka Ria Jayapurdan tergugat lainnya merupakan fakta

kasus perkara tanah hak ulayat masyarakat adad&gégpura (Tri Mulyadi:2010)

Kasus sengketa tanah seperti di atas sering tekgadna adanya penyimpangan
yang disebabkan hubungan hukum yang tertutup dak sesuai dengan azas hukum
perjanjian jual beli yang terbuka. Maka perbuatakum tersebut dianggap tidak sah
atau batal demi hukum dan akan menimbulkan masalghpara pihak antara penjual
dan pembeli. Disinilah peranan Ondoafi untuk memem sikap terhadap
penyelesaian masalah jual beli tanah hak ulayag ydilakukan masyarakat adat
dengan pihak lain. Pelaksanaan jual beli yang diak sering tidak dengan proses
yang ditentukan masyarakat adat, hukum adat, jabgaliknya Kepala AdaDndoafi
dalam melakukan perbuatan pengalihan hak tanah tet#t melihat kepentingan

anggota masyarakat adat.

Keberadaan hak rakyat masyarakat hukum adat darpéicangan warga
masyarakat adat terhadap tanah hak ulayat atas gesalitian dan bila dalam
kenyataannya masih ada, pengelolaannya berdasawkam adat yang berlaku pada
masyarakat bersangkutan. Melepaskan hak tanah sadb@gian atau keseluruhan
melalui jual beli dengan pelepasan adat yang haiketahui oleh kepala adat, lurah,
dan camat serta prosedur pendaftaran tanah yatakieBegitu eratnya hubungan
antara masyarakat hukum adat dan tanah karena tseladgai tumpah darah
masyarakat hukum adat, merupakan pengakuan anggasgarakat hukum adat

terhadap kepemilikan hak tanah ulayat.

l. 1.2 Ruang Publik dan Klaim Masyarakat Adat

Seorang tokoh produser perfilman Indonesia terndsaain Nugroho pernah
mengatakan bahwa baik ruang publik abstrak maupang publik material akhirnya
hanya menjadi hamba dari tindakan konsumsi belaka.

Menurut James Siahaan, ruang publik ditandai atgh thal yaitu responsif,
demokratis, dan bermakna. Responsif dalam artingyaublik adalah ruang yang
dapat digunakan untuk berbagai kegiatan dan kepgarti luas. Demokratis, artinya
ruang publik dapat digunakan oleh masyarakat umam lgerbagai latar belakang
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sosial, ekonomi, dan budaya serta aksesibel badfiabai kondisi fisik manusia.
Bermakna memiliki arti kalau ruang publik harus nilémntautan antara manusia,

ruang, dan dunia luas dengan konteks sosial.

Setiap kota-kota lama yang terbentuk pada masaniebl@olonial Town)
pastinya memiliki pusat peribadatan dan Alun-alReriode pembentukan kota pada
masa 1914 hingga 1945 tersebut meninggalkan kenaeghadap rancangan kota-
kota di Eropa. Kota-kota ini mendapat sentuhan da&orang arsitek sekaligus
perancang kota Ir. Thomas Karsten, sehingga keaanathman kota atau alun-alun

kota, menjadi ciri yang sangat kentéhé Indonesian City1986).

Di alun-alun ini warga berinteraksi, berdiskusi,rddehraga, atau sekadar
menghabiskan waktu di waktu senggang. Ketika sagagambil program bahasa
Inggris selama sembilan bulan di IALF Denpasar,asaengan mudah dapat
menemukan begitu banyak ruang-ruang yang diperantidagi aktifitas interaksi
sosial warga, misalnya saja di Niti Mandala Rersehuah lapangan bebas dan luas
yang tepat ditengahnya terdapat museum dimana ma&syadapat memanfaatkan
secara bebas lapangan untuk berbagai keperluaartiselphraga, disekitar lapangan,
mungkin karena ketersediaan ruang-ruang ini teraiigan karakteristik budaya
setempat yang sering mengadakan ritual-ritual galad) memang melibatkan banyak
orang. Bali, sehingga di sebuah kota dibutuhkan dek&kasi yang luas dan
representatif.

Sementara itu, secara spasial ruang publik didgf@n sebagai tempat
dimana setiap orang memiliki hak untuk memasukingapa harus membayar uang
masuk atau uang lainnya sebagai pass masuk. Ruaniik plapat berupa jalan
(termasuk pedestrian), tanah perkeraspavément public squares dan taman
(park). Hal ini berarti bahwa ruang terbuka hijapén spacepublik seperti jalan dan
taman serta ruang terbuka non-hijau publik sepgartah perkerasan damublic

squaresdapat difungsikan sebagai ruang puBlik.

Meningkatnya intensitas pembangunan di kawasan rtinmdonesia,
memberikan implikasi-implikasi terhadap tatanaraindosial budaya, termasuk juga
pola pikir masyarakat, sejak tahun 2000 rentetesi p&malangan dan klaim lahan

(tanah) menjadi wacana sosial yang kerap terlihatvithyah kota Jayapura dan

® Lihat : http://fisipol.unmuhjember.ac.id/artikel/41.html. Diakses tanggal 6 Agustus 2012.

Univesitas Indonesia
Melihat klaim..., Fadly Marthen, FISIPUI, 2012



13

menghiasi pemberitaan di media-media lokal. Dalamruk waktu tententu
pemalangan terjadi secara beruntun pada beberal@yatviwilayah adat yang
berbeda. Seakan menjattiend dalam kosmo dalam masyarakat adat di wilayah
hukum adat Port Numb&yWalaupun pada masa sebelum tahun 2000 sengketa laha

(tanah) yang digugat masyarakat adat pernah terjadi

Tabel 1.1 : Beberapa kasus pemalangan yang telijadliayah kota Jayapura tahun 2000-2012

(diolah dari berbagai sumber : wawancara, medekdekal dan laporan polisi).

No Lokasi Sengketa tanah Tahun

1 Pantai Base-G Jayapura 2004

2 SMUN 1 Jayapura 2001

3 Kampus USTJ Jayapura 2001

4 Pt. Telkom Deplat Jayapura 2002

5 Pasar sentral Hamadi 2002

6 Sumber air bersin PDAM Campwolker Waena 2002

4 Kantor Gubernur Dok 2 Jayapura 2003

8 Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Waena 2008

9 Kantor Walikota Jayapura 2004

10 SDN Tanah Hitam 2005

11 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Papua 2005
12 SAGA Mall Abepura 2009

13 Kompleks perumahan pajak entrop Jayapura 2009

14 Komleks Perumahan Keuangan Angkasa Jayapura 9 200
15 Stadion sepak bola, Mandala Jayapura 2010

16 Mall Abepura 2011

17 Lokasi Pembangunan Mall Jayapura 2012

18 Bumi Perkemahan Pramuka Waena Jayapura 2012
19 Lokasi PERUM DAMRI kota Jayapura 2012

20 Bandar Udara Sentani 2005, 2010, 2012

Sebagaimana terlihat pada tabel 1.1, dalam kurustuwi@hun 2000 hingga 2012,

kasus pemalangan di wilayah kota Jayapura pada ayaumasih didominasi oleh

kasus-kasus yang terjadi pada lahan atau tanahtgtatgdikembangkan sedemikian

rupa sehingga memiliki nilai guna dan nilai ekondehih tinggi. Secara spesifik

dapat diklasifikasikan sebagai ruang publik

? Nama untuk kota Jayapura Hasil Deklarasi Masyarakat adat Port Numbay, Nafri 5 Juni 1999.

Melihat klaim..., Fadly Marthen, FISIPUI, 2012
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l. 2 Fokus Kajian

Dalam kehidupan sosial, interaksi dan adaptasirantmusia pada berbagai
tingkatan, baik individu maupun kelompok merupakaatu proses yang tidak bisa
dihindari dan dibatasi. Namun, dalam dalam beraksr dan adaptasi ada nilai,
norma dan ideologi yang menjadi penanda batasasdratantara ruang privat dan

ruang publik.

Menurut HardimarF. Budi (2010 : 376), ruang publik adalah ranah g
asset, barang, jasa, ruang atau gugus infrastru&inryang kinerjanya menjadi
penyangga watak sosial suatu masyarakat, sehingggamakat tersebut berevolusi
dari sekedar kerumunarcrOwd) menjadi ‘komunitasgommunity. Ruang publik
bukan hak prerogatif pemerintah, dan keberadaarperéama-tama tidak untuk

diperjual-belikan melalui mekanisme pasar-bebas.

Ruang publik bukanlah sesuatu yang mengacu padgampoleh khalayak
dimengertisebagai ‘sektor publik’ dalam rupa instanegara, pemerintah, atau
BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang dibedakan densektor privat’. Ruang
publik juga bukan ranah para pelakunysgency adalah pejabat atau pegawai
pemerintah, melainkan pelakunya semua warga mastatzaik pejabat pemerintah

maupun pelaku bisnis ataupun pelajar biasa.

Pada kenyataannya ruang publik telah mulai benadénjadi ruang-ruang
privat. Hegemoni negara telah mengintervensi ruaagg publik, sehingga ruang
publik menjadi tidak lagi dapat dengan bebas dskdeh warga masyarakat. Bukan
saja hegemoni negara melalui aparatusnya, tetdprvensi para pihakattors
seperti institusi masyarakat adat pun, turut mekgdruang publik kehilangan sifat

ketersediaanya.

Rentetan aksi pemalangan tanah yang diatasnyaptdrdaang-ruang publik
seperti pantai, jalan, sekolah, perumahan, matkgntoran dan pasar dengan
maksud meminta ganti rugi atas hak ulayat masyarattat hingga saat ini masih
terus terjadi di Jayapura, kasus terakhir adalahaengan Mall Jayapura pada bulan
Juli hingga Agustus 2012 dan juga jalan akses kmilperkemahan pramuka di
Waena Juli 2012. Aksi pemalangan terhadap loka&sidioakses publik (ruang publik)
terus saja terjadi silih berganti di wilayah Kotaydpura, atau wilayah adat Port
Numbay. Pemerintah daerah sebagai perpanjangam kg@mra sejauh pengamatan
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saya belum menemukan sebuah format yang tepat uméyelesaikan persoalan
klaim tanah yang memberikan rasa keadilan bagi arakgt selain pada putusan
hakim di negara kita yang akhir-akhir ini banyakdtstorsi oleh suyektifitas pemilik
kuasa. Sedangkan masyarakat pemilik hak ulayas terelakukan klaim terhadap
area-area publik. Sementara masyarakat warga padenya €ivil society berada

dalam posisi ambigu.

Fakta-fakta yang telah disajikan sebelumnya meraybleah saya pada sebuah
kegelisahan : jika dewasa ini ‘ruang publik’ suniggtelah didistorsi oleh
kepentingan-kepentingan pasar dan birokrasi petadrilhagaimana kita masih dapat
mengharapkan peran demokratis masyarakat wargedagdium yang sudah rancu
ini ? Sesungguhnya sebuah pertanyaan besar yang mandasagngin tahu saya
dan sekaligus menjadi pertanyaan mendasar dalamligeem ini adalah mengapa
orang Port Numbay yang hidup di teluk Humboltd ngargat kembali tanah-tanah
dan bangunan di Jayapura yang diklaim sebagai muildyat dimana diatasnya
terdapat ruang-ruang publik untuk sktifitas sosmérga sipil serta implikasi-
implikasnya.

Penelitian ini mencoba menjelaskan keberadaarsical public spaceyang
merupakan turunan dari. kons@pblic sphereyang diperkenalkan oleh Habermas
pertama kali melalui bukunyaThe Structural Transformation of the Public Sphere:
an Inquire Into a Category of Bourjuis Socigbhng diterbitkan sekitar tahun 1989
dimanaPublic spherediartikan sebagai ruang bagi diskusi kritis yaathtika bagi
semua orang. Pada ruang publik ini, warga pripawéte persoh berkumpul untuk
membentuk sebuah publik dimana nalar publik inina#Erahkan untuk mengawasi
kekuasaan pemerintah dan kekuasaan negara sergasnaersikan adanya kebebasan
berbicara dan berkumpul, pers bebas, dan hak séedras berpartisipasi dalam
perdebatan politik dan pengambilan keputusan

Namun saya mencoba menganalisa sisi lain daripgtealangan yang sedang
marak terjadi di wilayah kota Jayapura oleh panailde hak ulayat turutama antara
tahun 2001 hingga 2012. Bahwa aksi pemalangan tdaalatau bangunan sebagai
ruang-ruang publik adalah sebagai manifest damyaldua kekuatan institusi, yakni
negara dan masayarakat adat dalam berlomba meagudtiminasi hememoni dan
legitimasi kedua institusi dalam kehidupan wargssyasakat kota Jayapura. Aksi
pemalangan sesungguhnya bukanlah bentuk perlaweoraal, kekerasan atau pun
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stigma sejenis yang biasanya melekat pada sebushpakalangan. Namun aksi
pemalangan adalah sebuah bentuk dialog publik yaimg dilakukan oleh masyarakat
adat tidak lagi dalam bentuk diskusi formal antaisty pada ruang-ruang terbatas,
akan tetapi dengan mengambil lokasi-lokasi visuahg publik, sebagai ruang yang
‘baik’ untuk mendialogkan konsep, ideologi dan desfi menurut keyakinan masing-
masing aktor. Untuk itu saya merusmuskan sejumlattapyaan penelitian yang

kiranya adapat menjadi ‘rambu-rambu’ dalam mendesikan tesis ini.

1. Bagaimana kompetisi antara negara, swasta dan ralayaadat dalam

menguasai tanah dan kontrol atas ruang-ruang pdbliayapura?

2. Bagaimana konsolidasi antar simpul-simpul jejaryang terbentuk antara
para pihak (negara, swasta dan masyarakat adat)pbgsical public space ?
3. Bagaimana hegemoni masyarakat adat terhadap koatasH ruang-ruang

publik di Jayapura menjadi semakin kuat ?

l. 3. Tinjauan Konseptual

[. 3. 1. Kepentingan dan intervensi para aktor

Derek Hall, Philip Hirsch dan Tania Li dalaRPowers of Exclusign2011,
mendeskripsikan dilema kepemilikan dan penguasa@ahtdi Asia tenggara. Dalam
tulisan ini memberikan beberapa poin dalam kaitandgngan esklusifitas sebagai
sebuah kondisi dan juga proses atas tanah-tanahiaagiyang semakin terbatas. Li
melihat ada empat bentuk kekuasaan yang pentingi:yedgulasi, kekuatan, pasar,
dan legitimasi.. Empat bentuk kekuasaan ini- sangedrasional terutama dalam

melihat klaim-klaim terhadap tanah.

Selain Li, konsep teori akses dari Ribot dan PeluBeluso dan Ribot
mendefinisikan akses sebagai kemampuan menghadikantungan dari sesuatu,
termasuk diantaranya objek material, perorangastitiisi, dan simbol. Dengan
menfokuskan pada kemampuan dibandingkan denganmidéq@a yang ada dalam
teori properti. Formulasi ini memberikan perhatgada wilayah yang lebih luas pada
hubungan sosial yang mendesak dan memungkinkag ardok mencari keuntungan

dari sumber daya tanpa memfoukuskan diri pada rgdsuproperti semata.

Peluso dan ribot melihat bahwa ada semacam susjarailgan akses.

Perhatian mereka memungkinkan ahli dan lainnya rtedtae perubahan proses dan
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hubungan akses dengan sumber daya. Konsep akgesddempatkan pada analisa
siapa yang sebenarnya beruntung dari sesuatu detuimepa proses yang mereka
lakukan. Akses secara empirik menfokuskan diri psidpa yang mendapatkan apa,
dalam cara apa, dan kapan. Memfokuskan pada sudalyer alam sebagai sesuatu
dalam pertanyaan, telah mengeksplor jarak kekugdag berefek pada kemampuan
orang-orang untuk mendapatkan keuntungan dari sudd&. Kekuatan ini terdiri
atas material, kebudayaan, dan ekonomi-politik dangatan dan jarigan kekuasaan
yang menyusun akses sumber daya.

Kemampuan intervensi para pihak terhadap klaim t@ash turut ditentukan
oleh kemampuan setiap pihak dalam me-reproduksiggaring kekuasaan, bagi
pemerintah gtatg tentu memiliki kekuatan formal berupa regulasnyaada, untuk
menjustifikasi tanah-tanah yang ada sebagai assgaral’ Aset negara dalam
pengertian yuridis-normatif adalah semua baranggydibeli atau diperoleh atas
beban anggaran pendapatan dan belanja negara extsalbdari perolehan lainnya
yang sah, seperti hibah/sumbangan, pelaksanaampeiganjian/kontrak, ketentuan
undang-undang, atau putusan pengadilan yang te&hperoleh kekuatan hukum

tetap™!

Sementara dalam telaah kultur filsafat hukdrpembahasan tersebut dapat
diidentifikasi sebagai diskursus antara postpragme dan neo-konservatisme.
Postpragmatisme memandang aset negara adalah rkéseluaset yang dimiliki
negara dan harus dipertanggungjawabkan negara deami pemerintah terhadap
rakyatnya melalui parlemen yang tercermin dalangganaan anggaran pendapatan
dan belanja negaranya. Namun, neo-konservatismedefirisikan aset negara
sebagai konsep kepunyaan dan penguasaan negama ldpngan hukum apapun,
baik yang berada pada pengaturan publik maupunaperm privat.

Pihak lainnya yang terkait dengan intervensi skighadap tanah adalah

swasta atau perusahaaorfipany)atau dalam konsep Habermas disebut dengan kaum

1% palam konsep teori, sebagaimana dikemukakan J. Prodhoun, aset negara adalah aset yang berada
pada lingkup ranah publik (public prive), sehingga pengelolaan dan pertanggungjawabannya tunduk
pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara publik.

! |ihat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/
Daerah.

2 Kultur filsafat seringkali menjadi ideologi yang menjadi faktor determinasi suatu keputusan atau
tindakan. Lihat M.D.A. Freeman, Interoduction to Jurisprudence (London: Sweet & Maxwell Ltd.,
2001).
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kapitalis sebagai pemilik modal, yang terus memisunnber-sumber produksi yang

salah satunya adalah tanah.

Dalam tulisan yang lain, Tania Li menjelaskan bahwerkembangan
kapitalisme bukan suatu perjalanan yang dirancamgahmaster-planyang sudah
jadi. Li menganjurkan agar kita melihat situasi mémi politik yang sedang
berlangsung sebagai sesuatu yang perlu dianahsisdalam kontek ketidaksamaan
ruang (spatial) dan waktu (temporal) dalam konjun@tonjuncturg tertentu dimana
pemutusan hubungan antara modal dan buruh, berbegairadiksi ataupun
kejanggalan muncul dan dilembagakan. Pada intinysebenarnya tengah berupaya
mencari jalan untuk mewujudkan keadilan sosial dangnentransformasikan
kapitalisme melalui pengamatan dan keterlibatanlapgangan dalam konjungtur
tertentu(Li Tania 2009: him. 66-93).

Li berangkat dari adanya kenyataan dua kekuatan @amasa kini yang
‘menyerang” wilayah pedesaan di Asia. Mereka adalghhilangnya akses rakyat
pedesaan atas tanah di suatu wilayah akibat pesutakseségnclosure)baik oleh
proyek atau badan usaha industri ataupun kegiaiasekvasi milik pemerintah atau
swasta, dan (ii) rendahnya daya serap tenaga lk&iga oleh industri yang dibangun
di sekitarnya(Tania Li : 2009.him 76). Bukannya menjadi cadantmmaga kerja,
mereka yang terlempar dari usaha pertanian kardak terserap industri kemudian
menjadi apa yang disebut Karl Marx dalam Das Chpitdume 1 sebagaielative
surplus populationMereka menjadi pengangguran yang terlempar catapian, tak
sanggup masuk ke lapisan tenaga kerja industaial,térlunta-lunta di pedesaan dan
perkotaan. Menjadi kaum terlantgania Li : 2009. him 77).

I. 3. 2. Ruang Publik Dalam Hegemoni Negara, Kapitadlan Adat

Penelitian ini menfokuskan diri pada klaim dan pkEmgan yang terjadi pada
area-area publik space, seperti mall, pertokoako,rijalan raya, pasar, terminal,
pantai, bahkan kuburan di wilayah administratifakdayapura. Hal ini didasari oleh
hasil observasi dan data awal saya yang kemudiga jsalikan semacam sebuah
hipotesa awal, bahwa klaim hingga aksi pemalanghih Iditujukan pada wilayah-
wilayah publik (public Space). Sementara para lpibarkepentingan yang antara

lain, Pemerintah dan atau pengusaha dengan maayaadat. Yang membawa
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implikasi pada ‘menyempitnya’ akses masyarakat a#ipil society terhadap ruang

publik sebagaimana fungsi sosialnya akibat persoegraaiming tersebut.

Beberapa bagian analisa dalam tulisan ini, sayausbkerangkat dari konsep
Habermas, karena konsep Habermas manjadi titik Eahahya berbagai analisa dan
pendangan tentang ruang publik sebagai bagaiamgedari sebuah perkembangan
demokrasi terutama kelahiran gerakan-gerakan masyiarsipil sebagai manifest
ruang dialogis. Dalam keadaan masyarakat bertemieiaebat akan sesuatu secara
kritis maka akan terbentuk apa yang disebut dengasyarakat madani. Pada
perkembangan selanjutnya ruang publik juga menya@ngkang yang tidak saja
bersifat fisik, seperti lapangan, warung-warung ikdan salon, tetapi juga ruang
dimana proses komunikasi bisa berlangsung.

Misalnya pada ruang publik yang tidak bersifatkkfiseperti media massa, baik
cetak maupun elektronik . Di media massa itu makgrmembicarakan persoalan-
persoalan yang terjadi di lingkungannya, bagaimaeeguasa yang tidak menerima
bila dikritik, serta media massa yang menolak mensebuah artikel yang dikirm
oleh masyarakat karena takut kepada penguasa plggga tanda bahwa sebuah
ruang publik belum tercipts.

Dalam perkebangannya definisi ruang publik terustelipretasikan dan
dikembangkan dalam berbagai disiplin ilmu oleh perpemikir abad modern,
bahkan konsep ruang publik Habermas mendapat kmrbagikan. Sejumlah
pengeritik menyatakan, Habermas terlalu mengideslisanah publik borjuis di
tahap-tahap awal, dengan menjabarkannya sebagan fdiskusi dan debat yang
rasional. Padahal, faktanya, kelompok-kelompoletett telah disisihkan dari forum
tersebut, dan dengan demikian partisipasi jugatasipaHabermas sendiri kemudian
mengakui bahwa ranah publik yang disebutkannya waktmemang lebih sebagai
jenis ideal dan bukan ideal normatif yang mau diji#tkan lagi dari ambang
kematian.

Habermas terkesan agak mengidealisasikan ranalk gndsjuis sebelumnya.
Meskipun konsep ranah publik dan demokrasi mengsikam adanya perayaan
liberal dan populis tentang keanekaragaman (dies)sitoleransi, perdebatan, dan

konsensus, pada kenyataannya ranah publik borjudisnohasi oleh kaum pria,

B Lihat : http://sulfikar.com/teori-ruang-publik-1-ruang-publik-habermas.htm| . Diakses tanggal 6
Agustus 2012.
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pemilik properti, yang berkulit putih. Ranah pubkklas pekerja, kaum perempuan,
dan warga kelas bawah lain, yang berkembang seil@mgian ranah publik borjuis
untuk mewakili suara dan kepentingan kelas bawadisildkan dari forum ranah

publik borjuis tersebut.

Lefebvre, seorang pemikir geografi dan arsitektoisalnya, melihat ruang
publik dalam pengertian yang lebih dekat dengans&psi georgarfis-arsitektural
dalam tata ekonomi-politik modern, bagi Lefebysaplik domainmenunjukan pada
“laringan keterlibatan dan ruang sosial tertentimgyanenyangga kerja sama dan
koordinasicivitas, terutama dalam interaksi antara kota besar danagki global.
(Lefebvre:1996,him.67). Para kaum ekononmainstream,ruang publik mempunyai
beberapa pengertian berbeda pula. Ruang publik i@enunjukan pada “kapasitas
sosial pemerintah (state), sebagaimana untuk meatga berada pada posis manager
yang efektif dalam bidang-bidang dimana mekanismasap bebas free-market
mechanismjelas-jelas gagainfarket failurg'dan distorsi sosial yang muncul sebagai
akibat perluasan komersialisasi semakin banyaknigideehidupan” (Rodrik,Has
Globalization Gone too far2997, him.51).

Lugasnya, ruang publik adalah sesuatu yang muneménia kegagalan
mekanisme pasar bebas dalam penyediaan baran@srygng dibutuhkan semua
warga masyarakat. Para ekongmainstreampada umunya melihat ruang publik
sebagai bagaian dari lingkungan hidup , kesehatasyanakat, pendidikan masal,
keamanan dan semacamnya. ltulah bidang yang pemyaga dianggap sebagai

tugas pemerintah, bukan swasta.

Amat dekat dengan konsepsi ekonamainstreamadalah pengertian ruang
publik dalam ilmu kebijakanpplicy sciences Disini, ruang publik adalah istilah lain
dari ‘bidang layanan publik’ public service). Kedekatannya dengan konsepsi
ekonomimainstreamtampak dari apa yang dianggap sebagai bidang aakumang
publik yaitu bidang-bidang seperti infrastruktur laja jembatan, kesehatan

masyarakat, dan semacamni§a.

Dalam refleksi budaya, ruang publik mengacu padzusigugus keyakinan,

pandangan, dan praktik yang menyangkut sikap, veaczara pikir dan cara merasa

“ Kedekatan konsepsi ruang publik dalam ilmu-ilmu kebijakan dan ekonomi mainstream itu tentulah
bukan sesuatu yang alami. Dengan kemunculan dramatis kekuasaan sektor bisnis dalam tata
ekonomi-politik
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kolektif, selera, serta corak keberadapan (civilitgng berlangsung dalam interaksi
sosial. Jenis dan corak acara televisi dalam kay@ardengan perkembangan selera
publik yang beradap, misalnya merupakan isi daa w@ng secara cultural dirujuk

sebagai ‘ruang publik’.

Dalam refleksi sosiologi, konsepsi ruang publikikeimengacu pada jaringan
trust dan resiprositas yang menentukan hidup-matinya @dertidaknya) kehesi
sosial suatu masyarakat. Ini konsepsi yang dapatakan bersifat Durkheimian (cf.
Emile Durkheim), sesuatu konsepsi yang mengacu padalan kadar sosialtl{e
social) suatu masyarakat (Lihat Durkheiiihe Rules of Socilogical.,1964, Bab 1).

Dalam keberagamannya, ruang publik dalam reflalsafat politik mungkin
dapat dicontohkan .dengan konsepsi yang diajukaneid@ds: “ruang publik
merupakan arus keterlibatan kolektif yang selahedosiasikan, bersifat tidak stabil,

lentur, dan terbukalHabermasThe Structural Transformation.., 1989, him 37).

I. 4. Penelitian Lapangan
I.4.1. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatiintuk menghasilkan sebuah
karya etnografi. Etnografi mendeskripsikan kebudayasebagaimana adanya,
mempelajari peristiwa kultural, yang menyajikan ¢geamgan-pandangan hidup subyek
sebagai obyek studi. Studi ini terkait bagaimarayek berpikir, hidup, dan perilaku.
Tentu saja perlu dipilih, peristiwa yang unik ya@agang teramati oleh kebanyakan
orang (Endraswara SuwardRenelitia Kebudayaan, ideoligi, epistemologi, dan
Aplikasi 2006, him. 207).

Metode kualitatif ini akan diaplikasikan dalam bedga model teknik
pengumpulan dataPada saat tertentu saya memposisikan diri untlibaemdalam
setiap aktivitas dari komunitas yang diteliti, bahk sampai larut didalamnya
(immersé. Agar dapat mengecilkan jarak antara kehadiraya sdéan objek yang
diteliti, sehingga menciptakan rasa nyaman bagiuéegihak terutama dalam
melakukan wawancara. Pada saat yang lain saya meaharuntuk merefleksikan

semua peristiwa yang telah dilakukan dalam proselfian secara reguler. Selain

> Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk mencari pengertian yang mendalam tentang suatu
gejala, fakta atau realitas.
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itu wawancara mendalaninflepth interview menurut saya menjadi proses sangat

penting untuk dilakukan secara informal dan sisteana

Untuk memperdalam isu pokok dan mengkaji intergietilam kasus ini,
lebih banyak diandalkan wawancara dengan inforregpilih terdiri dari perorangan
dan kelompok. Pemilihan informan perorangan ditesriu menurut status sosial
anggota masyarakat yang dianggap memiliki peraandahenggerakan masa untuk
melakukan klaim atas tanah. Penetapan informamdldtateks ini bukan ditentukan
oleh pemikiran bahwa informan harus benar — beramifiki kedekatan hubungan
dengan subjek dan permasalahan penelitian. Haligebabkan karena pendekatan
dimaksud tidak bertujuan untuk merumuskan atau kumbenarik inferensi yang
berlaku bagi dalam komunitas dimana penelitiankdkan melainkan bertolak dari
asumsi tentang realitas yang terjadi yang khaskdampleks. Pemilihan ‘Informan
kunci’ adalah. merupakan hasil dari penggunaarowball-sampling technique
sebagaimana disarankan Bogdan dan Biklen (1982:Mi®s dan Huberman (1984:
37), Babbie (1986) pula lebih jauh menjelaskan itelsnowball-samplingadalah
dimana peneliti pertama-tama datang kepada seggorgang menurut
pengetahuannya dapat dipakai sebagai informan ktetapi setelah berbicara secara
cukup, informan tersebut menunjukkan subyek laimgydipandang mengetahui lebih
banyak masalahnya, sehingga saya menunjuknya seb&ganan baru, demikian
seterusnya sehingga data yang diperoleh semakyakaengkap dan mendalam.

Uraian diatas menjadi langkah awal saya untuk mmlaiakukan penelitian
lapangan, ini pengalaman pertama saya dalam melakekbuah penelitian yang
lebih spesifik dalam perspektif-antropologi, memginhsebelumnya penelitian awal
saya untuk menyusun sebuah karya skripsi strata, saya melakukan dalam
perspektif ilmu hukum. Margareth Mead (1999) mes&ga, “Anthropology as a
science is entirely dependent upon field work rdsomade by individuals within
livingsocieties Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penelgiaografi menjadi
jantung dari penelitian-penelitian Antropologi.

Sebagai tempat dimana saya lahir dan dibesarkagakdenomena-fenomena
sosial yang secara langsung dilihat, dirasakardégdami menjadikan lintasan catatan
pengalaman saya secara pribadi. Beberapa catatalitip@ etnografi dikatakan
bahwa ketika seorang melakukan penelitian dalamukaias masyarakat dimana ia
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hidup dan dibesarkan, memiliki bias terhadap haesilelitian, misalnya, akan ada hal-
hal yang terlewatkan untuk dicatat, dikarenakarhadtersebut telah menjadi sesuatu
yangcommon sencgang dipraktekan sehari-hari dalam kehidupan ségadisi ini
menjadi tantangan sekaligus kekuatan dari penelitia Bagaimana seorang peneliti
mampu menggunakan pemahaman akan teori dan menoaheropong segala hal
yang terjadi di sekeliling dengan mengurangi sdkacingkin bias-bias, seperti yang
dikuatirkan. Tentu ini dapat memacu seorang penetituk berlaku semaksimal
mungkin dengan bekal yang ada untuk memotret sét@hpang berkaitan dengan

permasalahan yang ingin diteliti.

Untuk memahami sebuah masyarakat yang baru, seosrgppolog
semestinyapurely membenamkan dirinya untuk membaur dengan masyarakat
sedapat mungkin belajar, berpikir, melihat dan lss®éerlaku sesuai dengan budaya
dan kebiasaan masyarakat tersebut serta pada wakiy lain sebagai seorang
antropolog (Powdermaker, 1966 : 9). Dalam Penalitienu-ilmu sosial sebagian
besar data primer didapat langsung dari lapanggl) directly observing human
behavior (2) listening to and noting the contents of human spegtd examining the
product of human behavior, archives, museums, cecand libraries(Pelto P.J., dan
G.H. Pelto : 1970Q)

I. 4. 2. LLokasi Penelitian

Penelitian ini memilih beberapa lokasi di kotyalaura, secara khusus pada
masyarakat adat Port Numbay, diantaranya Kayu Bakasi Pantai Base-G), Kayu
Pulo dan Hamadi (Tobati, Engros) yang semuanyaphgipanjang lingkar teluk
Humboltd. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada bapa alasan penting diantaranya,

1. Kota Jayapura menjadi barometer pembangunan diaPppda umumnya,
serta memiliki fasilitas pelayanan publik yang télanemadai dibanding
daerah lain di Papua.

2. Masyarakat Kayu Batu, Kayu Pulo dan Engros-Tobakiagai pemilik hak
ulayat atas tanah-tanah di kawasan urban kota Ueyayang menerima

dampak langsung pembangunan kota Jayapura

Kampung Kayu Batu, Kayu Pulo, Enjros Tobati di depan pesisir teluk Humboldt
kesamaan karakter budaya dan organisasi pemenmtatat. Orang Irian yang
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mengenal sistem kekuasaan politik yang bersifatapean, yang dikenal deng
istilah Ondoafi secara etnik dapat dibedakan menurut sembilao-bangsa ialah
orang Skow, orang Ar-Waris, orang Tobatiprang Ormu, orang Sentani, Ore
Moi, Orang Tabla (Tanah Merah), orang Nimboran, demg Muris (Demta), semt
suku-sukubangsa ini terdapat di Darah Timur Laut Irian Jdjéansoben J.R
him.150: 1994).

Laut Pasifik

T
Kavyu Batu //@

TELUK HUMBOLDT

A

'S Navy, NGA, GEBCO
! & . 012 DigitalGlobe. »

Gambar 1.1 : Lokasi Penelitan : Teluk Humboldt dalam PETA Papua dan
Suku-suku yang hidup di sepanjang Teluk Humboltd Kota Jayapura
(Sumber : Google Earth, Juli 2012)

1.4.3. Kerja Lapangan

Awal ketertarikan saya tentang topik ini, bermué@ beberapa kesempa
dimana saya melihat dan berhadapan sendiri dengadid-kondisi sulit bahka
tidak dapat mengakses beberapa lokasi yang dalanal@enan saya sebagai a

publik yang seharusnya dapat dengan bebas di akdesvarga masyaraks

Misalnya saja ketika saya membayar retribusi yaegitb tinggi kepad.
pemerintah daerah maupun warokal setelah masuk ke dalam kawasan wi
pantai Basés di Jayapura. Dalam kesempatan lain, saya jug& tidpat sampai k
bandara dan harus menunda keberangkatan, akibaysaage&malangan masyara
pemilik hak ulayat drunwaybandar udara Sentani. Palangan terhadap sumber
bersih, terminal bahkan rumah sakit. Maraknya tada pemalangan terhad

fasilitasi publik yang terjadi di Kota Jayapurarleébih pasca kehadiran und:-
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undang Otonomi khusus Papua, 26®Mengapa fenomena ini menjadi wacana yang
kuat dan dominan muncul ke publik dan menjadi topénting yang selalu
didiskusikan baik secara formal maupun informalhlga rentetan aksi klaim tanah
hingga pemalangan terus terjadi dan menyebar kallamerah lain di Papua.

Kasus klaim atas tanah terjadi antara masyarakgtauldengan pemerintah
dan juga antara masyarakat dengan pengusaha (swdsidel penyelesaian yang
paling sering dilakukan adalah dengan pembayararti gagi, ganti rugi yang
dimaksud adalah berupa pemberian sejumlah uangl&empasyarakat pemilik hak
ulayat setelah melalui proses negosiasi. Namunatepgmbayaran sejumlah uang
ganti rugi tidak serta merta menjamin klaim laidak terjadi lagi. Dari informasi
yang saya dapatkan di lapangan bahwa, klaim ataé tgang telah diselesaikan dapat
digugat kembali, klaim atas lokasi yang sama datargsuku atau marga lain yang

juga meng-klaim sebagai pemilik sah.

Membaca beberapa hasil penelitian tentang penyafesengketa atas tanah
di Jayapura melalui studi kasus, ataupun dari géfpeukum Indonesia, membuat
saya ingin. memotret topik yang sama namun darilgisi yaitu klaim terjadi pada
area atau ranah publik, terutama yang berdampdladap ‘menyempitnya’ akses

masyarakat terhadap ruang publik.

Saya mulai penelitian dengan mengumpulkan data,dwealpa kasus-kasus
klaim terhadap fasilitasi publik atau ruang pubtielalui media cetak lokal, sumber
berita online, serta observasi awal dan wawan&eianjunya saya mulai mendatangi
lokasi yang pernah menjadi sengketa status kepemilianah. Saya mendatangi
lokasi pantai Base-G, dengan:maksud observasiigekamenemukan informan
pertamauntuk wawancara medalam nantinya. Saya menggunekaik non-directed
interviewatau juga disebutee interview’. Hasilnya merupakan informasi emic yaitu
pandangan subyek yang diteliti (Nasution, 198&prmasi emic selanjutnya disusun
secara bertahap dalam wawancara terarah agarveaswncara lebih terarah dan
terfokus.

16 Banyak yang melihat bahwa UU 21 ini merupakan ”jalan tengah” antara tuntutan merdeka dan
keharusan untuk mempertahankan Papua sebagai bagian NKRLTuntutan merdeka mencuat ke
permukaan karena orang Papua merasa hidup di atas tanah sendiri, yang kaya, namun tidak
menikmati hasilnya. Banyak hak-hak penduduk asli Papua yang telah diabaikan dalam proses
pembangunan selama ini. Agus Sumule, 2006.

" non-directed interviewdalah wawancara tak terarah dilakukan untuk memperoleh keterangan
yang terinci dan mendalam mengenai pandangan subyek yang diteliti.
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Pada kesempatan pertama saya bertemu dengan plak Watbakai, berusia
65 tahun, saat saya tiba di lokasi pak Melky sedarggnbersihkan dedaunan di
sebuah petdR yang dijaganya. Pada kesempatan ini saya mencatakukan
pendekatan dengan dengan cara ikut membantu mehkaers petak, sambil
melakukanfree interview dari wawancara ini saya memperoleh sejumlah aat
seperti pemilik tanah, jumlah kepala keluarga yaremetap, pekerjaan, dan aktifitas
pengunjung pantai. Dengan tekrskowball saya memperolah sejumlah nama lain
yang dalam hiraki organisasi adat memiliki kewerandperbicara, kecakapan dan

pengetahun tentang adat setempat.

Dalam proses penelitian, saya menyiapkan beberdga bantu seperti
recorder, kamera, serta catatan lapangagdén dan Biklen 1982)"°. Catatan lapangan
sangat membantu saya mengingat kembali semuawssdncara dan observasi yang
telah saya lakukan, namun proses ini dilakukarktgeat wawancara, tujuannya dalah
untuk menjauhkan kesan formal dan kaku selama weavanserta komunikasi
dialogis antara peneliti dan informan. Saya juganyrapkan sirih pinang sebagai
bahan kontak karena hampir semua informan dalamligan ini mengkonsumsi sirih
pinang. Bagi saya sirih pinang bukan sekedar b&ioatak, tetapi terlebih penting

sebagai simbol kedekatan dan persaudaran.

Penelitian ini dilakukan pada beberapa kominitakusyang hidup di
sepanjang lingkar teluk Humboltd, seperti masyarakiat Kayu Batu, Kayu Pulo,
Enjjros-Tobati dan Nafri dengan tujuan melakukammparasi atas kemungkinan
adanya kesamaan dan juga perbedaan interpretagarakst terkait klaim yang
biasanya melibatkan tumpang tindih klaim statuseka@pkan tanah antar suku atau

marga tersebut.

Saya melakukan karja lapangan sejak bulan Febhusgga September 2012,
namun dalam penelitian saya mendapat beberapa bEambang cukup berat
terutama situasi keamanan kota Jayapura sejak Buldrhingga Agustus yang tidak
kondusif oleh serangkaian kasus penembakan yargpsameresahkan masyarakat.

Namun demikian saya tetap berusaha melalukan prpseslitian semaksimal

¥ petak merupakan area pinggir pantai, yang telah dipagari dengan ukuran sekitar 8-10 meter,
merupakan pembagian yang dilakukan oleh kepala adat sebagai pemilik hak ulayat (Ondoafi), kepada
anggota klennya, sebagai lahan usaha.

19j‘ieldnotes berupa coretan, berisi kata-kata, mungkin gambar, sketsa, diagram dan lain sebagainya.
Hal ini berguna antara apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dicium dan diraba.
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mungkin dengan tetap memperhatikan kondisi damagitlapangan. Situasi ini saya
manfaatkan untuk menarik diri guna me-refresh dambali mengevaluasi proses

penelitian yang telah saya lakukan.

1.4.4. Triangulasi Data

Ketika saya masuk dan berinteraksi dengan para |lpamadi lokasi
pemalangan Mall Jayapura, ada beberapa ungkapam gisampaikan informan
dalam kondisi-emosional dan sebatas untuk menunjiggtimasi atas tindakan yang
dilakukan. Misalnya ketika menyebutkan klaim atatab-batas tanah di wilayah kota
sebagai milik suku Jayapura sebagai milik suku Y.o#emua data dan informasi

firsthandyang saya perolah dari beberapa informan; direlanndicatat.

Untuk menghindari bias dari data primer yang adayas melakukan
wawancara dengan informan lain dari marga atau yakg lain. Juga verifikasi dari
narasumber lain, seperti Ondoafi tiga suku besalaglapura, Yowe, Sibi, Hamadi,
Makanuay, kepala BPN Kota Jayapura, sekertarisidom DPRP, akademisi,
perusahaan pengelola mall (swasta), lawyer (pengpc®rta warga masyarakat.
Selain itu untuk memperkaya informasi dan dataasagncari berita yang terbit di
media cetak lokakearchinginformasi melalui internet dan membaca hasil paagl

yang mengacu pada topik penelitian.

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatdtinmetiode yang saya
lakukan pada saat mengumpulkan dan menganaligislda dasarnya adalah bahwa
fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baikirgga diperoleh kebenaran
tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudungang. Memotret fenomena tunggal
dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memisagkidiperoleh tingkat
kebenaran yang handal. Karena itu, triangulaahiaisaha mengecek kebenaran data
atau informasi yang diperoleh saya dari berbagdutspandang yang berbeda dengan
cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang tepada saat pengumpulan dan

analisis dat&°

Ketika berada berinteraksi dengan para pemalangkesi jalan akses Bumi
Perkemahan Cenderawasih, sebagai tempat yang aéd&enggarakan perkemahan

% Lihat : Rahardjo Mudjia,Trianggulasi dalam Penelitian Kuantitatif2010, dalam artikel di
http://mudjiarahardjo.com/artikel/270.html?task=wie
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Raimuna tingkat nasional. Para pemalang memilikiumgan kekerabatan dari garis
ibu dengan saya, untuk menghindari bias, emosipaaonal dan sikap primordial
dan solidaritas yang mungkin berpengaruh padanupgmelitian, maka pada waktu
waktu yang lain saya menarik diri untuk menganadisaap informasi dari perspekitif
seorang peneliti murni yang terbebas dari segataikemosional, perasaasefsg

atau kepentingan lain.
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BAB Il
PENDUDUK DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA JAYAPURA

[I. 1. Orang Jayapura

Kota Jayapura sejak ada terus mengalami perubadtzagaimana idealnya
sebuah ranah urban, baik secara keseluruhan maghagian , baik kearah positif
maupun negatif. Hal ini menunjukan bahwa kota biléarsesuatu yang bersifat
statis.

Masyarakat asli Jayapura (Port Numbay), pada umdisgbut dengan istilah
“orang Jayapura”. Orang Jayapura sebagian besaiamieteluk Humboldt (Teluk
Yos Sudarso), terdiri dari orang Tobati, Enggroay Pulo dan Kayu Batu hingga
Skow yang berbatasan dengan negara tetangga PN@gi&e Suku-suku asli Port
Numbay yang bermukim di area pusat kota adalahgokenyu Pulo, Kayu Batu,
Enjros dan Tobatt. Penyebutan ini berdasarkan lokasi tempat bermukinang
Kayu Batu, Kayu Pulo, Engross dan Tobati masih agirblagi dalam bebera
suku/marga. Merekalah yang mendiami tanah besar witayah daratan Jayapura,
Entrop, Kota Raja, Abepura, Nafri, Skow dan Waemang Kayu batu memiliki
sebagian besar klaim atas tanah-tanah di selurlatyain kecamatan Jayapura Utara,
termasuk tanah disepanjang pantai Base-G. SelaimgoKayu Pulo, orang Ormu
yang bermukim di sebelah utara kaki gunung Cycloga memiliki sebagian klaim
atas tanah di Jayapura terutama di daerah datenggi tJayapura utara, meliputi

kawasan angkasa, pasir 6 dan sekitarnya.

Orang Kayu Batu, Kayu Pulo, Enggros dan Tobatiksigaa telah hidup di
pesisir. Dalam catatan sejarah yang ditulis olehH-Van Hasselt misalnya, la
menceritakan antara lain, bahwa orang-orang teluknlbbldt percaya bahwa
kampung mereka, Tabati didirikan oleh seorang sauddari matahari, itulah
sebabnya kampung mereka dinamakan demikian; kadet@lam bahasa mereka
matahari disebut ‘Tab’. Maka dari itu orang-orargp®a di bagian barat menyebut

daerah ini ‘Tabi’.

Pada masa penginjil Bink melayani, di situ ada aegrkepala suku yang

perkasa. Namanya adalah Jantewai. Pada masa kialakkepala suku di New-

ZMansoben J.RSistem politik tradisional di Irian Jay&istem Politik Ondoafil994.
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Gunea kurang memiliki kuasa. Tetapi ada pengecudkaga Jantewai. la sangat di
taati di dalam segala sesuatu oleh rakyatnya. KeBkrneo’ tiba di teluk Humboldt,
Jantewai baru saja meninggal, kemudian Residen amghgt anaknya sendiri,
Hamadi, menjadi kepala suk.an Hasselt F.J.F : 2002.h.143)

Dari petikan tulisan Van Hasselt, ada beberap kateci seperti, penyebutan lokasi;
Teluk Humboldt, Hamadi (lokasi dan Marga/suku) agrengangkatan kepala suku
berdasarkan geneologis (garis keturunan). Menggdab&keberadaan suku-suku di
Teluk Humboldt. Ada juga Kal Muller, dalam penjelasya yang menyebutkan
bahwa orang Astronesia ‘asli berasal dari Cina. kéemnencapai Papua setelah
bermigrasi dari China ke Formosa (Taiwan), Filipoi@n Indonesia bagian timur,
disitulah terjadi perkawinan campur antar mereka planduduk asli ditempat baru.
Secara harafiah kata ‘Melanesia’ berarti penghufay (berkulit hitam. Orang Papua
bisa saja tergolong sebagai orang Melanesia, narang Melanesia tidak otomatis
tergolong orang Papua. bahkan jauh sebelum orarsgrafesia - sekitar sebelum
10.000 tahunyang lalu (Kal Muler :2008, h.49-25)

Bagan 2.1 : Suku-suku Asli yang Bermukim di pusat Kota Jayapura

Suku asli teluk Humboldt

| Orang Kayu Batu | Orang Kayu Pulo | Orang Enjros, Tobati |

Suku Makanuay Suku Hamadi

Keterangan :

[0  Suku pemegang hak Keondoafian
berdasarkan sistem Pewarisan

[[] Suku-—sukudibawah satu
Keondafian
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Suku-suku yang hidup di teluk Homboldt mendirikamahnya menggunakan
tiang-tiang kayu sebagai penyangga baik rumah dispepantai dan maupun di
daratan yang jauh dari pantai. selain mencari didaut untuk lauk atau di jual, ada
pula kebun umbi-umbian dan dusun sagu. sebuah pwmnharus sudah berumur 10
sampai 20 tahun untuk mengeluarkan bunga. Denglaarkga bunga pada pohon
sagu, menandakan bahwa pohon sagu siap di tebangligabil hatinya. Tetapi
dalam waktu 10 sampai 20 tahun itu keluarlah tasukk muda dari akar-akar,
bertumbuh dan menjadi pohon lagi, tanpa orang la¢rbesuatu pa Dari sagu yang
diambil dapat memenuhi kebutuhan satu keluarga yerttri dari 4-5 orang sekali

sehari selama satu bulan. danyanHasselt F.J.F2002.him.28).

Il. 2. Mitologi : Asal-usul Suku Poey dan Makanuay dKayu Batu

Saya mendapatkan kesempatan yang berharga untutengan cerita tentang
mitologi orang Kayu Batu dan Kayu Batu dari seor@mgloafi langsung, ketika akan
menceritakan kisah ini, pak Ondo mengajak sayakunéik ke rumah adat, sebab
menurut pak Ondo, ini cerita tentang adat, jadasggnya disampaikan pada tempat
yang telah ditentukan yaitu di para-para adat.

“...Kalau cerita-cerita adat, tra sembarang kami taekepada
sembarang orang, biasanya kepada anak-anak kampingrtinya
akan mewarisi dang ganti kami sebagai Ondoafi, ilarta juga
kepada orang-orang ‘dalam’ orang-orang yang kamahtpercaya
dari dalam keluarga, ini karena anak mau tulis kirgnak punya
penelitian jadi bapa bantu, tapi secara garis b&gare...ini aturan
adat jadi bapa tra bisa langgar, nanti bisa naadi,hegini :

Marga Makanuay disini ada dua mata rufiaMakanuay satu dan
makanuay dua, yang punya hak untuk menjadi OndbaKayu
Batu adalah makanuay dua, secara turun temurunu Deahek
moyang kami turun dari gunung cycloop dan terperada yang ke
Sentani, ada yang ke Ormu dan juga salah satunkariMay yang
datang ke Jayapura dan bangun rumah K&iwampulau dipinggir
laut, yang sekarang ketong bilang Kayu Pulo ituddlam Karwar
terdapat, perkakas kerja, juga alat-alat berburta dearta benda
berharga. Suatu ketika karena sebuah persoalarh entkan-
minum atau masalah keluarga antara Karwar dendah satu suku
(nama suku tidak boleh disebutkan dalam tulisaa)sayang-orang
dorang pasang panah api dan tembak ke Makanuayaarywar

* Dua mata rumah menunjukan ada dua marga yang sama tetapi memiliki hubungan kekerabatan
dari garis keturunan yang berbeda.

> Rumah Karwar/Karwari adalah rumah adat orang Port Numbay, dengan atap berbentuk kerucut
dan bertingkat.
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dan rumah Makanuay terbakar habis dengan semua hartda
yang ada di dalamnya, Makanuay duduk diatas batgaie sedih
dan bingung sebab dia sudah tra punya apa-apalladihat ke kiri
dan kanan trada siapa-siapa yang bantu dia, digahduduk lihat
rumahnya yang sudah habis terbakar, saat ituledngageseorang
yang dari suku Poey, , karena melihat ada kejadiafayu Pulo.
“e...sudara ko bikin apa” / “ado ko lihat suda, sampmah su
terbakar, sa pu barang su habis semua”, MelihdaRlzay yang
sedang sedih lalu Poey mengajak Makanuay untuk ikignga ke
Kayu Batu, “kalau ko ikut saya nanti sa kasi ko atndan tanah
untuk bangun ko pu rumah baru”, tapi Makanuay talekbilang,
“biar suda sa disini saja nanti sa bikin rumah lagi”, akhirnya
Poey pun pergi, tapi tra lama balik lagi, dan seleg)i mengajak
Makanuay, tapi Makanuay tetap tra mau, akhirnyayPpiir
bagaimana caranya supaya de bisa ikut saya, lay Rambali ke
kampungnya dan membawa serta seorang gadis diatasunya,
manik-manik, - tomako batu dan alat-alat mencari l&kmbali
kepada Makanuay, ketika perahu datang Poey tanga Ka
Makanuay, ...”hei sodara ko mau ikut ka’ tidak, ia ada bawa
barang-barang buat ko semua ni”, melihat harta dgadg dibawa
Poey dan sorang gadis cantik, buat Makanuay puskeaténg dan
akhirnya ikut Poey ke Kayu Batu. Sampe di kayu pBoey lalu
bilang “sekarang sa su bawa ko kesini, ini ko puaia tikam
teteruga, timba ikan puri, ko’ pu’ harta ini tomakatu dan manik-
manik, dan ini' perempuan juga buat ko, ko tidakebdteluar dari
kampung ini, ‘hak ondoafi sa kasi buat ko' sejak Nakanuay
ditetapkan menjadi Ondoafi besar di Kayu Batu, sgklan Poey
suda tra jadi Ondoafi lagi, dia mundur jadi kepsiku. Sampai
sekarang segala sesuatu di Kayu Batu ini menjatlk rivlarga
Kayu batu, segala sesuatu yang orang mau buat hsngetahui
Makanuay sedangkan Poey hanya tanda tangan sagnga orang
mau jual-beli tanah, orang mau kubur orang di kabufayu Batu
juga semua harus atas sepengatahuan Makanuay...

Jadi Makanuay ini sebenarnya orang Kayu Pulo, peekéar tahun
80-an ada upacara adat, itu apacara menandai Kewruieahya
penyerahan hak Ondoafi dan sebagainya dari suky Regada
suku Makanuay. (wawancara dengan Ondoafi besar Keatu,
Rudolf Makanuay, tanggal 9 Maret 2012).

Il. 3. Warga Kota : Sebuah Heterogenitas

Selain penduduk asli, di Kota Jayapura juga terdbpayak suku-suku asli
Papua yang berasal dari daerah lain, dan penduwghdapang (non Papua). Khusus di
distrik Muara Tami terdapat penduduk transmigrasi ulau Jawa. Sebagian besar
penduduk asli Kota Jayapura masih berdiam di kagyampung. Mereka ini relatif

belum terjangkau pelayanan pendidikan dan pelaykesehatan dasar, karena sarana
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angkutan masih terbatas dan relatif mahal. Jum&idyduk Kota pada Juli 2012
sebanyak 261.776 jiwa. Penyebaran penduduk didigtpk adalah Jayapura Selatan
(36 persen), Jayapura Utara (28 persen), Abep@géBdsen), dan Muara Tami (4
persen). Terkonsentrasinya penduduk di Distrik gase Selatan karena wilayah ini
merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan. iBgmyaenduduk di Abepura
terutama dikarenakan di distrik ini terdapat beparperguruan tinggi, namun juga
telah berkembang sebagai wilayah perdagangan daerpgahan.

Migrasi masuk terutama disebabkan karena daya tawil sebagai pusat
pendidikan, pusat pemerintahan, dan pusat perdagan@irausahawan yang
mengembangkan berbagai kegiatan usaha di Kota Uayapnumnya berasal dari
luar Papua. Etnis keturunan Tionghoa sangat berglakam perdagangan besar dan
perhotelan. Orang Padang perantauan memiliki upahtakoan dan rumah makan.
Saudagar Bugis Makassar banyak yang berdagang rgarddan peralatan rumah
tangga. Perusahaan penyedia barang dan jasa pathemiuilanya banyak dimiliki
oleh pengusaha pendatang, namun sejalan dengaksg®an Otonomi Khusus
Papua, kesempatan berusaha untuk putra asli Papaatgrbuka lebar. Di sektor
informal, terutama di pasar-pasar tradisional,ndittan Suku Madura, Suku Bugis
Makassar, dan Suku Padang. Kebijakan khusus untesb@rikan los-los pasar

kepada penduduk asli Papua telah banyak diperhatileds Pemerintah.

Il. 4. Selayang Kota Jayapura
Il. 4.1. Sejarah Singkat

Kota Jayapura, kota dengan segudang sejarah datgompgan pengembalian
Irian Barat ke pangkuan Negara Kesatuan Republiloriesia (NKRI), terletak di
ujung timur Indonesia, dan merupakan salah satvallagang berbatasan langsung
dengan negara tentangga Papua New Guinea (PNG).ikgbernah dikenal dengan
nama Hollandia, Kota Baru, dan Kota Sukarnapurdoefen ditetapkan sebagai
daerah otonom, wilayah Jayapura merupakan bagiarKdbupaten Jayapura. Pada
tahun 1979 Jayapura ditetapkan sebagai Kota Adratifs melalui Peraturan
pemerintah Nomor 26 tahun 1979. Status Kota Adrrati ini kemudian berakhir
dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 tah®®3 lyang menetapkan
pembentukan Kota Jayapura. Sejalan dengan pendtapadayapura sebagai daerah
otonom, Kota ini juga ditetapkan sebagai lbu Kotavinsi Papua karena Kantor

Pemerintahan Provinsi Papua berpusat di wilayala Kayapura.
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Sebagai daerah yang lebih dahulu berkembang diaRafaota Jayapura memiliki
fasilitas pelayanan publik yang relatif memadaiaditng daerah lain di Papua.
Prasarana dan fasilitas pendidikan mulai dari takerak-kanak sampai perguruan
tinggi tersedia di Kota ini. Prasarana dan fasslikesehatan termasuk tenaga medis
dan dokter ahli cukup tersedia. Prasarana perdagasgperti pasar swalayan telah
bertumbuh dan menjadikan kota ini sebagai kotaggemgan dengan beberapa pusat
perbelanjaan. Pelabuhan laut dan Bandar udarargpngsentatif telah memperlancar
masuk-keluarnya arus barang dan manusia. Kota UJeyapang hari jadinya
ditetapkan 7 Maret 1910, bermula dengan nama NARWAI. Nama ini berasal dari
bahasa Suku Kayu Pulo yang mendiami pulau kedegan pelabuhan laut Jayapura.
Nama NAU O BWAI, berarti “menghiasi diri” namun aipulerkan dengan sebutan
NUMBAI. Kapten Sache, seorang Belanda, kemudian begimnama wilayah ini
sebagai HOLLANDIA yang berarti "tanah melengkungawa “tanah yang berteluk”,
dan nama ini digunakan sejak 7 Maret 1910 sampaintd 963. Pada periode tahun
1962 sampai 1963 daerah ini juga dikenal denganan&®TA BARU (versi
Pemerintah Indonesia). Pada periode tahun 1963aal8p6, nama KOTA BARU
diganti dengan nama SUKARNAPURA. Sejak tahun 19@8ima SUKARNAPURA
kemudian diganti lagi dengan nama JAYAPURA, dan aderkahir ini digunakan

sampai sekarang.

P

Gambar 2.1 : Wilayah Administratif Kota Jayapura
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[I. 4. 2. Statistik

Wilayah pemerintahan Kota Jayapura terbagi dalamaemtistri’. Keempat
distrik itu adalah Distrik Jayapura Utara, JayapSelatan, Abepura, dan Muara
Tami. Dibawah pemerintahan distrik terdapat kelaralyang merupakan perangkat
pemerintahan distrik. Ada 20 kelurahan dan 11 kamgpusebagai daerah otonom.
Topografi Kota Jayapura relatif bervariasi. Ada ibagyang merupakan dataran
rendah dan pantai, tetapi juga banyak terdapaugedan dan gunung-gunung. Sekitar
30 persen wilayah ini tidak layak huni, karena rpekan daerah perbukitan yang
terjal dengan tingkat kemiringan 40 derajat. Kaotiabierada pada ketinggian 1 — 700

meter di atas permukaan laut.

Laju pertumbuhan penduduk tercatat 5,73 persentgain. Pertumbuhan
penduduk Kota Jayapura terutama disebabkan kammduguk yang bermigrasi ke
kota ini. Tentang kemiskinan pada tahun 2012 tetqgenduduk miskin sebanyak 339
per kilometer persegi. Persentase penduduk miskirdebih kecil dari penduduk
miskin rata-rata Papua, yaitu 39,02 pers&ecara persentase, penduduk miskin di
Papua mengalami penurunan sebesar 0,87 perseBlc@di persen pada Maret 2011
menjadi 31,11 persen pada Maret 2612Dalam aspek ketenagakerjaan pada tahun
2012 angkatan kerja Provinsi Papua 1.591.693 ordag, jumlah angkatan kerja
tersebut yang bekerja 1.545.467 orang, sehinggdapgat jumlah pencari kerja
102.595 orang.

Perekonomian Kota Jayapura terutama ditopang @ghmbuhan sektor jasa,
yaitu jasa pemerintahan, jasa perhotelan, dankg@sangan dan perbankan. Selain itu
sektor perdagangan juga menyumbang peran besan geeekonomian kota. Peran
sektor pertambangan relatif kecil dibandingkan dengeran sektor tersebut di
kabupaten-kabupaten lain di Papua. Namun bagairpanguga, perlu dimengerti
bahwa sektor pertambangan telah memberi dampakk tidamgsung dalam
pertumbuhan ekonomi, karena pendapatan masyarakgtemerintah dari sektor ini

banyak dibelanjakan di Kota Jayapura. Studi PEAemarkan dua indikator ekonomi

%4 Distrik adalah nama lain untuk kecamatan. Lihad&hg-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Papua.

% Nama kampung sama dengan desa. Lihat Undang-Uridamgr 21 tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Papua.

% sumber data Biro Pusat Statitik /ndonesian Human Development Report 2004, diterbitkan besama
Bappenas dan UNDP.
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makro yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi daeRdrtama, Pendapatan
Domestik Regional Bruto (PDRB)Bila dibandingkan dengan triwulan yang sama
tahun 2011 (y-on-y), PDRB Papua dengan tambanglaiwil tahun 2012 mengalami
pertumbuhan sebesar 5,27 persen. Sedangkanilimiadehg triwulan | tahun 2012,
perekonomian Papua triwulan 11-2012 mengalami pgeatan 7,94 persen. Percepatan
perekonomian tersebut disebabkan karena semuar seldogalami pertumbuhan

positif.

Il. 5. Kebijakan Pembangunan Papua dan Kota Jayapura

Pendekatan pembangunan di Papua sangatlah bermalitdasebab selain
tuntutan untuk mengangkat derajat dan taraf hicelp/at juga diarahkan untuk
meredam berkembangnya ideology dan aspirasi uréokgahan diri oleh kelompok
rakyat Papua yang meyakini bahwa Papua telah merda#ta tanggal 1 Mei 1961,
yang kemudian diikuti dengan semangat serta keamgiantuk menggugat hasil
PEPERA tahun 1969 yang dinilai cacat hukum karelek tdilaksanakan berdasarkan
sistem “One Man One Vote”. Dinamika perjuangan sséwinginan. dari Ideologi
Papua merdeka ini masih terus bergulir hingga saiatdan diakomodir lewat
Presidium Dewan Papua yang dipilih lewat Kongresitieal Rakyat Papua Il yang
dipimpin oleh Almarhum Bapak Theys Eluay walaupwengan cara — cara yang
berbeda. Berbagai kebijakan kemudian ditempuh BEnerintah Rl untuk meredam
aspirasi merdeka dan persoalan — persoalan sasi@k yang muncul, salah satunya
adalah dengan pemberian status Otonomi Khusus Bemytinsi Papua dengan
diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2001.

Secara teori kehadiran Undang-undang No. 21 Talk0d Pentang Otonomi
Khusus bagi Propinsi Papua sebagai konsekuensi gg&anbstatus khusus pada
propinsi Papua, seperti pemberian otoritas yangh lé&lesar dalam pengambilan
keputusan dan alokasi penerimaan keuangan yangsprgakin besar dibandingkan
periode sebelumnya diharapkan dapat memberikarbg@lean positif yang signifikan.
Namun demikian, jika dicermati aspek normative oalandang-undang tersebut,
tetap saja akan memunculkan konsekuensi adanyargeldan ancaman yang sama

besarnya, karena di satu aspek akan semakin bedaang bagi peningkatan

%’ Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan
dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah
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kesejahteraan, kualitas hidup rakyat Papua, akapitepada saat yang samagpada
aspek lain terbuka lebar pula ancaman penyalahgumaavenang oleh pejabat publik
di Papua (eksekutif dan legislative) bagi kepertimgelompok dan golongan.
Perjalanan 2 tahun Otsus Papua membuktikan mureWlogflik kontra produktif
antara kelompok dan golongan dalam memperebutkéatga birokrasi dan
legislative serta penyalahgunaan dana — dana Pgubam bagi kepentingan
kelompok dan golongan dan cenderung mengabaikaekapplayanan terhadap
kesejahteraan rakyat Papua.

Kota Jayapura sebagai salah satu kota diantara@@id tingkat Il yang ada
tentunya tidak terlepas dari konteks persoalan gamnga. Keberadaannya sebagai Ibu
kota Provinsi Papua sendiri memiliki arti yang cpkstrategis selain sebagai
kotamadya, karenanya kemudian kota Jayapura sdiaentikkan dengan pusat
pengambilan keputusan untuk kebijakan pembangundravinsi Papua sehingga
sedikit banyak menjadi tolak ukur kegagalan dand&ean pembangunan di Provinsi
Papua. Kota dengan 4 distrik antara lain distrigapara Utara, distrik Jayapura
Selatan, distrik Abepura dan distrik Muara dengaputasi yang terdiri dari orang
asli Papua dan pendatang dari luar seperti Jawaatewa, Kalimantan, Sulawesi,
Nusa Tenggara, Ambon, Key, Madura, Sunda, saatmienjadi sasaran dari
kedatangan migran dari luar kota Jayapura maupurnuda Papua karena merupakan
pusat pertumbuhan ekonomi sehingga memberikan kd®@sempatan kerja maupun

karena kelengkapan fasilitas pelayanan sosial sg@edidikan dan kesehatan.

DAERAH
PENGEMBANGAN
KOTA KEDEPAN

Gambar 2.2 : Mapping Pengembangan PembangunanJKyapura
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Kondisi semacam ini di satu sisi merupakan haltgdsagi pengembangan
dan pembangunan kota Jayapura ke depan tetapatdyaag sama jika tidak adanya
pengaturan secara baik maka justru dengan mudaladnegotensi gejolak yang
berujung konflik. Sebagai contoh dominasi pendatastayi luar di bidang
pemerintahan dan ekonomi (pasar) di kota Jayapemeadang menjadi pemicu
terjadinya konflik antara masyarakat asli Jayagéa@rt Numbay) dengan kelompok
migran tertentu, ditambah lagi kehadiran UU No.t2hun 2001 dengan semangat
Papuanisasi yang kental dan terkadang diartikaaraesempit semakin memperbesar
potensi terjadinya konflik sosial jika tidak diesiiasi dengan kebijakan — kebijakan
yang benar — benar adil sebab bagaimanapun jugaaspenduduk kota Jayapura
berhak untuk mendapatkan pelayanan sosial yang dampemerintah kota Jayapura
walaupun nantinya ada sedikit pengecualian untuidpeuk asli Port Numbay/kota
Jayapura.

Dalam konteks semacam ini maka perencanaan, imptasiedan evaluasi
yang cermat, cerdas, terbuka, dan jelas alirantakiiitas pemegang otoritas dalam
menggunakan mandat yang diberikan oleh rakyat sepamilik kedaulatan, menjadi
pilihan yang tak boleh dihindari jika tidak inginemuai badai masalah di masa depan.
Dan untuk itulah Studi Identifikasi dan Proses Reamaan Kebijakan Pembangunan
ini diharapkan menjadi kontribusi positif dalam gee pembuatan kebijakan
pembangunan di kota Jayapura.

II. 5. 1. Mapping Kebijakan Wilayah

Materi muatan produk hukurfperaturan daerah dan peraturan kebijakan)
yang menjadi acuan bagi studi ini diambil dari prod produk hukum perencanaan
dan kebijakan pembangunan di kota Jayapura yarasitkhn selama kurun waktu 3
(tiga) tahun terakhir, dan diklasifikasikan ke dhaldeberapa bidang atau sektor,
yaitu:  (1). Kehutanan, Peraturan Daerah Antaran L&teraturan Daerah Kota
Jayapura Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Bekaa Produk Hasil Hutan
dan Perkebunan. (2). Infrastruktur Fisik dan EkonoReraturan Daerah antara lain :
Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2002 tentang Laluakiman Angkutan Jalan Di
Wilayah Kota Jayapura. Peraturan Daerah No. 9 T2002 tentang Keparawisataan.
Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2002 tentang RetriSusat Izin Usaha Jasa
Konstruksi. Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2002atgntPelayanan Retribusi
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Tempat Khusus Parkir. (3). Tata ruang atau Kawd&mintukan Peraturan Daerah
antara lain : Peraturan Daerah No. 19 Tahun 20@targ Izin Mendirikan Bangunan.
(4). Dana Publik,Kebijaksanaan tingkat kotamadyaaporan Pendapat Komisi B
terhadap nota keuangan dan Rancangan RAPD tah@) R&doran Pendapat Panitia
Anggaran DPRD Kota terhadap Nota Keuangan dan RARBIDN 2002, Laporan
Rapat Kerja Pembahasan RAPBD Tahun 2002. (5). mdantuan Pembangunan
“Khusus” dari Pemerintah Pusat, Laporan “Crash Rrogd di kabupaten dan kota di
propinsi Papua tahun 2000, Laporan Program Jammgdman Sosial tahun 1998 —
2001, Program Pengembangan Kecamatan di kota Jaydp®JP kota Jayapura).

Hasil ' identifikasi  diatas = menunjukkan kenyataan vimh materi
muatanberbagai ‘produk hukum, yang kemudian yangklmt pada praktek
pelaksanaanya masih bersifat konservatif. Hattersdikarenakan:

1. Tidak ada kewajiban untuk melakukan publikasi ssbass mengenai proses
maupun muatannya.

2. Keterlibatan publik umumnya hanya jika diperlukamdanpa adanya kriteria
representasi yang jelas.

3. Kelompok atau individu yang terlibat umumnya jusiitekankan pada aspek
keahlian dan justru bukan pada aspek fundamentpkrisekelompok
kepentingan dan kelompok yang terkena dampak kenja

4. Penentuan kriteria individu dan kelompok sepenulrgrada pada wewenang
pejabat publik, tanpa prosedur baku dan terbukklesié

5. Pengaturan jangka waktu umumnya tidak jelas atagasaidak memadai.

6. Tidak ada kewajiban bagi pejabat publik untuk mekain dokumentasi atas
proses dan hasil serta bebas untuk diakses publik.

7. Dalam beberapa hal publik diberi kesempatan untekyampaikan aspirasi
dalamperencanaan, akan tetapi tidak ada aturan ryemgamin aspirasinya
akan dibahas sehingga tidak bisa mengetahui pebyebpirasi tersebut
diterima atau ditolak.

Materi muatan dari produk hukum tersebut umumnysim@emiliki ciri-ciri sebagai
berikut:

1. Sentralistis, kewenangan masih dominan terdapat patitusi teknis yang

mengatur tentang bidang — bidang tersebut.
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2. Bersifat sektoral, artinya bahwa masing — masimgosenasih tetap mengacu
pada kepentingan dan kebutuhan per sector dan belalhat pentingnya
sinergitas hubungan antar sector.

3. Mekanisme eksklusifis, masyarakat di kota Jayapseata kelompok
kepentingan horisontal ' sulit ~mengetahui  mekanismen d proses
penyelenggaran  fungsi masing-masing sector dan ikagdl yang
ditimbulkannya,

4. Elitis, tidak terdapat peluang munculnya peransedayarakat yang beresiko
terkena dampak.

5. Konsumtif, ganti rugi yang diberikan umumnya besifpengalihan
kepemilikan " asset publik tanpa melihat kapasitassyarakat dalam
memanfaatkan uang atau dana hasil penjualan askgt fersebut.

Beberapa akibat negatif yang telah dan terus aitembailkan, adalah:

1. Masyarakat sebagai pemilik kedaulatan hanya memditernatif sebagai
obyek, dan bahkan dalam beberapa kasus justru gemeagingkirkan dalam
proses pembangunan.

2. Arah perencanaan dan prediksi hasil kegiatan atagram hanya diketahui
oleh segelintir pejabat publik dan kelompok pelaékonomi kuat, serta
mendapatkan manfaat ekonomis, sedangkan sebaganwarga masyarakat
harus puas sebagai yang terkena dampak fisik deial stkibat dari proses
pembangunan yang sedang berjalan.

3. Masyarakat di lokasi kegiatan atau program danmptik kepentingan hanya
dapat bersifat reaktif karena tidak terlibat dalgmoses pengambilan
keputusan

4. Munculnya problem sosial akibat penolakan diam-d&au penolakan nyata
dari masyarakat di lokasi pelaksanaan program peguen.

5. Terjadinya pemborosan, kebocoran dan korupsi ddaa biaya program
karena lemahnya “assesment”, tidak adanya pengavedsétif, keterbukaan

dan Partisipasi publik.

II. 5. 2. Proses Pembuatan Kebijakan Wilayah

Sesungguhnya dalam tradisi perencanaan pembangraran ada di kota

Jayapura sama halnya dengan di tingkat propingi yaasih mengacu pada ketentuan
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normative, yaitu Keppres No. 188 Tahun 1998 tenttatg cara mempersiapkan
Peraturan daerah serta Keputusan Menteri DalamrNEge 9 Tahun 1982 sehingga
secara prinsip dapat dikatakan bahwa proses peraamcgpembangunan dilakukan
dalam bentuk siklus kerja tahunan melalui 4 tingkadtau tahapan yang meliputi:
1. Penyelenggaraan musyawarah pembangunan(dlestangdesyang
merupakan proses dan hasil “sharing” antar “stedtder” di kawasan setingkat
desa yang didapatkan dari hasil eval@gdbackptas kegagalan dan
keberhasilan pembangunan 1 tahun sebelumnya,

2. Penyusunan UDKP yang merupakan hasil seleksiktib dari hasil Musbangdes.
Jangka waktu pelaksanaan Musbangdes dan UDKP &edasara bulan Januari —
April di setiap tahun program.

3. Penyelenggaraan Rapat Kerja Pembangunan Daergkat || (Rakorbangda II)
yang diikuti oleh berbagai instansi pemerintahakaié di tingkat Kota baik Dinas
Otonom maupun Vertikal dalam rangka penyusunan aDa#tlokasi Umum
(DAU) dan Daftar Alokasi Khusus (DAK) dalam Rancang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam fquarencanaan di tingkat
ini yang umumnya berlangsung antara bulan Junii-dJsetiap tahun, digunakan
hasil Musbangdes dan UDKP sebagai acuan utamaayia. S

4. "Penyelenggaraan Rapat Kerja Pembangunan Daamngkat | (Rakorbangda 1)
yang diikuti oleh berbagai instansi- pemerintaharkai¢ di tingkat Propinsi,
Kabupaten dan Kota, baik Dinas Otonom maupun Vartidalam rangka
penyusunan Daftar Alokasi Umum (DAU), Daftar Alok&husus (DAK) dalam
rangka usulan kebutuhan 'propinsi dalam Anggarand&patan dan Belanja
Nasional (APBN). Dalam forum perencanaan di tingkeyang berlangsung
antara bulan Agustus — September di setiap talasil, Rakorbangda Il

merupakan acuan utamanya.

Walaupun secara normative tahapan perencanaabuedighat cukup ideal,
akan tetapi dalam praktek di lapangan, terutamatindjkat Musbangdes yang
merupakan paling tahap fundamental yang seharusngtibatkan peranserta
masyarakafpublic participation),(Wamafma : 2006) ternyata jauh dari suasana ideal.
Hasil diskusi dengan warga masyarakat maupun pekgecatas kondisi obyektif di

lapangan memperlihatkan bahwa fungsi forum Musbesiggbagai proses “sharing”
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antar “stake holder” di kawasan setingkat desa ydidgpatkan dari hasil evaluasi
(feedback)atas kegagalan dan keberhasilan pembangunan 1 sebelumnya, pada

umumnya berhenti di tingkat norma.

II. 5. 3. Perencanaan Pembangunan dalam Perspektif Otomi Khusus

Kerangka pikir penyusunan otonomi khusus Papua gaugun dalam bentuk
Undangundang merupakan legitimasi pedelegasiaitastdragi pemerintah Propinsi
dan masyarakat Papua  dalam mewujudkan kemandiriatuk u mengelola
pemerintahan dan rumah tangga ekonominya, termasu#falamnya mengelola
sumber-sumber daya alam dan budayanya secara pifodldtam prespektif
menjamin ‘suatu pembangunan yang berkelanj(&arstainable Developmentian
masyarakat Papua yang berkelanjui@nstainable Papuan Societyebab berbagai
fakta ‘menunjukan setelah lebih 3 dasawarsa pelaksapembangunan, ternyata
masih banyak terjadi berbagai ketidakadilan daléstary ekonomi, yang terungkap
dalam berbagai bentuk sebagai berikut:

1. Eksploitasi sumber daya alam dan budaya untuk metmbaasyarakat dan
penduduk Papua mengalami kemajuan yang ‘signifikakia menunjukan
80% penduduk asli Papua sampai sekarang masih dalam pola ekonomi
peramu;

2. Penduduk asli Papua banyak tersisih pada posiggpan dari arus kegiatan
pembangunan, 'sehingga pembangunan tidak dirasa&earas signifikan
manfaatnya bagi sebagian besar penduduk asli Papua;

3. Terjadinya “resources outflow”, dalam arti sumbeya alam dan modal
menyebabkan pengeringan 'sumberdaya alam di Papusetagian nilai
tambah termasuk berbagai pajak terkait dalam prpsasuksi lanjutan dari
sumberdaya yang mengalir keluar tanah Papua,

4. Sumberdaya insani dalam arti human capital tidglediapkan, sehingga
merintangi kemampuan penduduk dan masyarakat Regypartisupasi dalam
berbagai sektor pembangunan termasuk merai masdiaiaberbagai kegiatan
dalam prestasi pembangunan;

Dalam kaitan inilah, tantangan strategis yang dipaddalam perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan perekonomian di Papuahadal

1. Undang-undang Otonomi khusus harus mengantisipagadinya arus

globalisasi dalam pengelolaan ekonomi dan finardi&#ropinsi Papua harus
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diletakan dalam perspektif globalisasi ekonomi mekabsemua pintu dan
menempatkan tanah Papua dalam suatu ekonomi tefbakderless world)
serta globalisasi terbuka untuk 400 lalulintas nseéajumodal, perusahaan,
keuangan dan informasi yang dibutuhkan oleh mekansasar bebas.

. Implementasi otonomi khusus di tanah Papua hatiadiirkan dari bentuk
kesenjangan baru akibat egosentrisme daerah yamkerbleang tanpa
memberikan perhatian pada pentingnya sinergi afdarah di tanah Papua
untuk memacu perkembangan, artinya jangan sampaditéagi kesenjangan
antara pusat dan daerah masa lampau lalu bergesek men ciptakan
kesenjangan baru antara propinsi dan kabupatenkdtn maupun antara
kabupaten dan kota satu dengan yang lain di taapbe?

. Pembangunan ekonomi 'di  Papua tidak dapat mengelakan dari
perkembangan ekonomi dunia dengan mekanisme hagar [yang mana
tahun 2003yang berada dalam jarak yang semakinekand

. Kendatipun program transmigrasi dihentikan, namums amasuk manusia
secara spontan sulit dielakan ‘yang berarti meméerikekanan pada
persaingan dalam pasar kerja lokal oleh tenagagéeyang secara spontan
terus mengalir dari luar masuk ketanah Papua.

. "Kurang tersedianya *human capital” yang memilikirkenpilan dan keahlian
untuk mengembangkan "resources based economy”. Kaedna itu, sangat
diperlukan " tenaga-tenaga terdidik ‘penduduk asli uRapdi bidang
pertambangan, kehutanan, pertanian, perkebunapeadéanan.

. Pembangunan ekonomi di tanah papua harus menjamedinya proses
transformasi ekonomi- penduduk dari ekonomi peramamasuki ekonomi
pasar. Dari sisi penguatan atau pemberdayaan ekonoaka aktivitas
ekonomi penduduk Papua harus harus dituntun danaki peramu menjadi

pengusah mikro, menengah dan pengusaha besar.

Bertitiktolak dari kerangka pikir tersebut, dikatk dengan format dan materi

muatan(substansilJndang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang OtonomsK$ibagi
Propinsi Papua yang disahkan dalam sidang DPR-&4 penggal 22 Oktober 2001

yang menghapuskan keberlakuan sebagian ketentugtange kewenangan dan

mekanisme hubungan kelembagaan antara pemerintgmngr dengan pemerintah
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kabupaten dan kota di Papua yang diatur oleh Undadgng No. 22 Tahun 1999
dengan Undangundang Otonomi Khusus Papua terssitnatgai berikut:

1. Kewenangan Gubernur yang kembali dominan sebagaegang otoritas
tunggal bersama DPRP dan MRP, khususnya dalam: elhkokan
perencanaan bersama dan koordinasi pada 14 kotakalaumpaten yang
memiliki perbedaan potensi sumber daya alam darakienistik sosial
penduduk serta akan cenderung bertambah jumlahaga peberapa tahun
mendatang, 2).perencanaan dan pemanfaatan secsktf efan efisien
penggunaan dana pembangunan yang cukup besabadahasil antara pusat
dan daerah dibidang eksplorasi Sumber Daya AlamAjSDDana Alokasi
Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan adanyalyang besar
melakukan pinjaman luar negeri oleh daerah, sejtpei@ncanaan dan
pemanfaatan potensi SDA yang pro konservasi dan gamberdayaan
masyarakat lokaladat).

2. Proses dan substansi pembuatan, pengaturan dagaganePeraturan Daerah
Khusus (PERDASUS) yang memberikan kewenangan besda Majelis
Rakyat Papua (MRP) sebagai institusi yang mereptasemasyarakat asli
yang terdiri dari wakil adat, perempuan dan agarmagdn fungsi khusus
untuk memberikan “atau menjamin perlindungan hak-tddsar atau
kepentingan masyarakat asli, yang sebelumnya dasubleh Gubernur
sebagai pembuat kebijaksanaan dan dibahas bersBRB.D

3. Proses dan substansi pembuatan, pengaturan dagaganePeraturan Daerah
Propinsi (PERDASI) sebagai pengganti fungsi PesstuDaerah (PERDA)
sebelum adanya status khusus bagi Propinsi Papua, gtlanya mekanisme
yang jelas dan memadai tentang prinsip peranseitikp keterbukaan dan
akuntabilitas. Besarnya kewenangan Gubernur danfD@Rsatu pihak serta
tidak adanya pengaturan jelas tentang mekanismetatkiitas publik para
anggota DPRP yang secara politik sering berposig#@mdtis antara
kepentingan partai dan rakyat pemilih, dapat memapr munculnya
kecenderungan melahirkan PERDASI yang hanya besfumgtuk memacu
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengamatsaikan kepentingan
konservasi sebagai “asset” masa depan Papua.

4. Memasukan pengaturan keharusan adanya proses addekanisme

Konsultasi Publik (MKP) yang jelas prosedur danssabsinya dalam setiap
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pengambilan keputusan atau penyusunan kebijaksg@agnberdampak pada
publik di Papua dalam produk hukum PERDASUS sebpgaritas penting
setelah dipilihnya anggota MRP, mengacu pada p&sdn XXI Pasal 67
Undang-undang No. 21 Tahun 2001 harus menjadi kejpedbersama, agar
penghimpunan dan pemanfaatan dana dapar berfurgguktif, dan bukan
justru kontra produkiif.

Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) yang
Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) yang
Rencana Tata Ruang

,J Wilayah (RTRW) yang

Rencana Tata

ol

Tata Jaringan Utama

A | Tata Landscape

Bagan 2.2 : Mekanisme Perencanaan Pembangunan Kota Jayapura

Terhadap Proses Pembuatan yang saya dapat darapadokumen publik
pemerintah kota Jayapura (RPJP) dan Kebijakan Reguoban di Kota Jayapura
dapat disimpulkan bahwa Untuk memberikan hasilnogitidalam proses perencanaan
dan pembuatan instrumen kebijakan, peraturan, @azimpan di setiap tingkat dan
bentuk di Kota Jayapura, dibutuhkan pendekatan ety terkonsep yang dilandasi
prinsip keterbukaan, peran serta masyarakat, dantathlitas publik. Pemerintah
harus berani membuka diri dalam melibatkan masydrakrta para politikus di
lembaga legislatif harus lebih proaktif dan sungguhgguh dalam bekerjasama
dengan pemerintah untuk melakukan proses gunanighiradisi pendekatan di atas.

Belum adanya pengaturan yang jelas di tingkat loleaaitang jaminan
keterbukaan, peranserta masyarakat, dan akurasbilpublik dalam setiap
penyusunan kebijaksanaan publifperencanaan pembangunan}jdak hanya
menyebabkan dukungan yang rendah dari masyarakaidtg proses pembangunan
dan ketepatan hasil pembangunan. Akan tetapi jugayebabkan munculnya

berbagai pemborosan biaya pembangunan dan semakakmya perilaku KKN yang
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merugikan masyarakat dan melemahkan daya saingamaksy karena rusaknya
sumber daya secara keseluruhan.

Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan melalbug@m instrument
kebijakan, peraturan, dan perizinan di setiap @tgkan bentuk yang dilakukan di
level kota Jayapura selama ini umumnya masih largérsial dan mengandung
resiko munculnya ego sektoral kelembagaan. Kebammddekanisme Konsultasi
Publik (MKP) perlu dimuat secara jelas dalam produkkum yang mengikat.
Walupun MKP bukanlah ' tujuan dari- perencanaan peguiean, akan tetapi
merupakan instrumen dalam perencanaan pembangaman nigemberikan jaminan
dapat dijalankannya prinsip keterbukaan, peransedayarakat, dan akuntabilitas
publik dari setiap pejabat atau lembaga pemeris&dagai pemegang otoritas, yang
diharapkan dapat mendorong lancarnya proses damapya hasil pembangunan di

Papua.
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BAB Il
GANTI RUGI DAN KLAIM KEMPEMILIKAN TANAH

Bab ini menyajikan informasi fakta dan data menggmafil kota Jayapura
dan sejaralfflifestory) perlihan hak kepemilikan atas tanah dan aset-aggra lain.
Terutama sejak masa perintahan kolinal Belandaagu®, hingga integrasi Papua
dalam negara republik Indonesia, dimana prosesprasi tidak melibatkan
masyarakat yang telah hidup disana jauh sebelunmyadalinamika politik
kolonialisme. Sebab masalah justifikasi status kaililean tanah ini yang selalu

menjadi wacana dalam melakukan tuntutan gantitragiulayat.

Untuk mendapatkan data dan informasi tentu dengaam rekonstruksi, untuk
itu saya mendatangi Balai Arkeologi dan Museum Medgyapura, serta melakukan
wawancara dengan beberapa tokoh adat yang mengkdi sejarah peralihan
pemerintahan dari Belanda hingga Indonesia, cukilipumtuk bisa bertemu dengan
para pelaku sejarah yang masih hidup dan bisa tenkikasi dengan saya, namun
dengan bantuan teman dan metedewballingsaya dapat bertemu dengan beberapa
orang-orang tua yang masih bisa membantu membgnimasi secara lisan dan
membantu saya melakukan rekonstruksi lintas sejéeatunya informasi yang masih
terekam dalam ingatan mereka. Pertama kali saygerberdengan pendeta Silas
Chaay, yang berasal dari kampung Kayu Batu, paksSilhaay sangat ramah dan
senang bisa berbagi cerita dengan saya, pak Silakha pendeta yang pernah
menemani tokoh-tokoh penginjil besar, seperti IsGamuel Kijne, tokoh penginjil
besar di tanah Papua.

“...anak-anak muda sekarang susah, dorang tidak nesgad

cerita-cerita sejarah orang tua dulu, dorang sietgaul dengan

anak-anak muda lainnya, sampai pergaulan yang hebas jadi

dorang tidak tertarik dengar cerita sejarah, jugénig mau dengar

orang-orang dari luar ada juga wartawan, tapi dprabih pilih

nonton film barat yang sekarang banyak beredaryamg buat

dorang tidak tau cerita adat, termasuk yang masalaf sekarang

ade mo teliti ini, kalau dorang tidak tau sejaramek moyang

mereka bagaimana dorang mo bicara, cerita-centarseni tidak

ada yang tulis, tapi diceritakan turun temurun,okighmi orang-

orang tua su mati, trus siapa yang lanjutkan cegtéa ini, nanti

cerita sejarah akan ikut dikubur dengan kami..."as@ncara

dengan bapak Silas chaay, tokoh adat masyarakai Rayo,
tanggal 12 Maret 2012)
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Peradaban masyarakat sekarang turut ditentukan pgeddaban masa lalu.
Aspek sejarah dalam pandangan saya menjadi salalas@ek yang cukup penting
untuk ditelusuri, sebab dengan demikian pembacaatdapelihat bagaimana
pengalihan status kepemilikan atas tanah secatahla@; sebagaimana telah menjadi
salah satu persyaratan sebuah klaim atas kepemtkkeh. Diharapkan bab ini dapat
mendeskripsikan kondisi ruang publik dalam perjatanvaktu, setidaknya hingga
penelitian ini lakukan. Sebagai kota dimana saka @ibesarkan tentu dapat melihat
secara faktual sebagai ‘pengalaman pribadi, dalamekowestruksi bagaimana

dinamika perkembangan kota Jayapura dari waktuaieuw

“...Banyak nilai-nilai adat yang berubah setelah grdelanda
masuk, orang mulai kenal uang sebagai imbalanldagang atau
jasa yang ditukar, termasuk tanah juga, dulu tletssng namanya
ganti rugi, kalau orang yang punya tanah banyak kami sama
orang lain, ya kasi saja begitu, tra pake bayaehatapi orang
Belanda dorang waktu itu panggil kitorang punyadtegkepala
suku, baru kasi dorang Hulden, orang Belanda bjlamgbuat

ganti kamu orang punya tanah, ini yang sekarangydsakepala
suku, dan kepala adat, dorang tuntut ganti rugo kapa pikir

sebenarnya ini ajaran yang baik, karena orangtgadmenghargai
kerja orang lain, tapi yang sekarang anak lihatlab®,,,ya itu

suda, dorang tra paham baik makanya jadi kaya begit

(wawancara dengan bapak Silas chaay, tokoh adayanadsit

Kayu Pulo, tanggal 12 Maret 2012)

Menurut pak Silas bahwa sikap apatis terhadapaceeitita sejarah orang tua
dulu, turut membuat pemahaman orang terhadap ddai makna kehidupan ini
merosot, banyak nilai-nilai baik yang disalah aiik dan justru dipergunakan
semana-mena untuk mendatangkan untung sepihak urdik kepentingan diri

maupun kelompok saja sedangkan kepentingan orantjdak dipedulikan.

lll. 1. Sistem Kepemilikan Tanah di Papua

Tanah beserta segala isinya, yakni: perairan, thatbonbuhan, binatang, dan
bahan tambang/mineral sebagai karunia Allah Sangipt@a Semesta Alam yang
harus dikelola secara bijaksana agar dapat dimikafaasecara berdayaguna,
berhasilguna serta berkelanjutan bagi sebesarfbesdesejahteraan rakyat, baik
untuk generasi sekarang maupun yang akan datanglabakita bersyukur bahwa
Negara Indonesia mempunyai kekayaan sumberdaya géarg luar biasa dan

kekayaan alam itu hampir tersebar merata di sellkepgulauan nusantara. Setiap
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pulau di dalam wilayah NKRI memiliki keunikan tenskri, seperti halnya

keanekaragaman hayati yang terdapat di Tanah PHpoaun, tidaklah berarti bahwa
pemerintah Indonesia sebagai penyelenggara negardalk menguasai segala
kekayaan alam yang terkandung di dalam tanah, hlaandan sungai bahkan udara
di nusantara ini. Sebab, sejak sebelum adanya ésitprsebagai sebuah negara,
wilayah darat maupun laut di sebuah pulau sepedanali Papua sudah ada

pemiliknya, yakni orang asli setempat yang disslebtagai masyarakat adat Papua.

Di Tanah Papua, sistem kepemilikan tanah adak trdangenal hak milik
pribadi atau perorangan, tetapi kepemilikan komumaiga dan suku. Wilayah adat
komunitas marga maupun suku inilah yang belakangatikenal sebagai hak ulayat
masyarakat adat. Penentu kebijakan adat atas kidg@mdan pengelolaan lahan
(tanah dan hutan) biasanya berdasarkan musyawamaanba warga marga/klen,
bukan keputusan di tangan kepala marga sendifiagigaada tokoh kepala suku atau
ketua lembaga adat. (Lambang Trijono — 2007). Adjrsangat jauh berbeda dengan
pemahaman atas sistem kepemilikan tanah di Tared ying memang benar bahwa
kepemilikan tanah adat tidak mengenal sistem koimynaungkin dulu ada),

melainkan kepemilikan individu atau perorangan.

Hak (ulayat) masyarakat (hukum) adat dan atau saabt@ya dengan hak
perorangan warga masyarakat hukum adat atas tasahlikn keterbatasan. Tetapi
yang membedakan hak milik komunitas:marga atau slakithak milik perorangan
adalah status dan fungsi sosialnya. Status kepemilianah komunal tidak dapat
dibuktikan berupa alat seperti surat sertifikasiata oleh negara, tetapi berdasarkan
cerita silsilah sejarah keberadaan komunitas matga suku yang memiliki suatu
wilayah. Sementara kepemilikan perorangan, sebagaimterdapat di wilayah
permukiman perkotaan di Indonesia, termasuk judgaghua dapat dibuktikan dengan
sertifikasi oleh pemerintah/negara (Virginius E.dhag - 2006). Namun demikian,
patutlah mendapat perhatian, karena selama ini p@i@nnya telah menimbulkan
penurunan  kualitas lingkungan, ketimpangan struldgenguasaan, pemilikan dan
penggunaan, kurangnya daya dukung lingkungan, glkaian konflik dan kurang
diperhatikannya kepentingan masyarakat adat/lofallelompok masyarakat rentan

lainnya.
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Pengakuan, penghormatan, perlindungan, pembemlaj@a pengembangan
hak ulayat masyarakat adat dan atau hak peroramgega masyarakat hukum adat
atas tanah merupakan suatu keniscayaan, dilihatsddut pandang internasional,
nasional maupun regional. Apa yang menjadi hak-dakar masyarakat adat,
termasuk hak miliknya atas tanah yang merupakamsamateluhurnya harus diakui,
dihormati dan dilindungi oleh pemerintah sebagaiypéenggara negara, bukan malah
menguasai dan memanfaatkannya secara tidak adilseaenang-wenang dengan
mengatasnamakan pembangunan nasional dan atagikgpemegara. Negara harus
mengakui keberadaan warga negaranya dan melinthakgihak dasarnya, bukannya
merampas dan memeras hak mereka. Sebab komunisganaieat adat bersama hak-
hak dasarnya, termasuk di dalamnya hak atas kegamtianah beserta sumberdaya
alam yang terkandung di dalamnya sudah ada sepekuse adanya sebuah organisasi

negara.
lll. 1. 1. Pengakuan Semu dan Politik Privatisasi

Sebagai dasar dan bukti bahwa negara mengakuiddg@n masyarakat adat
dan hak perorangan masyarakat hukum adat atas dalasdth peraturan-perundangan
yang telah ditetapkan dan diberlakukan sebagairesabut di bawah ini. Walaupun
kenyataan bahwa sebenarnya belum ada UU atau afgaag secara khusus
mengakomudir dan mengatur dan memberikan ruang iagiyarakat adat secara
jelas sebagai bentuk pengakuan terhadap keberatsmrakat adat di Indonesia.

Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 | ayat (3) Undaimglang Dasar Tahun
1945 Perubahan Kedua (Tahun 2000); Ketetapan Mapdrmusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Nomor IX/MRP/2001 tentang Pembar Agraria dan
Pengelolaan Sumber Daya Alam; Undang-Undang Nomdialun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Nedahun 1960 Nomor 104
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1125); Undang-Unbiamgor 23 Tahun 1997
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Ne@ahun Nomor Tambahan
Lembaran Negara Nomor); Undang-Undang Nomor 41 ial999 tentang
Kehutanan; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tgntdak Azasi Manusia
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan &enbNegara Nomor
3886); Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentangn@ni Khusus Bagi
Provinsi Papua (LembarNegara tahun 2001 Nomor IIZBnabahan Lembaran
Negara Nomor 4151); Peraturan Menteri Negara Agfteepala Badan Pertanahan
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Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Pesajate Masalah Hak Ulayat
Masyarakat Hukum Adat.

Meskipun demikian banyak aturan hukum perundangmamg berlabelkan
gambar burung garuda, namun dalam implementasiayat plisayangkan, karena
tidak satupun melindungi dan menjamin hak-hak nmradgd adat. Harapan akan
keadilan itu masih menjadi mimpi belaka bagi katangnasyarakat adat di seluruh
nusantara, termasuk orang asli Papua sebagai peuiku berbentuk burung emas
negeri cenderawasih ini Oleh karena itu keberadaamturan perundangan
sebagaimana disebutkan tadi hanyalah merupakategtr@emerintah sebagai
penguasa negara dan investor sebagai pengusahd ombdia memprivatisasi hak
rakyat atas tanah adat yang dimiliki secara komieatiasarkan silsilah keturunan
dan silsilah kepemilikannya (Jan Pieter - 2008).

Hak komunitas masyarakat adat atas tanah adalamiik bersama suatu
komunitas masyarakat adat tertentu baik marga nmgoku atas suatu wilayah
tertentu yang merupakan lingkungan aktivitas higap warganya yang meliputi hak
untuk memanfaatkan tanah beserta segala isiny& umé&menuhi kebutuhan hidup
mereka (Sendius Wonda — 2007). Artinya upaya-upayak memenuhi kebutuhan
hidup komunitas dan berusaha untuk bertahan hiklupunitas adat itu bergantung
sepenuhnya pada kekayaan sumberdaya alam di wilggaliadi tidak harus diatur
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Meay#&dat Papua adalah orang
asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalamyeliatertentu dan terikat serta
tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasaasitdisl yang tinggi diantara para

anggota komunitasnya.

Sedangkan hak perorangan masyarakat atas tankh d@ddk yang diperoleh
melalui proses negosiasi-pemberian imbalan tertewéis kesepakatannya dengan
pemilik tanah adat, atau secara tidak langsung apaikannya dari peran campur
tangan pihak pemerintah dan untuk selanjutnya rdetijpgkungan hidupnya yang
meliputi hak untuk memanfaatkan tanah beserta aegialya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Persoalannya adalah bagaimana memastikan wilagag ynerupakan hak
masyarakat adat? Pertama perlu menggali silsilparkéikan hak atas suatu kawasan

yang merupakan lokasi hidup komunitas adat setempétlui proses penelitian dan
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kajian sosial budaya. Membuat pemetaan wilayah rkép@n berdasarkan
komunitas suku maupun marga untuk memastikan lbat@s wilayah antar suku
maupun marga. Hal ini menjadi penting dalam memahandisi sosial budaya
masyarakat adat setempat dalam memanfaatkan sumybemthm di sekitarnya sejak
awal keberadaan komunitasnya di wilayah tersebeoritine E. Visser, Amapon Jos
Marey — 2008). Masyarakat tidak dapat dipaksakanaenukum atau aturan negara
untuk menyetujui kehendak pemerintah yang sebeaammgmang bertujuan untuk
mengatur pola pemanfaatan wilayah suatu daeradyiteekaligus menghilangkan
hak-hak masyarakat adat dan sekaligus pula merizgakan sosial budaya yang
sudah ada berabad lamanya dalam kehidupan komuoméaka.

Selanjutnya yang menjadi penting untuk diperhatiledalah Pemerintah
Daerah dituntut untuk mengakui keberadaan komunii@syarakat adat dengan hak-
haknya sebagai masyarakat adat yang mempunyaiahilaglat tertentu berdasarkan
sejarah keberadaannya. Pengakuan terhadap hak mlaggarakat hukum adat harus
didasarkan atas hasil penelitian sosial budaya yenigubungan dengan keberadaan
masyarakat adat. Dalam proses penelitian terseibak4pihak terkait yang perlu
dilibatkan secara penuh tanpa kecuali adalah 1§ pakar hukum adat; 2) Lembaga
adat / tetua adat atau penguasa adat yang berwemandiak ulayat dan atau hak
perorangan warga dari masyarakat hukum adat yamgargkutan; 3) Lembaga
Swadaya Masyarakat; 4) Pejabat dari Badan Pertarid@isional Republik Indonesia;
5) Pejabat dari Bagian Hukum Kantor Bupati/Walikalan 6) Pejabat dari instansi
terkait lainnya (Maria S. Sumardjono- 2008).

[ll. 1. 2. Peralihan Status Kepemilikan Tanah di Kota Jgapura

Memang tidak mudah menemukan penutur-penutur $ejgeang mampu
menceritakan dengan baik perjalan sejarah kolomislgga masa peralihan
pemerintahan Indonesia, namun saya turus menelustuk bisa bertemu dengan
para penutur sejarah yang ada, selain itu sayamegecari informasi sekunder dari
catatan sejarah, buku, media cetak dan peneligaelpian terdahulu, kemudian
merajutkan cerita-cerita dari hasil wawancara mimdadengan informasi sejarah

dari berbagai literature cetak dan elektronik.

Fakta sejarah mencatat bahwa selama 350 tahursddndonesia dikuasai

oleh rezim kolonialisme negeri kincir angin. Sebdgangsa yang telah ditaklukan
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dan dikuasai tentunya menjadi kehilangan segalanymak Kontrol sepenuhnya
didominasi oleh Hegemoni penguasa saat itu dengaarma‘main’ milik penguasa.
Dalam perkembangan peradaban bangsa Indonesiadikamderbagai kisah sejarah
kolonialisme dan perjuangan kemerdekaan bangsanésim kemudian diformalkan
menjadi sebuah doktrin sejarah dan didistribusigada semua level pendidikan di
Indonesia, hal ini memberi kemudahan untuk meradait kembali lintasan sejarah.
Dalam perjalan sejarah pendudukan kolonial di ledoan diketahui bahwa berbagai
hak kepemilikan atas tanah, hasil hutan, perkehymemambangan bahkan hak hidup
atau yang sekarang dikenal dengan HAM (hak asasusi®) berpindah kedalam
kendali penguasa defakto. Fakta ini terjadi hardgeluruh wilayah Indonesia, dari

Sabang sampai Merauke.

lll. 2. Hindia Belanda : Klaim Sepihak atas Tanah-Tanaldi Papua.

Demikian halnya dengan Irian Jaya kala itu, sejakaBda pertama kali masuk
ke Papua pada tahun 1828, pasukan Belanda mulabeutaarkas di Teluk Triton di
dekat Kaimana terdiri atas seorang letnan, 20 t@nteorang dokter militer dan
sepuluh orang narapidana dari pulau Jawa yang jeeksbagai pembantu.
Keberadaan koloni di benteng Du Bus ini tidak deatalama, keberadaan koloni ini
ternyata bukan merupakan sesuatu yang menggemmbilz@ masyarakat pribumi
(orang Papua asli) karena keberadan koloni ini buas dasar kesepakatan kedua
belah pihak, selain itu penyebab bubarnya kolonj Beperti pada kejadian

sebelumnya dengan Inggris, adalah wabah malariaMkier: 2008, him 98).

Ekspansi para kolonialis didorong oleh beberapafpbantaranya: pencarian
emas, rempah-rempah serta benda-benda berharggdaMotif lain yang tak kalah
pentingnya meski agak terselubung adalah alasark umtencari jiwa’, yaitu untuk
memperkenalkan kekristenan pada daerah yang di@kluBelanda sendiri tidak
pernah tertarik untuk misi pekabaran injil karenakus utamanya hanyalah
mempertahankan monopolinya atas perdagangan rerapgiah. Pada tahun 1850an,
Belanda memutuskan untuk memperluas jangkauan atilayekuasaannya agar
mencakup sebagian besar wilayah Indonesia. Papuaydag menjadi sasaran
penaklukan. Sekali lagi alasan utama ekspansi Balan semata-mata karena alasan

pertimbangan ekonomis,seperti diayatakan oleh Dwed? bahwa, adanya beban
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[untuk melakukan ekspansi] atas control koloniagpiai oleh semakin naiknya

permintaan pasar terhadap komoditas tropis maupoerab.

Untuk masuk ke Papua, Belanda harus ‘menggandentgrSTidore, sebab
saat itu Papua pada umunya, terutama pesisir patata dikuasai oleh Kesultanan
Tidore. Kemudian keduabelah pihak menandatangariuate pakta yang
menyebutkan bahwa tak ada orang Eropa lain yanghbmlasuk ke tanah ini. Bila
ada, Belanda berhak mengusir bangsa Eropa yantela@but. Bangsa Belanda juga
mengakui hak sultan untuk mengirimkan ‘hoAYiKedatangan orang Tidore dalam
armada hongi ini tidak pernah diterima dengan kAéh orang Papua; terkadang

orang Papua mengadakan perlawanan terhadap mereka.

‘Pengklaiman’ hak kepemilikan atas tanah dilakuBstanda sampai 141° di
bagian timur, kira-kira membentang dari JayapuraMerauke sebagai wilayah
kekuasaannya§l Muller: 2008, him.104). Pengklaiman ini dilakukan dengan cara yang
lazim digunakan di Eropa untuk memperolah dan meuakiutanah jajahannya yaitu
dengan mengibarkan bendera dan memproklamirkarkép&milikan. Klaim-klaim
tersebut dimungkinkan karena ‘kedikdayaan mampu lpeenarkan segala sesuétu
Orang Papua sendiri tidak memiliki tidak memililigemimpinan politik yang efektif
apalagi berskala besar. Senjata orang Papua hamyar, bpanah dan tombak.
Sedangkan Belanda memiliki keduanya, senjata yanggih dan organisasi berskala

besar.

Klaim Belanda yang menyatakan bahwa wilayah kelarasga membentang
hingga 141° di arah timur akhirnya diakui oleh Inggada tahun 1895, diakui oleh
Jerman pada tahun 1910. ‘Tentu saja pengakuamnpat melibatkan orang Papua’.
Pada tahun 1885 diadakan sebuah konferensi dinBltiman yang menghadirkan
semua kekuatan penting kolonialisme dunia. Dalartepeian itu Belanda mendapat
banyak sorotan atas kedudukannya di Papua, mebehgrapa peserta konferensi
dari Inggris dan Jerman bahwa klaim terhadap sdagrah jajahan harus disertai

dengan kedudukan yang efektif, pada waktu itu Biahelum memiliki kantor-

® Yang dimaksud dengan ekspedisi ‘hongi’ ini adalah suatu armada yang terdiri dari orang-orang
Tidore yang brutal yang aktivitasnya adalah mengumpulkan upeti dari orang Papua. Pasukan
pengumpul hongi ini selalu menggunakan perahu perang yang berukuran besar. Akibatnya, mereka
lebih terlihat sebagai komplotan perompak yang dianggap sebagai perampok, pemerkosa dan bajak
laut oleh orang Papua. (lihat Kal Muller, mengenal Papua, 2008, him.104)

2 Kedikdayaan disini berarti kekuatan persenjataan dan organisasi berskala besar, hal yang tidak
dimiliki oleh orang Papua saat itu.
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kantor keadministrasian yang diperlukan untuk memga kolon-koloni mereka di
bagian timur New Guinea. Atas tuntutan ini, padairsya Belanda membangun |-
pos administrasinya di beberapa wilayah di Papeersi di fal-fak, Manokwari, dar
Merauke. Rda tahun 1910, pusat administrasi lainnya dibyk#y daerah pesis
utara dan dinamakan ‘Hollandia’ yang kemudian d#teraat ini dengan ko

Jayapura.

Gambar 3.1 : (kiri) Kantor Pusat Administrasi pertama di Hollandia (Jayapura), saat ini telah
dijadikan kantor Gubernur Provinsi Papua. (kanan) kantor Gubernur Papua saat ini.

Pemerintah Belanda juga membankantor-kantompemerintah serta fasilit:
layanan publikseperti kantor pos, rumah sakit, sekolah, gerggadara, jalan ray:
jembatan, pelabuhan, pusat telekomikasi, pertoksentrasentra indust rakyat,
pasar rakyatperumaha-perumahan stafsarana prasarana air bersih, pergudar
tangki-tangki miny&, baral-barak militer rumah tahanan dan juga pangl-
pangkalan bersenjata. Sebagian dari bangunan idahsubanyak mengalar
perubahan, akibat renovasi dan pertumbuhan daneh@en penduduk vyair
meningkat di kota Jayapura. Dari petunjuk bebenapaumber yang telah sa
wawancara, saya mencoba mengunjungi beberapa lgkagy merupakan temp
dimana terdapat bangur-bangunan zaman pemerintahan Bela
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Tabel 3.1 : Sebagian situs peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang beralih ke pemerintah
Indonesia, setelah integrasi Papua dengan Indonesia.

No

Bangunan

Lokasi

Fungsi Gedung

Masa Belanda

Sekarang

Rumah Sakit
Umum Daerah

Dok Il Jayapura

Rumah Sakit bagi staf
Belanda

Rumah sakit Umum Daerah

=]

[}

2 Hoofd Plaaselij| Dok Il Jayapura Kantor pusat administrasi| Kantor Gubernur Provinsi
Bestuur Hollandia Papua
3 Pelabuhan Porasko, Argapura| Pangkalan armada Belanda  Pangkalan AL, Pelabuhan
Kapal- : Jayapura kapal barang dan penumpang
Hollandia-
Haven
4 Base camp Pantai Base-G, Basis pertahanan laut Lokasi wisata, pemukiman
Pangkalan Lauff Pantai Hamadi Belanda
5 Barak Tetara | Cloft Camp Barak tentara Belanda Pemukiman warga
Belanda
6 Army Post APO Jayapura Kantor post Kawasan pergudangan da
office (APO) pemukiman
7 Rumah Skyland Jayapura Rumah Peristirahatan Rumah Peristirahatan
Keresidenan/G Residen Belanda Gubernur Papua
ubernur
8 Perumahan Staf Dok V Jayapura, | Perumahan Pegawai Pemukiman Penduduk
Polimat, Hamadi, | Belanda
Abepura
9 Balai Latihan | Deplat-Jayapura Opleidingsschool Voor Balai Latihan Kerja - Provinsi
Kerja (BLK) Inheemse BestuursabtenargPapua
10 | Percetakan Cloft Camp Percetakan pemerintah Percetakan Sinode GKI di
Sinode Belanda Papua
11 | SDN Yoka Distrik Yoka- Inheemse basisschool Sekolah Dasar Negeri Yok
Jayapura Pantai
12 | SMP YPPK Abepura Premaire Middelbare School SMP YPPK SardulBs
Abepura Abepura
13 | Istana Dok V Jayapura Istana Resident Gedung Negara Papua
Gubernur

Saya melakukan wawancara dengan beberapa wargatipagg! di lokasi-

lokasi yang merupakan peninggalan Belanda, cukupariie mendengar penjelasan

warga disini, Pak Lukas, salah satu warga yanghsadkitar dua puluh tahun tinggal

di Kloft Camp, menceritakan awal pertama dia datdngayapura, hingga menjadi

warga Jayapura yang paling lama di kompleks tengptihggal saat ini, pak Lukas

adalah orang Serui, sebuah pulau di bagian utgraaPa
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“...saya datang ke Jayapura tahun 1975, waktu ita $a@gini
karena ikut keluarga, saya punya keluarga banyaggal di
Hamadi, menurut cerita orang tua dulu, keluarga ikgang
terdahulu dibawa oleh Belanda untuk bantu merekagse tukang
kayu, orang tua kami ikut bangun sekolah, geregaah, jembatan
pokoknya apa saja yang dibangun, dari situ Belautea dorang
cari tempat kosong untuk bangun rumabh, supayatiniggal lama,
makanya ada tanah-tanah disini yang karena sejakditempati
orang tua kami, itu menjadi hak milik kami, termlasempat yang
sekarang kami tinggal ini dulunya adalah barakatenBelanda
yang ditinggalkan, sebagian su renovasi, jadi sukdhhatan
berbeda, tapfloor dan tembok masih kuat sekali, itu masih kuat
dan kami pakai sampai sekarang...” (wawancara detggak
Lukas, tanggal 22 Agustus 2012)

Selain peralihan aset-aset negara antar rezim p#aten, ternyata saya juga
menemukan adanya pengalihan hak kepemilikan kanabangan kekerabatan dan
hubungan kerja, serta intensitas domisili dari \waRppua pendatafigyang telah
lama berdomisili dari beberapa wilayah di Papua&gemBiak dan Serui, yang dibawa
oleh Belanda untuk membantu pekerjaan pembangundaydpura kala itu. Pada
hari berikutnya saya pergi ke rumah-rumah wargaasirah dok V, saya memilih
salah satu rumah yang secara fisik masih memiiikbangunan Belanda dan belum
di pugar oleh pemiliknya, misalnya konstruksi baguryang semi permanen, bentuk
pintu dan dinding yang terbuat dari belahan-belakeyu lat dibuat dengan sangat
rapi juga bahan atap rumah yang masih terbuathdadek tebal berbentuk persegi

lima,

Gambar 3.2 : Rumah peninggalan Belanda milik salah
satu warga Dok.V yang belum dipugar.

%0 Warga Papua pendatang adalah orang atau suku Papua yang datang dari luar Jayapura dan bukan
orang/suku asli Jayapura.
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lll. 2. 2. Klaim Negara : Regulasi sebagai alat Hegemion

Saya berkesempatan melakukan wawancara dengamgeakademisi dan
juga adalah lawyer, yang banyak membantu masyarna&airangan ataupun institusi
dalam menyelesaikan permasalahan pertanahanaagiutay

“Setelah berakhirnya masa kolonialisme di Indondsianasuk

Papua, segala aset-aset milik Pemerintah Belarwaes&angsung

beralih kepada pemerintahan negara Indonesia. Benaturan

dan sistem hukum yang telah bekerja, walaupun atserbpa

amandemen terhadap peraturan tersebut namun sesmygg

tidak banyak membawa perubahan yang substansial, de&bagai

lawyer selalu mengacu pada hukum positif, walauinger

berbenturan sengan hukum adat, tapi kami selalicob@mencari

ruang-ruang yang bisa menciptakan rasa keadilan $amua

pihak. (wawancara dengan bapak Muslim Lobubun tang@ Juli

2012).

Regulasi yang dibuat oleh negara pada prinsipnyatujpen untuk
menciptakan rasa ‘keadilan’ dalam masyarakat (lugbTheo : 1982, him.288).
Sebagaimana Stammler mengatakan bahwa hukum yawgjundkan keadilan itu
mutlak perlu dalam hidup bersama manusia. Dalangggenan hak kepemilikan atas
tanah, negara menciptakan aturan secara hirarkia guenata ‘se-rapih’ mungkin
penggunaan dan pengeloaannya. Negara juga membestiiksi yang secara khusus
menangani masalah pertanahan. Sebagai organidsesde dan tertinggi, negara juga

mengeluarkan ragulasi-regulasi untuk menjamin kiedannya sebagai penguasa.

Dalam pengelolaan tanah, negara memiliki hak yextgaordinary Dalam
beberapa peraturan negara kita bisa menjumpairngeggon seperti hak menguasai
negara (HMN), tanah negara, aset negara, tamaonahsdan istilah lainnya, yang
mana semuanya itu menunjukan ‘arogansi’ negarardateencaplok’ tanah-tanah di
dalam batas teritorialnya sebagai milik negara dengnengabaikan atau tidak
mempertimbangkan kondisi sosial budaya secara dhldilapangan. Pada zaman
pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1870 dikestddh domein Verklaringyaitu
yang berpengertian bahwa jika seseorang mengakuilikietanah, ia harus bisa
membuktikan akan kepemilikan tanah tersebut desgeet bukti hak atas tanah, jadi
yang diwajibkan adalah orang/masyarakat, bukan raegapabila sesorang tidak
dapat membuktikan kemilikannya atas tanah secaentski maka semua tanah hak
adat atau yayasan adalah tanah negara (Wiananggttay& :2004. him.3L Konsep
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ini yang kemudian diadopsi ke dalam hukum perdadimnesia, secara khusus dalam
UUPA®,

Istilah dan pengertian tanah negara ditemukan d&&rNo. 8 Tahun 1953
Tentang Penguasaan Tanah-tanah negara, Pasalflahtanah negara, ialah tanah
yang dikuasai penuh oleh Negardenurut Pasal 2, Kecuali jika penguasaan atas
tanah Negara dengan undang-undang atau peraturarpdda waktu berlakunya
Peraturan Pemerintah ini, telah diserahkan kepasiaatu Kementrian, Jawatan atau
Daerah Swatantra, maka penguasaan atas tanah Nadgmrpada Menteri Dalam
Negeri.

Menurut Pasal 3, ayat (1) Di dalam hal penguasa@ebut dalam Pasal 2 ada
pada Menteri Dalam Negeri, maka ia berhak:

a. menyerahkan penguasaan itu kepada sesuatu Kemenlawatan atau

Daerah Swatantra untuk keperluan-keperluan tersklai Pasal 4;

b. mengawasi agar supaya tanah Negara tersebut dalara dipergunakan

sesuai dengan peruntukannya dan bertindak menetentkan tersebut

dalam Pasal 8.

Menurut Pasal 3 ayat (2) Di dalam hal penguasaas t@nah Negara pada
waktu mulai berlakunya Peraturan Pemerintah irahtalliserahkan kepada sesuatu
Kementrian, Jawatan atau Daerah Swatantra sebagabtt dalam Pasal 2, maka
Menteri Dalam Negeri pun berhak mengadakan pengawterhadap penggunaan
tanah itu dan bertindak menurut ketentuan dalaralBas

Menurut Pasal 4, Penguasaan sebagai dimaksud drRdaal 3 ayat 1 sub a
diserahkan kepada:

1. Sesuatu Kementrian atau Jawatan untuk melaksankdaentingan
tertentu dari Kementrian atau Jawatan itu,

2. Sesuatu Daerah Swatantra untuk menyelenggarakaentkegan
daerahnya, satu dan lain dengan mengindahkan kateketentuan

yang diadakan oleh Menteri Dalam Negeri.

Dari beberapa pasal PP No. 8 Tahun 1953 yang wibd&erdasarkan UUDS
1950 ini dapat disimpulkan bahwa tanah negara hdalaah yang dikuasai penuh

** UUPA adalah akronim dari Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960
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oleh negara yang digunakan untuk dua kepentingakmiykepentingan Kementrian,
Jawatan dan kepentingan Daerah Swatantra. Jikamliskan lagi, tanah negara itu
adalah tanah-tanah yang betul-betul digunakan ukeplentingan istansi pemerintah,
baik di pusat maupun daerah. Dalam Undang-UndargaiDB945 tidak ditemukan
istilah tanah negara, tetapi menurut Pasal 33 @jaBumi dan Air dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh naedan dipergunakan untuk

sebesar-besar kemakmuran rakgatitiar Abna : 2007).

Dalam UUPA (UU No. 5/1960) yang dibentuk berdasarkJD 1945 pada
tahun 1960, juga tidak ditemukan sama sekali fstilmah negara. Hanya, menurut
Pasal 2. UUPA :

(2) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Uadadgng Dasar dan
hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, baimilan ruang angkasa,
termasuk kekayaan alam yang terkandung didalammygada tingkatan
tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organideluasaan seluruh
rakyat.

(3) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayapgdal ini memberi
wewenang untuk :

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggupassediaan
dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tgrseb

b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukuaraantang-
orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukuaraantang-
orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengemai, &air dan
ruang angkasa.

Menurut Pasal 1 angka 3 PP No. 24 Tahun 1997 tgrRandaftaran Tanah,
Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung\&lgara adalah tanah yang tidak
dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah. Timbuampgan, apakah memang ada
tanah yang di atasnya tidak melekat suatu hakntertsetidak-tidaknya pada suatu

bidang tanah tententu akan melekat hak ulayatndasyarakat hukum adat.

Dari ketentuan UUD 1945 terdapat kerancuan istitikuasai oleh negara”

antara Pasal 33 ayat 2 dengan Pasal 33 ayat 3.riMelRasal 33 ayat 2, cabang-
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cabang produksi yang penting bagi negara dan yarguasai hidup orang banyak
dikuasai oleh negara. Istilah “dikuasai oleh nafjaalam pasal ini berarti dimiliki
dan dikelola oleh negara secara langsung, yangrasekadalam bentuk BUMN.
Sementara makna “dikuasai oleh negara” dalam UWB51Pasal 33 ayat (3)
dijelaskan oleh Pasal 2 UUPA, sebagai “Hak Mengudegara”, yang sesuai dengan
penjelasan Umum UUPA, istilah “dikuasai” dalam pasatidak berarti “dimiliki”,
akan tetapi adalah pengertian, yang memberi wevegeikapada Negara, sebagai
organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia itu.

“... BPN sebagai institusi yang telah diberi mandatul4 mengatur,
mengelola, menyelesaikan permasalahan bidang pedardi seluruh
wilayah Indonesia, selalu berupaya mengedepankararatturan
perundang-undangan negara yang berlaku secara ssgfa, kira
masyarakat juga memahami bahwa segala sesuatiach &eahidupan
bermasyarakat memiliki aturan main yang jelas, &suk segala
aturan menyangkut pertanahan. Namun kami juga ndanydahwa
ada kekhususan-kekhususan tiap daerah yang hamispkahatikan,
baik itu berkaitan dengan aturan adat dan jugarsidtepercayaan
masyarakat lokal, oleh karenanya pelibatan masgardkn tokoh-
tokoh adat sangat penting dalam upaya mencipta#iaa keadilan
bagi semua masyarakat tanpa ada pengecualian,rkanuatat bahwa
secara nasional, rata-rata kasus sengketa dankkteriah di Papua
tiap tahun mencapai 4000 (empat ribu) kasus danindaklanjuti
masalah tanah, BPN akan membentuk tim 11 yang akan
menyelesaikan kasus tanah secara cepat dan terllkWawancara
dengan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi PapuaaRaNicolas
Waneda, tanggal 10 Mei 2012)

Saat ini, DPR RI sedang menggodok dua rancangaangrahdang terkait
kepentingan hukum masyarakat hukum adat, yaitu Rg¢da dan RUU Pengakuan
dan Perlindungan Masyarakat Adat (kemudian disébuty PPMA). Dua RUU
tersebut sama-sama menggunakan Pasal 18 B UUD &8B&gai perwujudan
pengakuan masyarakat hukum adat yang bersifat Ehdao istimewa. Menelaah
posisi masyarakat hukum adat dalam hukum nasiosi@hgai subjek hukum dan
menghubungkannya dengan inisiatif RUU Desa dan RRRMA yang sedang
berlangsung di DPR RI saat ini. Dengan pengakuaehet, harapannya memperkuat

pengakuan masyarakat hukum adat sebagai subjekrhying signifikan terhadap
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penguatan hak-haknya, termasuk hak penguasaawidgah (hak ulayat) di depan

hukum nasion4f.

Saya juga melakukan wawancaara dengan kepala kaett&anahan kota
Jayapura,dari wawancara ini ternyata ada banyakgsalahan dan hambatan yang

menjadi pekerjaan besar dari kantor pertanahanJeytapura,

“... saya jelaskan bahwa penyusunan sistem pertardilfiRapua mesti
melibatkan tokoh yang mengerti pada persoalandaba bayangkan
saja kurang lebih 200 tanah adat yang berbedandhtBapua ini yang
memang kenyataannya memerlukan seorang antropaoituk durut
menangani masalah status tanah itu. Diperlukaneyerlibatan para
pakar pertanahan dan budaya, mengingat bahwa ddzalhgang
sangat sulit dibedakan dengan hukum nasional, ykemgyataan
seringkali bertentangan dengan hak ulayat daniadaéndiri. Setelah
adanya titik temu antara hukum nasional dan hukdat, anaka akan
menghasilkan suatu data base pertanahan yangyalag,mana tidak
ada lagi batas-batas tanah yang bisa diukur detejamlogi, yang
kemudian berdampak pada kepemilikannya hak atahtgang jelas
pula. Dengan demikian yang pada gilirannya akarnahiddan suatu
kesadaran masyarakat terhadap pertanahan, yanghibedengan
mendapatkan sebuah dokumen hukum yang pasti dapumead nilai
lebih, yang lebih utama lagi dapat digunakan untigaha-usaha
ekonomi produktif rakyat. Sejak tahun 2006 sam@di(®2saja, jumlah
sengketa tanah yang masuk sebanyak 133 dan yaagdiaplesaikan
sebanyak 45 kasus, sedangkan sisanya 88 belumaiselas ini
tersebar di sejumlah kabupaten/kota. Hal yang ndengaumber
timbulnya sengketa tanah, antara lain, masalah rkiigan
adat/ulayat baik individu maupun kelompok, tumpatgdihnya
pengakuan kepemilikan tanah adat/ulayat, masalatutan kembali
tanah yang pernah dilepaskan, masalah tanah obpgnpan antara
masyarakat adat dengan pemerintah Belanda, perbguz@afsiran
antara masyarakat dengan pemerintah dalam penenagam positif
dalam peraturan pelaksanaannya. Hambatan yang &dami dalam
penyelesaian sengketa tanah itu yakni, luas wilagahingga sulit
untuk berkoordinasi memanggil para pihak yang beyketa.
Kesadaran masyarakaat tentang hukum pertanaharh masdah,
sehingga masyarakat adat tidak mau mengajukan gjugat lembaga
peradilan, kurang SDM baik kuantitas maupun kuslpanyelesaian
sengketa, kurangnya sarana pendukung dan terbatasmggaran
penyelesaian kasus pertanahan...” (wawancara derggmalakKantor
Pertanahan Kota Jayapura, Bapak Eko Herry Subyanto)

Sebagai masyarakat, tentu berharap ada regulagi lyamar-benar berpihak

dan tidak ‘posesif’ kepada masyarakat, tanpa ada-lias kepentingan kekuasaan

*2 Lihat di http://www.hukumonline.com/berita. diakses tanggal 7 Agustus 2012.
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negara dan kecurigaan terhadap kepentinan masyafdeun berbagai regulasi
yang dilegitimasi oleh negara, tidak menutup kerkurap negara tetap
menghadirkan eksistensinya untuk tetap mengembangkiag-jaring kekuasaannya
atas seluruh tanah di wilayah negara, didukung @engegala aparatus negara
membuat kekuasaan negara tidak teratasi oleh lakileain di luar sistem yang telah

terbentuk dan bekerja.

lll. 4. Klaim masyarakat adat atas tanah di kota Jayapua

Sebagaimana yang dikatakan pak Silas Chaay dalamamneara dengan saya
bahwa kebanganyakan anak-anak muda sekarang ik untuk mendengar
cerita-cerita sejarah baik adat maupun sejaraltipdota Jayapura, mereka lebih
memilih pergi bersama dengan teman-teman sebayk wekedar kumpul-kumpul
dan melihat keramaian kota, kadang mereka jugaumiminum’ bersama. Pak Silas
senang bila ada orang yang ingin mendengar kisgdrat yang diketahuinya,
menurut pak Silas, dengan sering bercerita ia dapambantunya untuk dapat
mengingat kisah sejarah lebih detail. Untuk merfgetbdagaimana klaim atas tanah
yang terjadi menurut saya akan lebih baik bila dengara tua-tua adat, karena
mengetahui batas-batas tanah milik suku-suku, sdeangan lintas sejarah kehidupan
orang-orang terdahulu yang hidup dan berinteragsgdn alam.

“...sampe sekarang kitorang masih bingung dengan peiaie
punya aturan, selalu pemerintah bilang ini tanameyetah, itu
tanah pemerintah, kalo begitu sa mau tanya sekapangerintah itu
siapa, jadi main tunjuk-tunjuk saja, siapa yangupidli tanah ini
duluan, adat atau pemerintah, sejak dulu kebun dissun sagu
masyarakat, dibongkar oleh Belanda kami semuak&rutan, itu
masih membekas dalam ingatan saya, orang tua kang gudah
hidup lebih dulu disini, diperlakukan seperti berag, kami sama
sekali tidak dilibatkan, trus sekarang pemerintadohesia juga
sama, sekarang kami suda kehilangan tempat medaaritempat
tinggal, pemerintah hanya janji-janji saja akan ifafkesejahteraan
masyarakat, tapi sekarang ade lihat sendiri toibsge orang-orang
Kayu Batu, Kayu Pulo sekarang, hanya tinggal miskija, makanya
kami mau tuntut kembalikan tanah-tanah kami serpada tahun
1944 saat pecah perang dunia kedua, Jayapura mesjpty
pertempuran antara sekutu Amerika Serikat dengatarte Jepang.
Mereka masuk dan merusak kebun-kebun milik wargaukun
dijadikan pusat kegiatan militer. Dusun-dusun saga turut diubah
menjadi gedung-gedung tentara sekutu serta jala@ mantuk
mobilisasi pasukan dalam pertempuran. Jalan Ahmaui, YJalan
percetakan dan Army Post Office adalah daerah biakes kebun
warga Kayu Pulo. Tidak ada negosiasi untuk garmji tanah, semua
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berlangsung dalam suasana perang. (wawancara tdfggaustus
2012, dengan Pendeta Silas Chaay tokoh masyaralyat Rulo)

Sebagian besar wilayah perkotaan Jayapura merupakah ulayat milik
masyarakat Kayu Batu, Kayu Pulo, Hamadi, Enggras jdga orang Ormu yang
tinggal di pesisir utara Jayapura, ada harapamkdhadiran undang-undang OTSUS
dapat memberikan jaminan terhadap hak-hak dasag @&apua namun dari beberapa
wawancara saya dengan tokoh masyarakat setempanjukan belum sepenuhnya
sampai kemasyarakat dan memberikan kesejahterpamntisgang diharapkan. Juga
terkait dengan pengakuan terhadap hak ulayat atadht Sebagaimana disampaikan
oleh Ondoafi Nafri,

“...sebagai Ondoafi bapa banyak melihat masyarakahbeasa
dampaknya bagi kesejahteraan juga bagi ekonomiaigdu
Mengenai pengakuan tarhadap hak ulayat, kami Sesddah
banyak kehilangan tanah, sekarang yang tersisaattangh-tanah
di pinggir-pinggir gunung, itu pun kondisinya tidakcok untuk
bikin kebun, selain itu mama-mama juga takut ketedalu jauh
dari rumah, karena banyak orang jahat, kami banyelepaskan
tanah kepada pemerintah dibangun kantor, perumdaartoko,
pemerintah bilang kalau nanti bangun perumahantokatian
toko, masyarakat bisa ikut menikmati hasilnya, yaacam-
macam suda kata-kata yang dorang pake supaya &egarik dan
setuju, waktu itu juga masih banyak tanah jadi k#spiaskan
dengan ganti rugi yang tidak seberapa, karenaipriya kami mo
bantu pemerintah bukan mo jual tanah, tapi kalakarseg
situasinya tidak seperti yang pernah dorang jamktw itu, ya,
saya bisa tuntut, saya punya masyarakat banyaknksgga kami
bisa demo dan palang itu tempat-tempat...” (wawandaragan
Ondoafi Nafri, Bapak Chistomus Hawa Awi, tanggaiudi 2012).

Penyelesaian status kepemilikan tanah sebagaimaamphikan oleh tokoh
adat Kayu Pulo, bahwa masih perlu ada pembicaramgash pemerintah daerah,
tentang pemanfaatan tanah untuk pembangunan dampeksasinya terhadap
kesejahteraan masyarakat asli, tanpa proses inarakéin semakin jauh dari kata
sepakat, dan hal ini memungkinkan timbulnya pot&osilik antara pemerintah dan
masyarakat adat terkait status kepemilikan tanah.

“...masyarakat pernah palang sekolah di Abe pant&)i kaga
pernah palang rumah sakit Abe, trus Mega Grosit, kdantor PU,
karena kami su kirim surat minta ganti rugi hakyata karena itu

kantor suda dari jaman Belanda ke Indonesia sarsgk@rang
tidak ada ganti rugi sama kami masyarakat suku yemig punya
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tanah, dorang juga tidak punya bukti pelepasanhtatat, jadi

masyarakat palang saja, katanya ini asset negapmnkitu jadi

asset negara, apa kitorang masyarakat yang pumgh tauda
setuju atau tidak, dorang tidak pikir itu, waktu ada negosiasi
dengan pak wali kota, untuk membayar jadi kami bp&dang, tapi

sampai ganti walikota baru dari anak Port Numbiaaktada ganti
rugi sampai sekarang...” (wawancara dengan Ond\zdfi, Bapak

Chistomus Hawa Awi, tanggal 3 Juli 2012).

Sebagaimana saya uraikan sebelumnya bahwa adaassarkasamaan cerita
dan pengalaman yang disampaikan oleh tokoh adadirdati Ondoafi Kayu Batu,
Kayu Pulo, Enggros-Tobati dan Nafri, terkait dengdih kepemilikan tanah yang
masih ‘rancu’ ¢omplicated. Pertama; masa peralihan rezim, kedua; antara
masyarakat pemilik hak ulayat, ketiga; antara sesarasyarakat adat pemilik ulayat
dan keempat ; antara masyarakat pemilik hak ulagatgan warga. Saya juga
bertemu dengan seorang kepala suku yang memintaicegditasnya tidak disebut
dalam tulisan ini, sehingga saya manyebutnya dekegpala suku ‘A’ menurutnya,

“...Kami sebagai kepala suku kadang tidak dilibatkéeh Ondo
untuk bicara soal tanah, sebenarnya tong juga pbaiauntuk
ikut ambil keputusan, karena tanah ini bukan nghku orang saja
tapi setiap suku juga ada pu’ tanah juga. Kadang ta bisa buat
apa-apa, kalau ada surat yang dibawa pesuru oadu,tkrpaksa
ikut tanda tangan saja, walau sebenarnya kalo kio anjang,
bagaimana anak cucu dorang nanti, dong mo tinggahr,
ah..ini sa bicara..maksudnya, kalo ada tanah yaag diepas.
Ondoafi sekarang beda dengan dulu, yang sekarandeiih
banyak ikut politik, ditunjuk sebagai pengurus parorang lebih
dekat dengan orang pemerintah dari pada dengananasynya

sendiri...” (wawancara dengan seorang kapala sukiamggal 4
Juli 2012).

Menurut kepala suku ‘A’, kepala-kepala suku sangaenghormati
kepimpinan seorang Ondoafi, selain karena merupkkturunan dari Klen seorang
Ondoafi secara turun temurun, ada juga ‘ketakutatuk berkonflik dengan seorang
Ondoafi karena seorang Ondoafi juga memiliki ke&ndtekuatan ‘magis’yang
didistribusikan secara turun temurun, dalam kep@a@a masyarakat adat, berkonflik

dengan sorang Ondoafi bisa berujung pada kematian.

Pada kesempatan yang lain, saya berkesempatambettengan kepala suku

Modouw, bapak James Modouw, yang juga adalah képaks Pendidikan, Pemuda
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dan Olah raga Provinsi Papua, menurut pemahaman{igan atas tanah yang

dilakukan oleh masyarakat adat pemilik ulayat inkdn saja disebabkan karena
ketidakjelasan alih kepemilikan tanah saja, tejaga disebabkan oleh beberapa hal
lain, seperti marginalisasi akibat pembangunan,koéageseran makna dan fungsi
tanah, dari sosial menjadi ekonomis, serta pergespemahaman terhadap peran

kepemimpinan seorang Ondoafi. Menuru pak James,

“...Dewasa ini khususnya di daerah perkotaan dan gi@ba
pinggiran kota, tanah tidak lagi memiliki fungsisg, artinya tanah
tidak bisa lagi diberikan kepada orang begitu skfena sebab-
sebab khusus misalnya seorang kepala suku yang enigand
sebidang tanah kepada seorang sebagai ucapanki@sim&arena
jasa dan pengabdiannya, hubungan perkawinan, habuejuarga,
pembayaran ganti rugi, atau untuk mas kawin. Kefikenerintah
memperkenalkan kepada warga masyarakat tentangngeyd
sertifikasi tanah sebagai bukti kepemilikan salesesang atas tanah,
saat itu nilai dan fungsi tanah bergeser. Masyaraka mengetahui
bahwa tanah bersertifikat tentu memiliki nilai yaegih tinggi, dan
dapat dianggunkan untuk modal usaha serta perumtldianya,
dengan demikian lebih banyak nilai-nilai ekonomang melekat
padanya, sedangkan nilai-nilai sosial menjadi kaBabab lainnya
adalah perbedaan interpetasi peran dan kewenangara &kepala
suku dan Ondoafi, bila dulunya seorang Ondoafi alankan fungsi
pengawasan sekaligus sebagai fasilitator untukladgaentingan
masyarakatnya, maka berbeda dengan kondisi sa&titnana peran
Ondoafi lebih sebagai ‘diktator’ dalam komunitasnlgarena dapat
melakukan intervensi sampai ke wilayah-wilayah kesaveyan
seorang kepala suku, ini menyebabkan menurunnyaitay para
kepala suku terhadap Ondoafi-nya dan terjadi tumpisnaih dalam
penjualan tanah...” (wawancara dengan bapak Jamesowiqd
kepala suku Modouw, tanggal 23 Februari 2012).

Dalam pandangan masyarakat Papua pada umumnyaahahah itu tidak
pernah secara mutlak diserahkan menjadi milik odaigselamanya, sebagaimana
yang disampaikan pak Silas Chaay, ini yang jugayelgsbkan orang di Papua pada
umunya dari waktu ke waktu akan terus melakukartutan ganti rugi atas
digunakannya tanah-tanah milik mereka, selain da poin penting lainnya yang
disampaikan pak Rudolf Makanuai, Ondoafi Kayu Bdtahwa tuntutan ganti rugi
akan terjadi dan entah sampai kapan, seorang pegatiiikat sekalipun bisa diklaim
oleh masyarakat adat, bahkan bila status kepemitédah beralih kepada orang atau

institusi lain, tindakan klaim bisa terjadi hinggaiakali’.
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“...kalau dorang ambil semua terus nanti torang mdugi
bagaimana, kalau ada tanah yang ganti pemilik, kamta ganti
rugi lagi, karna kan, dia orang baru yang mo pa&kepiat itu, jadi
tetap harus bayar juga ...” (wawancara dengan pak&sSibi,
Ondoafi Kayu Pulo, tanggal 9 Maret 2012).

Kasus sengketa sering terjadi karena adanya peangam yang disebabkan
hubungan hukum yang tertutup dan tidak sesuai ageagas hukum perjanjian jual
beli yang terbuk¥. Maka perbuatan hukum tersebut dianggap tidakasah batal
demi hukum dan akan menimbulkan masalah bagi pdwak pantara penjual dan
pembeli. Disinilah peranan Ondoafi untuk menentukaikap untuk dapat
menyelesaikan masalah jual beli tanah hak ulayag y@gilakukan masyarakat adat
dengan pihak lain. Pelaksanaan jual beli yang diak sering tidak dengan proses
yang ditentukan masyarakat adat, hukum adat, jelgaliknya Kepala Adat (Ondoafi)
dalam melakukan perbuatan pengalihan hak tanah tetdt melihat kepentingan

anggota masyarakat adat.

Masih ada kekuatiran dari pemerintah maupun pengemipembangunan
(investor) serta masyarakat umum untuk berparssigalam proses pembangunan di
Papua pada umumnya dan Jayapura secara khusus,teid@pas dari peliknya
masalah pembebasan tanah di Jayapura. Pada sedseahpatan saya secara sambil
lalu berbincang dengan pak Yanto, seorang penuokk talat bangunan di Jayapura,
dia adalah seorang pendatang Tionghoa, yang sudgiak di Jayapura sejak tahun
60-an, dalam diskusi kami yang tidak direncanakansaya mencoba menyinggung
persoalan tanah di Jayapura, menurut pria parua ibaypahwa ia datang ke Jayapura
mengikuti seorang temannya untuk tujuan berdagadayapura,

“...saat saya datang Jayapura masih sangat sepi,| mmatsih

hanya ada sekitar 10 buah saja ditambah dengamapabeotor

saja. Di Jalan percetakan yang sekarang berdielHston, Hotel

Dafonsoro, Hotel Yasmin, Gedung Kantor percetak&m ruko-

ruko dulunya adalah kebun-kebun milik orang oraagukbatu,

pohon-pohon sagu masih ada dan masih diambil sag@8stalah

berjualan, saya banyak kenal dengan orang aslirgaeka banyak

ambil barang dari kios saya (berutang) tapi belzedgri mereka
tidak dapat membayar utang mereka lalu menukarrgrgah

> Hukum Perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk
mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar UU, ketertiban umum dan
kesusilaan. Sistem terbuka, disimpulkan dalam pasal 1338 (1) : “Semua perjanjian yang dibuat secara
sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya.
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tanah. saya punya 100 lembar sertifikat tanahlherséi Jayapura,

Nabire dan Manokwari, dari yang ditukar dan dangaaya beli,

waktu itu harga murah sekali, sebagian sertifikatas saya jual,

beberapa masih saya simpan...(wawacara dengan palo,Yan
tanggal 22 Maret 2012).

Ketika banyak kasus pemalangan tanah di Jayapeta aang-orang Kayu

batu dan Kayupulo, sertifikat-sertifikat tanah knlya segera dijual, karena tidak

ingin berurusan dengan masyarakat pemilik hak tl&yanurutnya,

“..status tanah di Jayapura tidak jelas, kalaa ketli dari marga
yang satu, nanti ada marga lain yang datang damdikalau itu
tanah milik dia, trus kalau kita mau urusan dengaang
pertanahan prosesnya lama sekali, posisi perkdraamabah tidak
jelas, dari pada saya harus bayar lagi semuaikattgaya terus
menerus lebih baik saya jual saja. Saya punya lg#urbaik
dengan orang sini saya tidak mau bermasalah, ka@ysa masih
tinggal lama disini...” (wawacara dengan pak Yariemggal 22
Maret 2012)

Penuntutan kembalrdclaiming pemilik hak ulayat dapat terjadi lebih dari

satu kali, disebabkan oleh persepsi masyarakatligehak ulayat di Papua pada

umumnya atau Port Numbaclaimingantara lain disebabkan oleh

1.

Pemahaman masyarakat adat bahwa tanah tidak peeman-benar menjadi hak
milik orang lain, kepemilikan tanah dengan seréifikberdasarkan peraturan
pemerintah (UUPA) sekalipun tidak bisa menghilamgkiaak milik ulayat
masyarakta adat, tanah dalam kekuasaan pihak ilagr dnasyarakat adat hanya
bersifat hak pakai.

. Perbedaan pemahaman terhadap peran pemimpin adagfg dan kepala-kepala

suku (pemimpin marga/keret/klan) sehingga memuntgadinya tumpang tindih
kewenangan termasuk dalam hal jual beli tanah tamlatas tanah.

. Kaburnya batas-batas hak ulayat oleh intensitas bpegunan yang

menghilangkan batas-batas alam yang dahulu dijadiedokan batas tanah milik
masing-masing masyarakat adat. Hingga saat ininbehdla hasil pemetaan
partisipatif tentang batas-batas tanah adat dya#idkota Jayapura

. Tanah sebagai sumber kehidupan masyarakat telaflirbenenjadi barang

komoditas yang bernilai ekonomi tinggi, masyaraliista ‘segera’ mendapatkan
uang dalam jumlah besar tanpa harus melakukan uykaha) yang keras. Ada
perubahan nilai tanah dari sosial, magis dan migimenjadi ekonomi.

Univesitas Indonesia
Melihat klaim..., Fadly Marthen, FISIPUI, 2012



BAB IV
TRANSFORMASI RUANG PUBLIK : from DISCOURSE to DIALOGUE

Pada bab ini saya menyajikan informasi fakta daa dzengenai ruang-
ruang publik yang ada di wilayah Kota Jayapurasymatan tata ruang kota

berdasarkan peraturan pemerintah dan juga aspelakahan dari kota Jayapura.

Istilah ruang publik dan fungsinya mungkin belunkwp familiar bagi
sebagian warga masyarakat kota Jayapura, walaleans sebenarnya telah
jauh-jauh populerkan oleh Jurgen Habermas dalanerbph karya tulisannya.
Pemahaman ruang publik dan kewajiban pemerintalkunenyediakannya bagi
kepentingan umum masih terbatas pada kalangamtierteeperti akademisi,
aktivis LSM dan birokrat. Wacana dan diskusi pultektang pentingnya ruang
terbuka umum pun belum menjadi topik penting dalaeberapa dasa warsa,
topik tentang politik, lingkungan hidup, kesejaltan, infrastruktur, kesehatan,

pendidikan dan hukum masih menjadi trending topiedia masa.

Sebagian besar umat manusia di Bumi abad ini, hdddta, jauh dari
areal pertanian, hutan dan bentangan alamatual landscapp Menurut
Pertemuan Puncak Kota sedunia tahun 2008 di Singapebih dari setengah
penduduk bumi pada tahun ini berdomisili di didagparkotaan. Trend ini sudah
tentu berdampak langsung pada penggunaan lahan dbailaerah perkotaan
maupun sub-perkotaan. Lahan yang dahulunya dikgiibleh hutan, pohon dan
dihuni oleh organism harus dibuka untuk membangumah dan berbagai jenis
lingkungan buatan (built environment). Oleh seb@bperencana kota dituntut
untuk memainkan peran kunci dalam mengantisipasmimiealkan setiap
kemungkinan masalah yang akan timbul dari perturabigebuah kota. Masalah-
masalah perkotaan abad ini terdiri dari masalalafdskonomi dan Lingkungan
dan Budaya yang di kendalikan oleh sebuah kekussar yaitu politik.

Keberlanjutan gustainability sebuah kota sangat ditentukan oleh perencanaan

masa kini. Dalam tulisan singkat ini, fokus adafsda situasi visual terakhir
perkembangan penggunaan lahan dan tata ruang dasalamanasalah
ketersediaan kebutuhan bagi warga di kota JayagBrater Gusbager : 2008)
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Dengan adanya penekanan aspek modernitas dalam apguoman,
keberadaan ruang-ruang publik mulai bergeser darpat-tempat di tengah kota
seperti taman kota atau alun-alun kota, ruang kerthijau (RTH), kini telah
dimodifikasi menjadi mall, warung Cafe, trade censerta tempat-tempat privat
lainnya. Perubahan ini berdampak pada menyempiunygsi ruang publik, jika
di taman kota, alun-alun atau RTH, warga masyana&d umumnya bisa datang
dan menghabiskan waktu disana sesuka hati, makaallj trade center, Cafe,
kawasan pantai, diperlukan sejumlah pengorbanarermahtuk mendapatkan
akses masuk, akibatnya tempat-tempat ini hanya tdaeunjungi oleh
masyarakat kalangan atas (dengan penghasilan )tisggangkan ruang-ruang
publik (taman kota, alun-alun) menjadi tempat-tetnpepi, tidak aman dan
kumuh. Dengan kondisi ini membuat warga masyaraketh memilih untuk pergi

ke mall dari pada ke taman kota.
IV. 1. Pantai Base-G: klaim Masyarakat Adat Kayu Batu.

Saya mulai masuk ke lokasi pantai Base-G sembangajak keluarga
untuk menikmati keindahan pantai Base-G, beberapailix kapling telah saya
kenal walaupun selama ini belum ada komunikasi yatemns, melainkan sekedar
tegur sapa saja, karena telah seringkali menggunadadok (saung) di beberapa
kapling warga Kayu Batu (pantai Base-G). Pada kes#gn ini saya membangun
komunikasi lebih mendalam dengan orang-orang KawiuBsecara khusus
mereka yang tinggal di sekitar pantai Base-G.Ugajadalah kesempatan pertama
saya datang dengan maksud melakukan proses pameliamun sedapat
mungkin saya berusaha membuat situasi sebagaimasanipa, dengan sebuah
wawancara mendalam untuk sebuah penelitian. Awalbparaan saya mulai
dengan seorang bapak yang sedang membersihkanddanonpohon ketapang
yang jatuh di petak dimana kami duduk. Sayapun mekgya untuk beristirahat
sejenak di para-para (semacam saung) sembari mezawaebuah kantong
plastik yang berisi sirih pinang, dengan tersenglan mengucapkan terimakasih,
mengambil dua buah pinang dan satu tangkai buatiasirmulai mengunyahnya.
Sambil berjabatangan saya memperkenalkan diri damyampaikan maksud dan

rencana saya untuk melakukan wawancara di pamtai in
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“ kalau bapa pu nama Melky Warbakai, bapa yangablasi
bersi ini tempat...itu anak punya maitua deng nora@l ke..?

bapa sudah sering lihat kalau datang kesini, bag@amada
yang bapa bisa bantu k... ? (Bapak Melky Warbakaigdal 5
Februari 2012).

Kemudian saya juga mengambil beberapa pinang sidan
mengunyahnya. Pada saat itu kami bercerita sep#lararga kami masing-
masing, saya tidak ingin langsung pada topik, tetapncoba untuk saling
mengenal dan meciptakan keakrapan dengan orangnm@eryang saya temui
untuk memulai langkah wawancara yang baik nantit§ami pun larut dalam
susanan yang lebih lebih ‘cair. Sambil beberpa tatawa lepas oleh goyonan
pak Melky yang bercerita tentang cucunya yang ss#deali mandi di pantai
sepulang sekolah hingga sore hari, dan selalu markaks persipura (salah satu
klub sepak bola asal kota Jayapura) dan mengidold@az Salossa, salah
seorang pemain di klub Persipura. Tak terasa, hatiga jam saya dan pak

Melky saling berbagi cerita.

Ketika hendak pulang sayapun membuat janji untuklako&an
wawancara dengan pak Melky pada keesokan harimaMelky bersedia untuk
meluangkan memberikan informasi dan cerita-cerdhagaimana yang saya
sampaikan sebelumnya.

“...bisa anak, bapa setiap hari ada disini mo, besakg jam-jam satu

begitu, datang saja tra papa, nanti besok bapagtupgndok sini baru
tong dua cerita-cerita lagi...” (pak Melky, tanggaFabruari 2012)

Keesokan harinya, sebelum bertemu bapak Melky sagapersiapkan
segala sesuatu menyangkut rendasdwork hari ini. Ketika bertemu pak Melky
saya meyampaikan maksud dan tujuan saya dari wanairg secara lebih detalil,
saya juga meminta ijin kepada pak Melky untuk memgdan rekorder selama
diskusi. Pak Melky tidak keberatan, biasanya selvagrang Papua menunjukan
ekspresi wajah mereka secara spontan sesuai dengaana hati dan perasaan,
bila tidak suka, marah, sedih, atau senang makat dingan langsung terlihat
dari ekspresinya. Saya pun memulai diskusi dengdrerapa topik pertanyaan,
namun juga berusaha untuk menjaga raport dengasuraber dengan sesekali,

berguyon namun juga berusaha untuk fokus padanyada dan topik.
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Model seperti ini juga saya terapkan kepada narbsufainnya, sehingga
selain mendapatkan informasi sekaligus merajuingam komunikasi dengan
semua narasumber, karena hubungan yang saya ba@ggan semua orang yang
terlibat dalam penelitian ini bukan saja semataamattuk tujuan penelitian saja

tetapi tentu saja untuk membangun hubungan-hubuswgsal yang lebih luas.

Dalam perbincangan dengan pak Melky, dikatakan bahwtuk
memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berkalengan adat, akan lebih
baik bila bertemu langsung dengan bapak Ondoagnikarada hal-hal tertentu
yang tidak boleh kami sampaikan, namun dari ceraia Melky, tentang cerita-
cerita mite (cerita lisan) tentang migrasi dan asaliasal orang-orang Kayu Batu
dan Kayu Pulo saya dapat sementara menyimpulkanebkliau cukup banyak
mengetahui persoalan yang terjadi kurang lebihnsl&5 tahun, walau tidak

secara detail semua terlintas dalam ingatannya.
“...banyak sekali perubahan yang terjadi pada kebhiasa
kebiasaan tong punya orang Kayu Batu, secara ohdivi
keluarga , kepala suku dan Ondoafi. Tapi bapa isa berita
banyak sama anak, karena yang punya kewenangak Oapa
(akronim untuk sapaan sorang Ondoafi). Bapa cerdéng
umumnya kitorang tau saja, sebenarnya ada persddian
dalam’ orang-orang adat, jadi dari luar kelihatéasak ada
masalah, tapi sebenarnya da banyak termasuk jugagben
batas- batas tanah hak ulayat yang tidak tuntaspesam
sekarang...”(wawancara dengan pak Melky, tanggall@ueey
2012)

Pak Melky, lebih banyak bercerita tentang perkerghanorang Kayu
Batu dan Kayu Pulo dari waktu ke waktu, denganrlb@lakang pak Melky
sebagai orang Sarmi (bukan orang Jayapura aslj kawin dan tinggal bersama
seorang wanita Kayu Batu, selama 35 tahun membaagymampu melihat
perilaku dan pola hidup orang Kayu Pulo dan KayutuBaengan cara

mengkomparasikannya dengan kebiasaan serta addatstrang Sarmi.

Setelah melalui indepth wawancara diskusi ini, Jaga mencoba untuk
menyimak dan menanyakan orang-orang lain yang p@teruntuk saya
wawancara lagi, atas saran pak Melky ini akhirnggapun mendapatkan

sejumlah nama orang-orang kunci lainnya.

Melihat klaim..., Fadly Marthen, FISIPUI, 2012  Universitas Indonesia



73

Dalam metode penelitian kualitatif ada teknik waeana yang disebut
snowball artinya informan kunci dimulai dengan jumlah ke¢datu orang),
kemudian atas rekomendasi orang tersebut, inforiarci menjadi semakin
besar sampai jumlah tertentu. Informan akan berkempbterus, sampai
memperoleh data jenuh. Dari cara-cara tersebugliiesiapat memilih salah satu
yang paling cocok. Pemilihan didasarkan pada askekudahan peneliti
memasuki setting dan pengumpulan data. Jika carg iglah ditempuh gagal,
peneliti boleh juga menggunakan cara yang lain sandgperoleh data yang

akurat”.

Namun ternyata tidaklah mudah untuk dapat berteemgah calon-calon
narasumber tadi, yang juga mengetahui dan merkiikienangan untuk bercerita
tentang masalah adat dan perkembangannya, secanauskhmengenai
permasalahan terkait sengketa-sengketa tanah adtef terjadi di Jayapura.
Masalahnya adalah kesempatan pak Melky untuk meempeakan saya dengan
para calon narasumber selalu tidak cocok, terkadagg dan pak Melky sudah
siap, tetapi calon narasumber yang tidak di terdpatdemikan seterusnya. Saya
kemudian menyiasatinya untuk mencoba datang sekeiriempat para calon
narasumber. Karena lokasi tempat tinggal saya yaohak jauh dari lokasi
penelitian, saya pun menggunakan motor untuk dakamgsung dan membuat
janji dengan Narasumber. Hasilnya kurang begitu oaskan, dari 4 orang calon

narasumber saya hanya berhasil bertemu dan waveatieagan satu orang saja.

Berikutnya saya menemui isteri dari Ondoafi KayuuB&etika pertama
kali bertatap muka, saya langsung mengenal wajaman@ndo, saya pernah
bertemu dalam sebuah workshop di hotel Relat Angapayapura, saya mencoba
mengingatkan mama Ondo dan ternyata beliau magit idengan baik acara
tersebut. Sembari bersalaman saya dipersilahkankddidsebuah ‘para-para’ ke
dalam rumah. Saya mengutarakan maksud kedatangandsen mama ondo tidak
keberatan untuk memberikan informasi kepada sagmun sekali lagi, mama
Ondo menyarankan untuk bisa bertemu langsung desugninya (bapak Ondo)
diwaktu yang lain, karena saat itu bapak Ondo spdiamlam keadaan sakit.

3 Lihat : file.upi.edu/direktori/fpbs/.../tentangnegrafix.pd. diakses pada 15 Juni 2012
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Dalam perbincangan kami, tidak banyak hal yang disampaikan mama ondo

terkait persoalan sengketa tanah.

“...mama dorang ini perempuan, jadi anak tau senttii
bagaimana posisi perempuan dalam acara-acara ataupu
pertemuan-pertemuan di para-para adat, mama dehgahu

lain diberi tugas untuk mempersiapkan konsumsi ,saja
selebihnya itu bapa-bapa yang tau...” (Bapak Rudolf
Makanuay, tanggal 8 Februari 2012)

Tetapi ada beberapa hal penting yang diketahui wiama ondo, karena
bila sedang sendiri, sang suami biasa menceritgdaasoalan dan masalah-
masalah yang dihadapi dalam baik persoalan kelupeieerjaan dan juga dalam
adat berkaitan dengan pengambilan keputusan-keputadat, yang sering kali

harus berbeda dengan kenginan kepala suku yang ada.

“mama ini biasa jadi teman ‘curhat’ bapa, jadi yg&au.sedikit-
sedikit juga tentang persoalan-persoalan yang hagapi dan
bikin bapa kadang pusing sampe sakit, memang sekana
semua orang adat ini punya kepentingan sendiriisend
kadang dorang didekati sama pengusaha untuk bedihta
dorang langsung kerja keras untuk bagaimana tamahisa
segera lepas, pernah ada yang sampe palsukan bagm O
punya tanda tangan tapi ketahuan juga, kadang eberdpa
masyarakat asli sini yang datang ke rumah, bicargah bapa
Ondo untuk kasi lepas tanah, atau mau bikin rendarat
palang tanah, kalau bapa tidak setuju atau sumafwiong pu
muka langsung ‘batu’, ‘macam potong deng paran@ jtrig
putus’, jadi bapa de pusing juga, sekarang toramng p
masyarakat ini hanya pikir uang saja, kalau sudid yang
tawar-tawar tu, macam dong mo gila-gila, mau cepait
dapat uang, pada hal tra tau uang itu dong pake apa, lihat
dong pu rumah saja trada yang berubah, dari duuwsaja,
anak-anak tra sekolah baik, sayang sekali kalainbegyus,
nanti kalau dong’ mati, sapa yang jaga liat dorpagya anak-
anak, dunia ini su bagaimana e, sa tra tau jugaatvancara
dengan mama Ondo Kayu Batu, tanggal 8 Februari)2012

Dari informasi yang disampaikan mama Ondo, terngaaniliki beberapa
kesamaan dengan apa yang disampaikan pak Melkykesganpatan wawancara
sebelumnya, bahwa ada ketidak cocokan diantardhittkah adat, dan tumpang

tindih kewenangan dalam adat dimana fungsi dan stugalam hubungan
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kepemimpinan adat mulai kabur. Dari petunjuk mamadsaya kemudian pergi
ke rumah pak Ondo. Cukup sulit untuk bisa berteengdn Ondoafi Kayu Batu,
walau pada akhirnya saya bisa bertemu dengan Gn#@glu Batu Rudolf
Makanuay. Dari informasi mama Ondo bahwa ‘rumahab&ada di Deplat

sebelah kanan dekat dengan Telkom.

Ada hal menarik lain yang saya dapat dari pebingangengan mama
Ondo, yaitu di lokasi pantai ini juga ada orangi déak atau istilah orang di
Jayapura menyebut dengan ‘Papua pendatang’, memoama Ondo pak
Rumaropen sudah lama tinggal disana, bahkan dangotuanya dulu. Mama
Ondo juga bersedia, mengantarkan saya ke rumaRpalaropen yang jaraknya
tidak jauh dari rumah mama Ondo, di pantai bas&&ika tiba di rumah pak
Rumaropen, mama Ondo yang mengenalkan saya kep&dRymaropen, dan
sekaligus menyampaikan tentang aktivitas saya yardang melakukan
penelitian. Saat itu pak Rumaropen sedang mengerjsébuah mobil Hartop tua,
yang ada di bengkelnya,

“ ... yo ade mari suda, tra papa to, saya sambibkjagli, abis

orang yang punya mobil lagi tinggal datang cek denpbil trus

jadi, de mau cepat kasi selesai, bagaimana ada sa&yey bisa
bantu...” (pak Rumaropen, 8 Februari 2012)

Dari marga atau fam yang bersangkutan yaitu “Rupenbsudah bisa
saya dikatahui bahwa pak Rumaropen adalah orarlg Bédpab tidak ada orang
Jayapura dengan marga Rumaropen. Sambil sesekalbbamtu mengambil kunci
untuk pak Rumaropen yang sudah ada dibawah mqgak saya datang tadi. Ada
sebelas mobil di bengkel pak Rumaropen, ada yadghsjadi dan ada yang
masih dalam perbaikan, rata-rata mobil Jeep damoplayang lainnya seperti
sedan dan kijang cuma ada dua. Keahlian menguitakratbil-mobil Off-Road
ini diperloleh tidak melalui pendidikan formal, api diturunkan dari orang
tuanya, namun order pak Rumaropen bisa dibilangydiankarena beberapa
waktu di bengkel pak Rumaropen, saya menghitumagsa#itar lima mobil yang
datang untuk minta diperbaiki, namun pak Rumaropetelah melihat kondisi
mobil yang rusak, memberitahukan kerusakannnyanjsgfeya menyarankan

% |stilah rumah bersar digunakan masyarakat adat Port Numbay pada umumnya untuk
menyebutkan rumah seorang Ondofi.
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kepada pelanggannnya untuk kembali lagi nanti, lsédba@edang menyelesaikan
beberapa mobil yang ada. Selama pak Rumaropen mnkage mobil yang
rusak, beliau menceritakan tentang kehidupan cizangya.

“...Ini tempat kami tidak beli tapi torang tua saydkadi dari

sama Ondo yang dulu, orang Biak yang tinggal distlda marga

Rumaropen, dan ada juga marga Korwa. Ondo yangasgkai

de punya anak, sampe sekarang kami tinggal begjaj sada

yang ganggu tempat, menurut cerita, kk pu baparhan akrab

dengan pak Ondo yang lama, jadi karena itu dia teampat

tinggal sama pak Ondo, trus pak Ondo suruh pilihpit yang

mau pake bikin rumah, karena kitong ini orang |gadj bapak

de pilih di pinggir pante sini, sampe sekarang ia duat

sertifikat, karena orang Kayu Pulo semua tau tagahg

keluarga Rumaropen tinggal itu tanah yang dikasss®ndo

jadi trada yang brani kore, setau saya disepargantpi ini trada

yang jual-jual tanah, karena Ondo larang, ini paiiena satu-

satunya yang bisa kasi makan keluarga, jadi tra hoal-

jual...kalau tidak tegas begitu, ini pantai tra taujadi apa”
(wawancara dengan pak Rumaropen, tanggal 8 Fel2@Qk2).

Setelah lama berbincang dengan pak Yaragga, saya mermisi untuk
pergi ke rumah pak Ondo, kemudian dengan menggunai@or, saya pergi
untuk menemui pak Ondo di rumahnya, dalam perjalaaya coba menanyakan
beberapa warga setempat, letak rumah pak Onddatseteendapat petunjuk
sayapun sampai di rumah Ondo, sebagaimana apaghnog‘rumah besar’ bukan
saja sekedar bermakna rumah sang pemimpin adaginkeh secara fisik
memang memilki ukuran yang besar, disamping runmeh @ndo yang terbuat
dari beton dan kayu, ada sebuah rumah panggung beseay, dan terbuat dari
kayu-kayu serta atapnya dari daun sagu yang diamggm tiang-tiang bagian
bawah dari pohon ‘soantj’sedang tiang-tiang atas digambar ukiran-ukirars kha
masyarakat Kayu Pulo. Saat saya melihat-lihat rumpahggung ini, seorang
bapak keluar dari dalam rumah dan menyapa sayaater rencana kedatangan
saya sudah diketahui sebelumnya, saya pun menghdmapak itu, yang ternyata

setelah berkenalan beliau adalah Ondoafi Kayu Bsguadiri, bapa Ondo

% Kayu Soang atau kayu arang (Xanthostermoon sp.) adalah nama jenis kayu yang biasa
digunakan oleh suku-suku asli Port Numbay di sepanjang pesisir teluk Humboltd dan Sentani
untuk membangun tiang-tiang rumah panggung baik yang ada di pesisir dan Danau, jenis kayu ini
sangat keras dan tahan air.
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mengatakan kalau tadi istrinya telah memberitahukalau saya akan data
untuk menemui bapa Onc

“...mari duduk dulu, dari tadi tra panggil bapa sbgru, itu
parapara adat, biasanya digunakan kalau ada acara
musyarwarah adat, jadi orang tidak sembarang nakt&e, api
lagi perempuan itu tra boleh sama sekali, karema-para ini
sudah diritualkan dari mulai bangun sampai jadijuga sebage
penghormatan kepada para leluhur yang kadang khatké&n
dalam upacar-upacara adat tertentu..” (Rudolf Makanuay
Februari 2012)

Gambar 4.1 : tiang-tiang rumah dari kayu Soang
(Xanthostermoon sp.)

Dari cerita tentang ps-para adat, pak Ondo mengatakan kalau ia
pergi untuk bertemu dengan keluarganya di kotangglai meminta saya unt
menemuinya besok siang saja, agar ada waktu ydnp leang, saya lal
menawarkan diri untuk mengantarkan [Ondo ke rumah keluarganya, sete
mengantarkan pak Ondo, saya kembali ke rumah untekhat dan mecat:
kembali semua perjalanan saya yang telah saya Karpsepajang hari ini. Sa'
bertemu kembali dengan pak Ondo pada bulan Margé,2@alam pertemu.
kedua ini pak Ondo menceritakan juga bagaimananask orang kayu batu a
di Jayapura serta bagaimana hubur-hubungan adat antara masyarakat

dengan orang kayu Pul

Ketika saya menanyakan tentang batas tanah mikkgoKayu Batt
marga Poey damMakanuay, menurut pak Ondo, sekarang ini masih awie
perdebatan diantara st-suku dan Ondoafi, kalau dulu batastas masih cuku

jelas tetapi dewasa ini dengan perkembangan dirmarmpi&mbangunan ko
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Jayapura, muncul pengakuan dan jual beli tanah tumpang tindih, sehingc
menjadi potensi konflik horizontal antara komunitagsyarakat adat pemilik h.
ulayat di wilayah adat Port Numb

“...Kalau batas tanah milik Makanuay tu, mulau daeplat
sini sampai ke pasir 6, naik sampai di Angkasa,i,Adr
Angkasa ada juga milik orang Ormu dan marga Youwe
Kayu Pulo, trus turun sampe ke Dok V, rumah salok DI,
Stadion Mandala, Dok VII Pertamina, Dok XVIII, ddk,
kalau Dok IX kali itu khusus Poey punya, kalau dhekota
sana lebih banyak milik oranKayu Pulo, sampai di daer:
Argapura, kalau suda sampe di Hamadi itu punya ¢
Tobati_Enggos, Ondoafi Besarnya Herman Hamadi. &pp
yang bapa kastau ini, nanti kalau anak tanya kegokeayu
Pulo bisa beda lagi. Memang pernah ada rencan& setaue
duduk dan bicara buat lihat kembali bi-batas tanah dari tie
suku, tapi susah kumpul semua, seperti tidak astatghegitu,
tapi kalau mo jual tanah atau palang itu dorangat
datang...”(wawancara dengan Rudolf Makanuay, tdndy
Maret 2012)

Gambar 4. 2 : Rumah Karwar/Karwari, rumah adat suku-suku
di wilayah adat Port Numbay, sumber : Gadis Yonmga dan
Ular Naga, kumpulan cerita-cerita rakyat Papua, YPLHC
PAPUA
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Lokasi pantaidengan panjang sekitar 1,5 Km ini sangat strateaisena
berada tidak jauh dari pusat kota Jayapura, hamyauhkan waktu sekitar 1
menit dengan mobil ataupun motor untuk mencapaadbokpantai. Secal
administratif lokasi pantai berada di wilayah rik Jayapura Utara, ko
Jayapura. Sebelum menjadi cukup populer, kawasataipai dapat dikunjunc
dengan bebas oleh warga baik untuk sekadar mr-lihat ataupun berwisat
Namun dengan peningkatan pembangunan dan persgbarah penduduk yan
semalin tinggi, pantai ba-G banyak dikunjungi oleh warga kota. Karena pc
pantai yang berhadapan langsung dengan samudéfil, paembuat sirkulasi ai
pantai sangat bersih dan panorama lepas pantailyandpiasa. Hamparan pa
putih dan hempasan omif yang indah membuat pantai ini mampu member

kesan eksotis bagi setiap penggunjt

Masyarakat yang menetap di pesisir pantai berjurélafenam) kepal
keluarga, sebagian lainnya memilih untuk tidak meangun rumah tinggal «
pantai, tetapi menetap lokasi lain yang tidak jauh dari pantai, antaran ldi
daerah Deplat yang berjarak sekitar 500 meterldkaisi pantai, serta Pasir D
sekita 1Km. Alasannya masyarakat berfariasi, arlganakarena masih bekerja
kota sehingga memilih akses yang at, menjaga kapling dipantai har
pekerjaan sampingan, sehingga hanya se\-waktu saja ke pante

Gambar 4.3 : Salah satu sudut Pantai Base-G, sumber :
Dokumentasi peneliti
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Tidaklah salah bila kawasan ini menjadi alternatibéma bagi tjuan
wisata warga kota. Ini dapat terlihat dari animosy@aakat yang mengunjun

tempat ini, bukan saja pada sweekendahkan pada hahari biasa sekalipul

~~

.

Teluk Humboldt Kayu Pulo

V T

Kawasan wisata
Pantai Base-G

Gambar 4 : Peta lokasi pantai Basgserta dan kawasan teluk Humbc
Jayapura. (Sumber : Google Earth)

Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura menetepkaas&a pante
BaseG sebagai kawasan tujuan wisata kota Jayapura.peatituran pak Melk
salah seorang penjaga kapling, bahwa lokasi pami&i dikembangkan menja
kawasan wisata oleh dinas pariwisakota Jayapura sejak tahun 19
bekerjasama dengan beberapa institusi dengan n@mgkabeberapa pete
menggunakan pagar kawat berd

“...Waktu itu sekitar tahun sembilan delapan, ini pert
sebagian lokasi pantai pemerintah pake, kitong<tida, st
bicara dengan bapak Ondo atau belum, tapi dorang
orang dari luar banyak untuk tinggal jaga tempat thik
parkir masuk, sampai waktu itu kitorang bakalai desir
dorang semua keluar...” (wawancara, dengan pak M
tanggal 6 Februari 201

Salah satmya adalah kapling milik Pangkalan Utama Angkataautl
(LANTAMAL) Jayapura sejak tahun 2002, ijin pengelah pantai diberikan ole

Dinas Pariwisata kota Jayapul
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“...Pada waktu itu saya didatangi oleh orang dari BEAWV
katanya mau minta persetujan saya sebagai Ondoafk u
bantu kelola pantai supaya supaya lebih bersihekaejuga
bilang kalau nanti ada pembagian hasil dengan kaimagai
pemilik tanah. Saya kasi ijin, karena waktu itu gaaridak
ada yang urus, banyak sampah dimana-mana, sayairpiki
hal baik yang harus kami dukung juga supaya biskh ja
contoh untuk warga saya melihat bagaimana mengelola
pantai. Setelah saya kasi ijin, mereka mulai tpagar kawat
dan bangun fasilitas di sana. Awalnya kami senabgls ada
kepedulian dari pemerintah untuk membuat pantaijadi
lebih bagus dan bersih, setelah berjelan setalamj khat
kesepakatan sudah tidak berjalan baik. Ini darormfsi
masyarakat Kayu Batu dan keluarga, sehingga kami
menanyakan itu langsung kepada PEMDA dan juga ganja
kapling, tetapi kami tidak dapat jawaban yang jelasgkan
satu kali saja, sudah sering kami laporkan teetapt tetap
saja masih terjadi. Sehingga saya sebagai pemirygug
telah dipercaya orang Kayu Batu, saya suru keluargak
ambil kembali kapling-kapling itu, biar kami yangua
sendiri saja, supaya Orang Kayu Batu bisa lebiihseja...”
(wawancara dengan Bapak Rudolf Makanuay, Ondoafi
Kayu Batu, tanggal 9 Maret 20012).

Didalam kapling ini dibangun beberapa fasilitas esepMCK, tenda
pantai, pondok (saung), kantin dan kafe, sehingggak lebih nyaman dan
menarik. Kondisi ini membuat sebagian besar penmgnjmemilih singgah di
lokasi ini. Bukan saja itu, pemerintah daerah nugldbinas Pendapatan Daerah
Kota Jayapura kemudian menetapkan kawasan pans@-Basebagai kawasan
tujuan wisata resmi sehingga wajib memberikan pekwas pajak bagi
pemerintah daerah hal ini terlihat dengan adamyabayaran tiket masuk bagi

setiap pengunjung dan jenis kendaraan yang par&ned ini.

Pada tahun 2004 masyarakat adat Kayu Batu mend&ianwgsan pantai,
mengusir semua pengelola pantai dan mengambiltatiah-tanah di sepanjang
pesisir pantai dengan klaim bahwa tanah tersebuipakan tanah ulayat miliki
orang Kayubatu dan merekalah pemiliki hak penulnaigap segala bentuk

pemanfaatannya. Selanjutnya Ondtalayu Batu, sebagai pemegang otoritas

*” Ondoafi memiliki kekuasaan terbatas pada satu yo atau kampung dan kesatuan sosialnya
terdiri dari satu golongan atau sub etnik saja. (J.R. Mansoben, Sistem politik tradisional di Irian
Jaya, 1994)
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adat atas sebuah kominitas adat, membagi -tanah sepanjang garis dal:
beberapa pgak dengan ukuran bervariasi antara sepuluh hitigggpuluh mete
kepada pemilik suku Poey dan Makanuay. Para anggei® yang telah
mendapatkan tanah pembagian ini, kemudian membangmah tinggal da
rumah jaga disekitar lokasi pantai agar lebih ah mengawasi pengunjung ye
datang untuk menikmati objek wisata pantai. Selagaa di katakan oleh mar
Ondo,

“...dulu di pantai ini, tidak rame kaya sekarang, i!

sekarang anak lihat sendiri to, rumah su banyalgmspetak

ada pemiliknya, jadi pa-pagi kami harus datang ke s

kasi bersih supaya bisa dapat uang dari orang

datang...”
(wawancara tanggal, 8 Februari 20

Gambar. 4.5 : Rumah jaga, yang dipakai untuk mengawasi pengunjung yang
datang ke pantai Base-G, sumber : dokumentasi peneliti
Setiap anggota kli yang diberi hanya hak pakai atas tanah, namunss
kempemilikannya tetap secara komunal. Kaj-kapling tersebut lmudian
dimanfaatkannya dengan menarik retribusi sendnii sitiap kedaraan dan ora

yang masuk dan memanfaatkan segala fasilitas ydand.anjut pak Melky

“...kalau hari sabtu dan minggu atau hari liburamébaise
dapat sampai 500 ribu, tapi kalauri biasa kadang 50 rikt
saja, kadang juga tidak dapat, disini bapa pu keuma
tunggu orang yang datang me-mandi, bapa dapat ua

38 Anggota Klan adalah anggota keluarga berdasarkan garis keturunan parilineal, terutama pria
dewasa atau berkeluarga.
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dari situ saja, sudah tidak kerja yang lain laghenarnya
bosan juga, tapi bapa su tua jadi mau bagaimanayiagg
penting bisa pulang bawa uang untuk keluarga diatum’
(wawancara dengan pak Melky tanggal, 6 Februar2p01

Gambar 4.6 : (kiri ) Pondok/ Saung disewakan 250.000 rupiah dan (kanan) Para-para,
disewakan seharga 150.000 rupiah sekali pakai

Dari ungkapan ibu Yati sorang pengunjung yang sagmvancara
menyatakan kesannya terhadap keindahan pantai ¢eteup ‘kerepotan’ dengan

biaya yang harus ia keluarkan.

“...memang pantai ini bagus sekali, tapi harus bayacam-
macam, bayar pas masuk, bayar parkir, mau masuk ke
pinggir pantai harus bayar lagi, belum lagi kalaalaanak
mau jajan, jadi saya dan keluarga kesini yaaa...aabul
sekali saja, memang ada pantai yang di depan kantor
gubernur tapi ade sendiri tau to, disitu juga aelalpuangan

dari rumah sakit, saya pernah bawa anak-anak kesana
memang disitu gratis, kita tidak bayar apa-apapafangnya
anak punya badan gatal-gatal semua, sejak itu kauah
tidak pernah kesitu lagi...”

(Wawancara tanggal 19 Februari 2012)
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Tabel 4.1 : Daftar retribusi pada kawasan pantaeBa

No | Item Reribusi | Penerima Keterangan

1 | Orang 5.000 PEMDA Karcis dan asuransi
2 | Motor 10.000 PEMDA Parkir

3 | Mobil 20.000 PEMDA Parkir

3 | Kursi Panjang 50.000 Pemilik Petak sewa

4 | Saung/Para-Para Kec¢il 150.000 Pemilik Petak sewa

5 | Saung/ Pondok Besar 250.000 Pemilik Petak sewa

6 | Parkir Mobil 50.000 Pemilik Petak Parkir areagat

7 | Parkir Motor 20.000 Pemilik Petak Parkir areaaget

Jika tanah yang telah diusahakan dan ditanami emudian ditinggal,
pemilik yang membuka tanah pertama mempunyai halalbelu, hak terdahulu
bagi kaum pribumi (persekutuan) dapat diwariskapakla ahli waris. Pola
penguasaan tanah seperti ini yang mengakibatkgaditeladang berpindah-
pindah, setelah ditanami dan berkurang kesuburarigr@gakuan mengenai garis
batas teritori masing-masing suku dan didistribaisiknelalui lintasan sejarah

tutur secara turun temurun.

Pada kasus-kasus pemalangan yang dilakukan olefg dfayu Batu.
Kayu Pulo atau masyarakat adat lainnya di Jayapasaf-aset peninggalan
pemerintah kolonial Belanda juga menjadi sasakan pemalangan. Orang Port
Numbay menyatakan bahwa semua tanah di Papua téendasiota Jayapura
merupakan tanah hak ulayat, kecuali yang telahihtteh dengan pelepasan
adat®. Namun dari penelitian yang saya lakukan terngatauah pelepasan adat
sekalipun belum menjamin secara mutlak, tanah @nabbenar telah beralih

status kepemilikannya.

Bila dikategorisasi beberapa lokasi atau sasardangan diantaranya
adalah merupakan fasilitasi umum yang menjadi raatabh ruang-ruang publik
“the public sphere®® . Sedikit menyinggung konsep ranah publik menurut
Habermas yakni masih dalam kosmo hegemoni kapiggm borjuis, dimana

ruang publik diartikan sebagai tempat bagi parankauroletar mendialogkan

3 Mulyadi Try, Jual beli tanah hak ulayat dengan pelepasan adbagai syarat pendaftaran
tanah pada suku Tobatdji enjros di kota jayapuegppa,2010.
% Jurgen Haberma3heory and Practicel973:3
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dinamika politik yang mereka alami, serta membangumpul-simpul kekuatan
para kaum proletar. Ruang-ruang publik menurut Habe seharusnya terlepas

dari intervensi kekuatan hegemoni penguasa.

Dewasa ini ruang-ruang publik tidak lagi benar-lermersih dari
intervensi hememoni penguasa. Media cetak danoalktsemisal adalah secara
tidak sadar membentuk rambu-rambu pembatas dani-opini yang menjadi
wacana dalam setiap perdebatan. Ruang publik yamgndperkembangannya
telah menjadi instrumen-intrumen politik dan hegamgenguasa dalam hal ini
negara gtatg. Hampir tidak ada lagi ruang publik yang benamndye bebas.
Mempelajari kasus pemalangan yang dilakukan old&ia-suku teluk Humboldt,
memberikan gambaran bahwa simpul-simpul hegemongyssa secara sadar

mendapat interfensi dari hegemoni masyarakat pletmlk ulayat.

Apakah pemalangan yang dilakukan orang Kayu BatayuKPulo dan
Tobati menunjukan bahwa pengetahuan masyarakatanggntbagaimana
membedakan dan memposisikan ranah akses publilga@ehsang yang layak
diberikan untuk kepentingan umum dan ruang yanggaensimbol-simbol
penguasa (pemerintah dan swasta) yang dapat dijadikbagai ruang tawar-
menawar lgargaining terkait tuntutan atas hak ulayat masyarakat adat.
Pertanyaan ini masih perlu dibuktikan.

Apakah pemalangan yang dilakukan orang Kayu BatayuKPulo dan
Tobati menunjukan bahwa pengetahuan masyarakatanggntbagaimana
mengartikulasikan dan memposisikan ranah aksesikpgbbagai ruang yang
layak diberikan untuk kepentingan umum dan ruanggde simbol-simbol
penguasa (pemerintah dan swasta) yang dapat dijadikbagai ruang tawar-
menawar lfargaining terkait tuntutan atas hak ulayat masyarakat adda
keberanian untuk bersentuhan dengan simbol-simbekudtan hegemoni

penguasa dalam hal ini negara.

Bahwa ruang publik oleh para pemalang justru meérgasaran potensial
pemalangan, dengan alasan logis bahwa, bila pegaladilakukan pada arena
publik maka akan lebih cepat menarik pemerintalukirgelanjutnya menjadi

agenda urgen yang perlu segera ditangani. Data temggmbar pada tabel 1,
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menunjukan beberapa sasaran pemalangan yang manupaéna atau ruang-
ruang publik.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa pada beberaps, kpara pemalang
yang adalah masyarakat asli, acapkali berhadapagadepenguasa atau negara
sejumlah perlawanan, ketika terjadi pembubaran gakgarat dan beberapa
diantaranya harus melalui menjalani proses hukurasydrakat diperhadapkan
dengan hukum karena aksi pemalangan yang dilakuenyebabkan tertutupnya
dan akses-askses masyarakat terhadap ruang pubtikk menjamin rasa aman
dan nyaman kepada setiap warga negara, sejumidakén dan langkah tegas
pun dilakukan.

IV. 2 Orang Kayu Pulo : Makna Tanah Adat

Saya mendatangi Kayu Pulo guna bertemu dengan paéodi,
sepengetahuan saya mencoba menanyakan kepadagseenank ojek laut, yang
setiap hari bekerja mengantarkan orang yang mlidik dari Kayu Pulo ke
Jayapura kota, untuk sampai di Kayu Pulo, satu giikenakan tarif 10.000
rupiah untuk dewasa dan anak-anak 5.000 rupiahk&&gaya meminta untuk
mengantarkan, pak ojek mengatakan kalau hari tetah dan ia segera akan
istirahat mengantar penumpang, ia manawarkan w#tdng keesokan harinya.

Keesokan harinya saya, kembali ke pinggir dermagaamti ojek laut,
hampir 3 jam menunggu akhirnya ada perahu boat gateng, saya pun segera
naik menuju Kayu Pulo. Perahu boat yang dipakaukimijek laut pak Yance,
penjangnya sekitar 5 meter, memakai mesin 25 P&ya $erkenalan dengan Pak
Nurdin orang Buton yang tinggal di Pulo kosong,anga 42 tahun, dan telah

menjadi ojek laut sejak usia 25 tahun.

“...Saya tinggal dari kecil sampe kawin dan punyakasiaPulo
Kosong, pulau kecil yang baku sebelah dengan Kajo, Eisitu
sebagian orang Buton yang tinggal, tong punya otaagdulu
datang kesini dan beli tanah dari orang Kayu Paibis itu ada
keluarga dan orang Buton lain juga kesana dantaeéh, ada
juga yang sampe su kawin dengan orang Jayapurau \eakisu
merdeka tu kami tinggal aman saja, karena kami @uny
hubungan dengan orang asli disini baik, jadi dorhitgng tra
usa takut kam’ tinggal saja nanti torang yang jagakanya
sampai sekarang orang dari Buton tambah banyak utbh P

Melihat klaim..., Fadly Marthen, FISIPUI, 2012  Universitas Indonesia



87

kosong, karena lebih aman disana, walau air aghk dapat,
tapi itu tidak masalah...” (pak Nurdin, 8 Agustus 2p1

Gambar 4.7. Ojek Laut. Satu-satunya sarana transportasi dari Kayu
Pulo, termasuk untuk mengantarkan anak-anak sekolah dari Kayu
Pulo, Pulo kosong ke beberapa sekolah dasar di kota Jayapura.

Saya duduk dekat dengan sang motoris untuk mengaakerbincang-
bincang selama perjalanan ke Kayu Pulo. Menurutn@sinya bahwa bapak
Ondo sedang tidak ditempat, sedang berada di dakéaimun dia menyarankan
agar saya bertemu dengan salah seorang anggotadaelang mungkin sedang
ada di rumah. Walau sudah lama menetap di Jayaipusatuasi yang tidak bisa
dan saya pun baru pertama kali mengunjungi langgwtau ini, saya bertemu
dengan seorang anak kecil dan memintanya untuk mpgman rumah bapak
Ondo, ketika sampai dirumah saya bertemu dengaarsg&erabat bapak Ondo,
saya berkenalan dan menyampaikan maksud kedatasayga namun dari
jawaban yang diberikan, saya dapat memahami bahal@pun sudah lama di
Jayapura, tetap saja saya adalah orang baru diglairasa curiga dan was-was

dari raut wajah dan cara dia menyampaikan inforikkegada saya.

Tanpa terlalu lama disitu, saya pun beranjak dancotea untuk bertemu
dengan kepala kampung setempat. Ketika menganeprasg bapak yang sedang
duduk di depan rumah panggungnya, secara fisils jpgpak ini bukan orang
Papua, saya kemudian menghampirnya dan berbincapytas keadaan
masyarakat di pulau ini. Rumahnya dibangun seperbianyakan rumah di
pinggir pantai yang memiliki banyak tiang dibawaangangat sederhana tetapi
rapih, ada sebuah teras kecil untuk bersantai uiga pelataran seperti panggung
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disamping rumahnya yang penuh dengan perlengkagaamgkap ikan seperti
jaring, pelampung, lampu petromax dan tali tamb&yayi penuturannya, bapak
berusia 54 tahun itu suda datang ke Jayapuraak ssjun 1980, dan dia awalnya
menumpang di rumah salah seorang penduduk astjgaihidup dan membaur
bahkan telah dianggap sebagai sebagai keluargaooéety kayu batu. Warga
yang mendiami Kayu Batu tidak saja didominasi oteang asli, tetapi dari
pengamatan saya, ada jua keluarga dari Buton yagaghidup membaur dengan
masyarakat asli Kayu Pulo. Sedikit informasi yamyas dapatkan dari bapak
kepala kampung, lantaran ia juga menyampaikan laag yserupa bahwa kalau
masalah tanah dia tidak banyak memahami, dan iayan@mkan saya untuk
bertemu langsung dan berbicara dengan Ondoafi.

“...kalau nama kampung ini Tahima Soroma ini juga baru

diganti setelah ada perubahan struktur organisasnpking

disini, pas waktu ada dana otsus untuk kampung nyakada

nama kampung disini. Dulunya orang biasa bilang ramgy

nelayan atau kampung Kayu Pulo bagitu saja, kabal status

tanah disini saya tidak terlalu tau, tempat sayanb@ngun

rumah ini saja, hanya dikasi secara cuma-cumaodang Kayu

Batu, jadi saya tidak punya hak atas tempat ing bewaktu-

waktu saya dapat diusir, ya... saya harus keluainidada

beberapa orang yang karena sudah kenal denganaihiknya

dikasi tempat disini, ya kalau dikasi gratis pastmua orang

juga mau, lihat saja, sekarang jayapura sudah sekali, di

kota sudah tidak ada tanah lagi, orang bangun ruseatakin

naik ke gunung, jadi saya bersyukur dapat tempsinidi.”
(wawancara dengan pak Udin, tanggal 8 Agustus 2012)

Dari diskusi ini saya juga diberitahukan rumah tampnggal kepala
kampung Tahima Soroma, bapak Fredrik Chaay, setegiamitan dengan pak
Udin saya mendatangi rumah pak kepala kampung, a@am sebutan
masyarakat setempat kepala KPK (kepala kampungmuNabapak Fredrik
sedang tidak ditempat, saya kembali ke tempat pakn,Umelihat terus
mengamati aktifitas warga kampung Soroma, pak Wdmdiri memiliki sebuah
motor tempel yang digunakan untuk aktifitasnya seferi sebagai nelayan,
setelah lama berbicang dengan pak Udin, sambil regkamn isyarat tangan ke
arah seorang bapak yang sedang berjalan dari lejaumhengatakan bahwa itu
pak KPK baru datang, akhirnya kami bertiga berbagcdan pak KPK mengajak
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saya dan pak Udin berbincang dirumahnya. Sudah|@ikmalam, saat kami
mulai berbincang dengan beberapa cangkir kopi ydibgat oleh istri pak
Fredrik,

“...kalau Ondoafi Besar Kayu Pulo itu Bapak Gaspai Selaku
Pimpinan Adat yang tertinggi yang mengawasi Kampung
Tahima Soroma (Kayu Pulo dan Pulo Kosong). Keduduka
Ondoafi tidak dilakukan pemilihan seperti biasangangan
musyawarah, namun jabatan Ondoafi itu statusnyaniur
temurun. Ondoafi Gaspar Sibi yang sekarang ini rgantjkan
bapaknya Leonard Sibi yang sudah meninggal. Di KBgtu
ada beberapa kepala suku besar yang membawahisaligu-
yang ada dalam masyarakat Kayu Pulo seperti baplas S
Youwe, sebagai kepala suku Youwe, bapak Frans Shiagai
kepala suku Sibi, Bapak Fredrik Haay kepala sukaytaapak
Hengki Sorro kepala suku Sorro...” (wawancara dengapak
Fredrik Chaay, tanggal 8 Agustus 2012).

Kampung Tahima Soroma

Gambar 4.8 : Kampung Tahima Soroma, RT 1 dan Pulo
Kosong RT 2 (Kayu Pulo) sumber : Google Earth

Kampung Tahima Soroma (Kayu Pulo) merupakan ssddiln kampung
yang termasuk dalam wilayah Administratif Distrigydpura — Kota Jayapura,
luas wilayah kampung keseluruhan adalah 1,70 MAgaie batas-batas wilayah

sebagai berikut :

* Sebelah Utara berbatasan dengan : Teluk Humboldt
» Sebelah Selatan berbatasan dengan . Kelurahapuyaga
» Sebelah Timur berbatasan dengan . Laut Pasifik

* Sebelah Barat berbatasan dengan : Keluarahan Imbi
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Jenis ternak yang diusahakan oleh masyarakat utelgyam dan babi.
Untuk ternak babi merupakan milik pribadi masyatakampung RT 1 (Kayu
Batu) dan Ayam, milik pribadi masyarakat kampung R{Pulau Kosong) Babi
di jual ke masyarakat dan ada juga yang di jualgesar Hamadi. Potensi laut
yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat adalatang&ap ikan dengan cara
memancing ataupun menjaring. Hasil tangkapan salaink di konsumsi sendiri,
ada juga yang dijual namun dalam jumlah yang tashakpabila sedang musim
ombak, masyarakat akan mencari mengkonsumsi ikainkésamba. Seluruh
rumah tangga telah mendapatkan air bersih melatingan pipa PDAM Kota
Jayapura. Air ini digunakan untuk keperluan mematakkebutuhan air minum.

Di kampung Tahima Soroma terdapat 188 kepala kgduar

“...disini pemerintahan adatnya dipimpin oleh Ondoafi
(Harukre), didampingi oleh kepala-kepala Suku/Kkaét
(harukhagha). Kedudukan para pemimpinnya diperoleh
berdasarkan pewarisan (ascribed status) yang fdiersi
senioritas, urutan kelahiran (hak kesulungan) mauglan
berdasarkan garis patrilineal dan diwariskan sedaran-
temurun. Semua hal kehidupan yang menyangkut pemargua
pelaksanaan, penetapan, peyelesaian berbagai maskla
pemberian sanksi kepada  masyarakatnya  menjadi
tanggungjawab Harukre. Peranan yang dimiliki olelorang
Harukre dan Kepala Suku sangat penting di dalamemtekan,
memutuskan, setiap aktivitas kehidupan maupun grpro
pembangunan yang dijalankan masyarakat adatnya...”
(wawancara dengan bapak Fredrik Chaay, tanggal @stag
2012).

Keluarga Batih (wawaye), yang terdiri dari ayahy,ildan anak yang
belum berkeluarga dan menempati satu rumah tanggapakan kelompok
kekerabatan yang terkecil di Kampung Tahima Sorddedain itu terdapat juga
kelompok keluarga luas (extended family) atau Werét yang terdiri dari
beberapa keluarga batih yang menempati satu rutaabga. Kelompok-
kelompok sosial kekerabatan yang terdapat di Kampidiahima Soroma
antaralain: Sibi, Soro, Youwe, dan Hay, di manabdradaan setiap anggota

adatnya apakah itu laki-laki atau perempuan [|sawmttan garis laki-laki
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(patrilineal). Masyarakat di kampung Tahima SordRial seluruhnya menganut
agama Kristen, Sedangkan RT 2 (Pulau Kosong) detyau menganut Agama

Islam.

Pendapatan utama masyarakat di Kampung Tahimar@aorokup bervariasi
ada yang bekerja sebagai, nelayan, pegawai neigdri dan ada yang sudah
memulai usaha kecil dengan membuat kios. Selaim pencaharian bervariasi,
ada sebagian kecil masyarakat memiliki mata pem@ahdari jasa angkutan laut
(ojek) laut, terutama kaum lelaki/bapak. Aktivifaslayanan jasa angkutan laut
ini cukup lancar dan banyak membantu masyarakakymergi ke Kota maupun
pulang ke Kampung. Sebenarnya Pemerintah telah ndampu membangun
dermaga sampai ke Kampung Tahima Soroma. Namum&drerbagai alasan
keamanan, masyarakat Kampung ini tidak menyetigmimngunan dermaga itu
sampai ke Kampung. Alasan utama adalah alasan keamgaitu untuk
mencegah orang-orang yang jahat atau tidak punyenke@gan masuk di

kampung.

Sebagian besar rumah penduduk adalah rumah papdmgriantai papan.
Pada pembangunan rumah penduduk tiang-tiang runestgumakan jenis kayu
yang kuat jika terkena air laut semakin kuat. Suretlilyang menarik dari tiang
penyangga rumah ini adalah sekalipun dimakan @eis tiram laut namun tidak
akan merusak tiang-tiang tersebut. Belakangan uga jsudah ada beberapa
masyarakat Kampung mengunakan cor beton denganréksisbeton. Namun
jumlahnya rumah yang menggunakan konstruksi iniilmasdikit karena biaya
yang dikeluarkan untuk keperluan penggunaan beioretative mahal.

Diskusi saya dengan pak Udin dan pak Fredrik cuélgh’ bertiga malam
itu, banyak hal yang kami diskusikan, bahkan begisenaarga juga bergabung
dalam diskusi ini, hingga kami juga mendiskusikarspalan tanah di kota
Jayapura, pak Fredrik cukup banyak tau tentangadejmampungnya dan kota
Jayapura, dari sekian orang Kayu Batu yang sayaitgrak Fredrik adalah satu
satunya orang yang relative muda yang punya pemggtabanyak soal sejarah
kota Jayapura dan kampungnya, menurut saya pakiEradmang sosok yang
cukup pantas manjadi seorang kepala kampung, mepakuFredrik kita tidak
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bisa terus-terus menyalahkan pemerintah oleh persd&terbatasan tanah dan
hilangnya status tanah milik masyarakat adat pagnfilk ulayat, atau kurangnya

keterlibatan orang asli dalam penyelenggaraan peguen,

“...kita terlalu sering salahkan pemerintah, dan rjgraekali
melihat kedalam diri kita sendiri, dunia ni terusrfiutar kalau
tong tra berusaha menyesuaikan diri ya pasti kiten dertinggal,
kalau suda tertinggal satu langkah dan tidak béaukajar, akan
ketinggalan dua langkah lagi dan seterusnya, kakadgng
kalau sudah tinggal jauh, maka orang cenderungalan pintas
untuk tidak tertinggal, misalnya pemalangan itu katah satu
jalan pintas to, saya sebenarnya tidak sependabat klengar
orang kampung mau bikin rencana untuk pergi pajzaigng,
yang sa ada dengar lagi ni dorang mo pi palang yaalyy depan
GOR itu, yang ada baru bangun. Sa biasa kasi amak-a
pemuda dorang nasehat kalau ada ibadah kaum mad&adau
ada pertemuan karang taruna di kampung sini. Telpb#ginya
sa tra bisa atur lagi, karena ada orang-orang deyu@s yang
pimpin dorang jadi, bagitu suda,tong tinggal dengarita
saja...” (pak Fredrik, tanggal 8 Agustus 2012)

Berbeda dengan pak Jerry dan pak Udin yang menykamppandangan
yang sedikit berbeda dengan pak Fredrik, menututlipay,

“...tanah-tanah ini dari dulu sudah bermasalah, s&alkanda
dong masuk disini, saja dorang su bikin kacau, @rdayapura
bukan baru sekarang tra punya tanah-tanah lagistaa sejak
dulu diusir dari tanahnya sendiri, makanya sa pikilau orang
Jayapura palang-palang dan minta ganti rugi, yashbayar to,
kan memang dorang yang punya tanah dari dulu, kalau
pemerintah dong tra sanggup minta ke Belanda sakan dong
pu uang banyak. Masa tra sanggup lihat saja pejdbay
korupsi banyak-banyak itu, dari pada dong korupsinding
bayar pelepasan tanah sama masyarakat, iyo yoekl, lotidak
ini kalau dong mau palang mall baru nanti sa jugd pimpin
barisan di depan, nanti kam lihat...” (pak Jerry,gustus 2012)

“...kalau sa pikir, pemerintah dorang jangan hanyehggan
pengusaha dan kontraktor dorang punya kebutuhan &gpi
lihat juga apa yang ketorang butuh, kalau masyaraida
palang-palang begini dorang harus cari akar masgdatu dari
mana, kenapa masyarakat tra bisa usaha atau pengaasilan
sendiri, kalau pemerintah dekat dengan masyara&at lebih
perhatikan masyarakat punya kekurangan, mungkidatra
palang-palang, dorang juga tra pintar ambil hatsyagakat jadi,
masyarakat tra percaya lagi mala jadi musuh pemaérin” (pak
Udin, tanggal 8 Agustus 2012)
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Menurut pak Fredrik bahwa, kewibawaan seorang Ohdoaah mulai
berkurang, pemahaman tentang fungsi dan tanggwmapjantara kepala suku
dan Ondoafi menjadi kabur sehingga wewenang kedu&rkandang tumpang
tindih, akibatnya masing-masing saling berlomba umgrkan kekuasaan masing-
masing, termasuk juga mengenai batas tanah yaggédikini belum ada sebuah
langkah konsolidari untuk mencapai kesepakatamligrbersama antara para
Ondoafi dan kepala suku.

“...Kalau suda ada keputusan bersama tentang batayavi

ulayat tentu tindakan-tindakan pemelangan bisardigi, yang

ada sekarang, pemalangan ditempat yang sama beaikdin

oleh suku yang berbeda, dimana masing-masing sekyatakan

bahwa lokasi tanah merupakan hak nya. Sehinggaenugikan

semua pihak terutama warga masyarakat pada umumang

tidak dapat beraktivitas sebagaimana biasanya...‘wéamaara
dengan pak Fredrik tanggal 8 Agustus 2012)

Saya bersama beberapa warga masih berdiskusi hinggh 02.30 WIT,
karena sudah menjelang terang, beberapa warga kankambali ke rumahnya
masing-masing sementara saya diajak pak Fredrikkuistirahat dirumahnya,
keesokan pagi kira-kira jam 11, saya diajak oldhRradrik untuk bertemu bapak
Ondoafi di rumahnya, sebelum itu saya mengamataib@ana aktifitas orang-
orang di Kayu Batu pada pagi hari, sejak pagi-mekali sekitar jam 06.30,
beberapa ‘mama-mama’ sudah mulai menyibukan dirdapur, menyiapkan
makan dan minum baut keluarga, sebagian lainnydn telemegang kerangjang
belanja kemudian berdiri di pinggir jembatan mergingjek laut, saya sempat
berbincang dengan beberapa mama yang ada disamgatée mereka akan ke
pasar Hamadi untuk membeli pinang dan bahan-bahtak tnembuat roti bakar
yang akan di Jual di kota ketika sore nanti, alagarkarena kalau pagi masih
bisa dapat pinang yang bagus dari orang Skow ataw Gelain itu bisa ada

banyak waktu sepulang dari pasar untuk membudt ledmyak roti bakar.

Setelah itu saya dan pak Fredrik berjalan kerumak @ndo yang
jaraknya tidak jauh dari rumah pak Fredrik, kelksmtubapa Ondo sedang di

rumah dan hari tidak ada kegiatan keluar, ini kgsdan yang baik bisa langsung
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bertemu dengan bapak Ondoafi, dan lebih menarigneamasih ditemani oleh
pak Fredrik, paling tidak saya dapat mengamati ipe@a keberagaman
pemikiran dan kontestasi interpretasi terhadap @makanah yang ada dalam

kosmo masyarakat adat Kayu Batu.

Setelah duduk berbincang sebentar saya dan pakikFidjak makan
papeda, karena sudah hampir jam 1 siang, mama Suatidn menyiapkan papeda
dan ikan segar yang dikasi pak Udin tadi, pak Ubiiassa memberikan ikan
kepada pak Ondo kalau sebelum ia ke pasar, pakpuioiiya kerambah jadi kalau
tidak mencari ikan di laut, pak Udin ambil di kefaah miliknya untuk dijual
atau sekedar untuk dimakan sehari-hari. MenurutFpallrik orang-orang Bugis,
Buton dam Makasar yang tinggal di Pulau kosonghgemembawa ikan kepada
bapa Ondo.

“...bapa suka makan ikan segar-segar, tra suka yarang

beli dari pasar, kadang suda kasi es, bapa mautikanasi

hangat-hangat dari laut, ini ikan anak buton satysambil

menunjuk ke arah rumah pak Udin) yang biasa bawaad

bapa suka ikan begini jadi biasa de bawa, bapaalsasu

mama kasi de punya uang bendin tapi selalu de ,taéak

kadang kalau bapa sendiri yang kasi, dia terimeeraakalau

tolak nanti bapa mara dia, jadi terpaksa dia ambil
saja’...(Ondoafi Kayu Pulo, 9 Agustus 2012)

Pemandangan sedikit berbeda saat kami makan, dihryggak Ondo ada
beberapa anggota keluarga, ada 3 orang anak lakidian 2 orang anak
perempuan namun ketika makan baik mama Ondo malmdua anak
perempuan tidak ikut makan bersama, yang dudukntEian saat itu semuanya
laki-laki ; pak Ondo, Pak Fredrik, saya, dan duakalaki-laki yaitu keponakan
pak Ondo, saya pun iseng bertanya kepada pak Omelopgapa mama dan adik
perempuan tidak gabung makan dengan kita, laluGQratko mengatakan bahwa
tidak apa nanti setelah anak dorang juga makarabkekita makan. Agaknya
penempatan posisi dan peran perempuan pada masyaddt di Jayapura dan
Sentani memiliki kesamaan, sayapernah ingat kgik@da sebuah kesempatan
mengungjungi keluarga ibu di pulau Asey di Danant&s, pemandangan yang
sama saya dapatkan, dimana ketika papeda dihidardjki@ngah-tengah ruang
makan, maka semua laki-laki yang ada di panggilkimhakan sedangkan ibu,
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saudara, teman, anak, adik (perempuan) baru akkams@telah semua laki-laki
selesai makan. Setalah selesai makan kami pun méeupelakang rumah pak
Ondo disana ada teras panggung yang cukup besatedah, kami bersantai
lantai teras yang terbuat dari kayu nibun (sejgrubon enau yang batangnya
dibelah-belah) sungguh sejuk disini dengan angihyang sejuk, membuat saya
mengantuk, namun saat itu seorang keponakan pako Gaetang dan
menceritakan beberapa ‘mop’ yang membuat kami kéndgemnangat karena
kelucuan cerita mop tadi. Karena ketika makan &edia telah menceritakan
maksud saya datang di Kayu Pulo, lantas pak Ondaimembagi cerita dengan
saya dan pak Fredrik.

“...Anak , bapa dorang ini bukan yang menetukan semua
keputusan di kampung ini, jabatan yang bapa se@§granya ini
bukan untuk bapa atau bapa punya keluarga sajautspk
semua orang Kayu Batu, kalau bapa bisa makan dsiapapa
punya masyarakat harus bisa makan setiap hari jkaiau
banyak orang kampung kelaparan, itu berati bak tidsa jadi
Ondoafi, semua bapa yang bapa lakukan ini untukyanakat,
kalau pemeritah dorang mau kasi sesuatu ya jangka $yarat,
kasi buat semua orang yang ada di kampung, sugayaasbisa
rasa, makanya orang kadang lihat Ondoafi tra pipa-apa, tapi
supaya anak tau saja, seorang Ondoafi itu satgtangwab
besar, apa lagi jaman moderen seperti sekarangakamntutan
dan banyak kebutuhan harus kitorang penuhi, dutingrtua
kami bisa berkebun, bisa mencari ikan dengan mudahkalau
sekarang tidak begitu, sudah banyak perubahan dierja
pemerintah buat aturan yang kadang buat rakyat lsensalit
untuk hidup, orang dari luar semakin banyak datengayapura,
dengan segala kehebatan yang dorang punya, bodrigr kala
jauh. Setelah sekian lama hidup dengan segala itegsul
membuat banyak perubahan dalam kehidupan masyacaéag
jadi cepat marah, stress, banyak keluarga yangeladnk baku
pukul, orang baku bunuh, semua itu terjadi terus waktu ke
waktu...” (Ondoafi Kayu Pulo, 9 Agustus 2012).

Menurut bapa Ondo bahwa hidup masyarakat sedikikaimaerubah
dengan adanya dana OTSUS yang dibagikan kepadm detpala keluarga di
kampung-kampung ada kembangkan sebagai modal usghaada juga yang
tidak mampun mengembangkan usahanya dengan baikggahberhenti di
tengah-tengah jalan, rasanya terlalu cepat mendrenlang langsung kepada
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orang di kampung, bagaimana dengan saudara-saydagatinggal dipelosok
yang jauh dari kota, tentu mereka akan kesulitatukumengelola uang yang
diberikan, hal membuat masyarakat memilih pergukimhembeli hal-hal yang
tidak perlu di kota, seperti HP, televise, videayelr dan keinginan-keinginan

yang lain. Lalu uang habis dan masyarakat hidujpbiaga-biasa saja.

“kalau ada gerakan masyarakat adat untuk palarajpgabnah
di Jayapura ini, kita tra bisa salahkan masyarakiat, mereka
kan dikasi kehususan dalam undang-undang OTSUSaidii,
kemudian kekhususan itu yang sekarang dorang tusaya
sebagai pemimpin adat disini, tidak bisa melaramgeka, saya
hanya ingatkan untuk jaga keselamatan jangan loklaka
orang lain itu saja, dan mereka dengar dan lakuakenyang
saya kastau. Kalau dorang mau pergi palang tempaing, saya
panggil dorang trus tanya, kamorang mo palang tewhpaana,
trus saya kastau dorang, perihal status tanahn&aderang
kadang tidak tau, itu tanah sudah pernah ada pelapatau
belum, saya punya surat-surat yang dari zaman 8alaampai
sekarang, yang bapa saya simpan dan sekarangaaypggang
semua, jadi kalau itu pernah ada pelepasan adatyalarang,
karena itu sudah pernah ada kesepakatan dan pembaya
sebelumnya, jadi jangan sembarang kalau mo pal@gdoafi
Kayu Pulo, 9 Agustus 2012)

Manurut pak Ondo juga bahwa aturan yang negara Budatetap kita
ikuti tetapi aturan adat pun jangan sampai dilupakerkadang sebagai Ondoafi
ada posisi-posisi dilematis ketika beberapa kepalka secara sepihak melakukan
klaim atas tanah di Kota Jayapura, tanpa sepengata®ndoafi besar, pada
beberapa kasus pemalangan seperti itu, dimana ®idoa mengetahui setelah
telah terjadi pemalangan terhadap suatu tempat.

“...Jangan kira hanya di DPR sana yang orang bisala@iakarena

tidak ada kesepakatan, di dalam pertemuan-perteradanjuga

sering sekali terjadi, antara kepala suku denggalkesuku lain,

soal batas tempat dan hak milik tanah, dorang tlakakyak tau

soal cerita-cerita orang tua dulu jadi dorang klaembarang-

sembarang saja, sudah tau salah tetap dorang qektal) karena

dorang suda bayangkan uang yang akan dorang dagrat d
pemalangan...” (Ondoafi Kayu Pulo, 9 Agustus 2012)
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IV. 3. OTSUS : Posisi Tawar Masyarakat Adat

Salah satu hal yang membuat para kepala suku kera# untuk
melakukan pemalangan adalah beberapa klausul ddlamang-Undang No.21
tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi ProvinsiuBafsehingga tidak ada
kepedulian lagi dengan cerita-cerita sejarah amstang hak dan wewenang
masing-masing suku, batas-batas tanah milik matga suku. Kepala-kepala
suku bersikeras bahwa undang-undang OTSUS telahjamien hak-hak
masyarakat adat sedemkian rupa sehingga penurdataklaim ganti rugi atas
tanah telah menjadi hak yang harus diterima orafigPapua, terutama pemilik
hak ulayat atas tanah. Pasca keluarnya UU Otorkdmasus tersebut, bentuk
kongkrit pengakuan hak masyarakat adat Papua dgiaandalam dua Perdasus

yaitu :

1. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23unT£008
Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan HakoRgan
Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah dan

2. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 2unTé&008

Tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Di Pro\ragiua

IV. 3. 1. Perlindungan Masyarakat Adat

Perlindungan Masyarakat Adat Salah satu titik teésus Papua adalah
bagaimana menghargai masyarakat adat di Papuan&ére dalam UU Otsus
Papua dimasukkan satu bab khusus mengenai pengahasyarakat adat yaitu
Bab XI Tentang Perlindungan Hak-Hak Masyarakat A&asal 43 pada bagian
ini mengatur bahwa :

(1) Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghtormeelindungi,
pemberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyad&atdengan
berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yaraekberl

(2) Hak-hak masyarakat adat meliputi hak ulayat maggataukum adat dan

hak perorangan para warga masyarakat hukum adgtbgeangkutan.
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(3) Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenygtmamasih ada,
dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukumyadat bersangkutan
menurut ketentuan hukum adat setempat, dengan mength
penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperdbelk fain secara sah
menurut tatacara dan berdasarkan peraturan pergHutaiangan.

(4) Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan waaggarakat hukum
adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui mawsyah dengan
masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkatak memperoleh
kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukaupun
imbalannya.

(5) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota memberikan asedaktif dalam
usaha penyelesaian sengketa tanah ulayat dan haka&rorangan secara
adil dan bijaksana, sehingga dapat dicapai keségrak@ng memuaskan
para pihak yang bersangkutan.

IV. 3. 2. Beberapa Definisi

1.

Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilgyakan, serta
dipertahankan oleh masyarakat adat setempat Secaratemurun.

Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidupndala
wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertdengan rasa solidaritas
yang tinggi di antara para anggotanya;

Hukum Adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidapam
masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan tdhlparkan, serta
mempunyai sanksi;

Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak
kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan &drigerta tunduk kepada
hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yanggitidi antara para
anggotanya;

Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh malsgataukum
adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang pad@an lingkungan hidup
para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkaah, hutan, dan air
serta isinya sesuai dengan peraturan perundangigaada
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7. Orang Asli Papuaadalah orang yang berasal dari rumpun ras Melayasig
terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua d&aaorang yang diterima dan
diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakaPagua;

8. Penduduk Provinsi Papua yang selanjutnya disebut Penduduk, adalah
semua orang yang menurut ketentuan yang berlakiaftar dan bertempat
tinggal di Provinsi Papua.

Sebagai tindak lanjut dari Bab XI tentang Perlmgln Hak-Hak
Masyarakat Adat UU Otsus Papua, pemerintah Papugundangkan Peraturan
Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 200&amhg Hak Ulayat
Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Perorangan Warga Bftakat Hukum Adat
Atas Tanah (Perdasus MHA Papua).

Perdasus ini mengatur tentang bagaimana prosesipeng MHA Papua,
bagaimana pengelolaan hak ulayat tersebut,hak kemajpenyelesaian sengketa
dan pembiayaan. Perdasus ini memberikan pengdtisdnUlayat masyarakat
hukum adat atas tanah adalah hak persekutuan ypogydi oleh masyarakat
hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentuy yaerupakan lingkungan
hidup para warganya yang meliputi hak untuk menstkém tanah beserta segala

isinya sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Sementara itu hak perorangan warga masyarakat haklathatas tanah
adalah hak perorangan yang dipunyai oleh warga analksgt hukum adat tertentu
atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkartgdupnya yang meliputi
hak untuk memanfaatkan tanah beserta segala is@yaai dengan peraturan
perundang undangan.Dengan pengertian yang diurdikéas, subjek hak ulayat
adalah Masyarakat Hukum Adat (MHA) sebagai komuteath MHA sebagai
individual. Perdasus ini hanya mengakui Masyarakalkum Adat yang dapat
memiliki hak ulayat, sementara itu Masyarakat a@d4A) tidak diatur sama
sekali. Dibawah ini perbandingan pengertian anlMfadan MHA yang diatur

dalam UU Otsus Papua dan Perdasus MHA Papua.

IV. 4. Suku Youwe : Pemalangan Mall Jayapura
Mall adalah publik yang sepintas lalu difungsikaanyea sebagai pusat
kegiatan jual beli komoditi modern masyarakat k@adi Susanto, 2005 :72).
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Saat berada di lapangan, saya mendapat informasintg rencana pemalangan
mall Jayapura dari salah seorang pemuda dari kagnpahima Soroma, rencana
pemalangan akan dilakukan oleh suku Youwe padagtdnt3 Agustus 2012.
Saya memutuskan untuk melihat langsung bagaimamalpagan dilakukan di
Mall Jayapura yang saat itu dalam proses pembangudari keseluruhan
bangunan sudah sekitar 75 persen, menyisahkan dpebéantai yang belum
selesai di rapikan. Saat saya berada lokasi pegetasaya melihat dengan salah
seorang pemuda yang sebelumnya saya bertemu sada sk kampung Tahima
Soroma kayu Batu, pemalangan mall Jayapura di kiordieh Pieter Youwe,
yang juga berasal dari Kayu Pulo, karena telah meggsalah seorang yang juga
ikut pemalang, saya sedikit mudah untuk bisa madak bergabung dengan
barisan para pemalang yang sudah sejak pagi bdrdaleasi pembangunan mall
Jayapura ini. Sejak para pemalang ada di lokasisgmua pekerja bangunan
menghentikan pekerjaan mereka, ada 6 buah truk prtiyek yang parkir di sisi
jalan karena tidak dapat masuk ke lokasi proyekpiBiu masuk proyek ada dua
batang balok dan beberapa papan yang dipalangggghitidak bisa dilalui
dengan kendaraan proyek. Saya pun sempat bertengamenandor proyek,
yang berdiri tidak jauh dari bangunan ini, menwahg mandor, ada lebih dari
100 orang tukang yang karja disini, sebagian daaraptukang sengaja
didatangkan dari Jawa ada juga dari Makasar unteknlbantu mempercepat
proses pembagunan mall ini, intensitas pekerjaarpada landai dasar yang akan
segera dibuka dalam waktu dekat ini, yaitu Hypetmar

“...ya kami dibebankan dengan waktu penyelesaiamgiozan

ini, dari kontraktor kami, kalau semakin lama kagpara tukang

dan pasti biaya juga akan membengkak, karena tidak

pemalangan akan di buka kapan, saya harap bish tspat
supaya bisa segera selesai...”

Sementara itu sebagian pemalang sedang berjalan-gilam gedung,
sekedar melihat-lihat gedung yang lainnya sedangasang sebuah baliho besar
dilantai 2 mall, tertulis “Pekerjaan Proyek Dihd&aim Sampai Masalah Hak Atas
Tanah Selesai”, Tanah ini Bukan Milik Bupati Jayapuetapi Milik Suku

Youwe-Kayu Pulo.
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Gambar 4.9 : Pembangunan Mall Jayapura yang
tertunda akibat pemalangan

Salah satu dari para pemalang mananyakan kalau kimuegya adalah
wartawan, atau intel, atau aparat keamaman, tgpi sgenjelaskan kalau saya
adalah seorang mahasiswa yang akan melakukan tmemelmemang sejak
adanya PETRUS (penembakan misterius) di kota Jagaparga selalu menaruh
curiga kepada orang-orang baru yang hadir di linglam mereka. Menurut saya,
Tidak butuh waktu lama untuk bisa lebih akrab daemiaur dengan para
pemalang walau hanya seminggu secara rutin sagaglal lokasi pemalangan,
saya banyak melihat, mendengar dan merasakan iseagaimana perilaku dan
kehidupan mereka yang sebagian masih berusia rmatia 23 hingga 30 tahun.
Saya tidak mengalami kendala dalam menyesuaikan d#ingan perilaku,
logak/dialek, dan kebiasaan, karena tentu saja@#§yigp memahami perilaku dan

kebiasaan masyarakat Jayapura pada umunya.

Sebelum para pemalang melakukan aksi pemalangagkanéerkumpul
untuk merencakan terlebih dahulu dirumah pak PBieteenurut seorang
pemalang, pertemuan dilakukan sebanyak tiga kadappertemuan pertema
mereka dipanggil oleh ke rumah pak Pieter mendepgajelasan pak Pieter
tentang rencana pemalangan dan status kepemilizgaahTyang akan dipalang,
setelah mendengar rencana itu pada pertemuan keiguncanakan bagaimana
langkah-langkah aksi pemalangan, mulai dari mekantuwaktu dan pembagian

tugas saat aksi berlangsung.
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“...nanti tanya lagi ke Om Pit lebih jelasnya, karei yang pu
tugas kasi informasi kalau ada wartawan atau ordag
pemerintah datang, tapi ini sa cerita yang sa agy fadi om Pit
ini memang dia pintar susun-susun rencana bagalguktra
salah om dia su sarjana, jadi sa lihat di de puatuta ada papan
putih dan spidol, jadi waktu torang kumpul, pacekdga pak
guru begitu sambil berdiri menjelaskan di dekatgrgsetelah 2
hari tong ketemu, saya dapat tugas untuk kumpuk-anak
muda untuk ikut palang, jadi sa cari teman-temargyaau ikut
gabung, kalau kurang sa telpon teman yang tinggaladhadi
dan Abepura, sa ajak saja kalau tra mau ya saksapsa bilang
saja ada rencana pelang besok, mau ikut k tidgkatdaakan,
uang dan rook gratis, kalau mau datang. Kebanyakaajak
teman-teman yang tidak ada kerja, tapi ada jugagyan
mahasiswa, kalau yang mahasiswa, sa bilang sajahika pake
tambah-tambah biaya kuliah to, jadi akhirnya mau...
(wawancara dengan Trevor, salah seorang pemakamggal 13
Agustus 20012).

Saya belum dapat bertemu dengan pak Pieter kam@saits sedang
melakukan negosiasi dengan beberapa orang darirjp¢aiman dan kepolisian
setempat. Saya juga sempat berbincang dengan gewrarga yang tinggal
disekitar lokasi pemalangan, namanya pak Herrygyardah tinggal di daerah
APO Jayapura 18 tahun, menurut pak Herry setelahyadadanya OTSUS ini,
aksi palang semakin sering terlihat di masyarakédsyarakat adat seakan
mendapat pengakuan dan perlindungan dengan unclagg OTSUS dan
melakukan berbagai aksi pemalangan menuntut gamtigkan atas hak ulayat

mereka sebagaimana di atur dalam OTSUS.

“kalau tanah yang saya bangun rumah waktu itu baliatahun
1998, sama Ondoafi langsung, sebelum beli sayaHd Bek
status tanah, saya tidak mau dirugikan karena té¢eraan saya
bilang kalau mau beli tanah di Jayapura harus Iebtihati dan
teliti, kadang kita beli dari orang yang salah, yamengaku
sebagai pemilik tanah, nanti pas kita sudah bangumah,
datang orang dari marga lain yang juga mengakugseipgmilik
tanah. Setelah dari BPN saya dapat informasi ktdaah itu
tidak bermasalah dan tidak dalam sengketa, barderbar
mencari pemilik sah Tanah, sa cukup tau juga kdialayapura
yang pegang peranan itu Ondoafi jadi saya ketemrmpaie
Ondoafi langsung, dari pak Ondoafi baru saya dapatnjuk
kalau tanah itu milik marga apa, dan siapa kepalka sjang
punya hak, baru saya ketemu nego harga kalau ddpekasaya
berani bayar. (Pak Herry, Warga APO Jayapura, @ngdg
Agustus 2012)
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Sekitar jam 2 siang saya kembali lagi ke lokasiefigan, disana saya
bergabung dengan para pemalangan yang sedang gadukl bermain kartu
domino, setelah bermain sekitar satu jam, seorammugda datang dengan
membawa kantong pelastik besar yang isinya makdaarair minum, kemudian
membagikannya kepada kami yang ada disana, setetddan kami kembali
melanjutkan permainan hingga sore, permaianan domircukup menarik sebab
memakai aturan yang unik, aturannya adalah siapg ialah harus minum air
segelas besar, saya sempat mengalami tiga kalilakela sehingga harus
mematuhi aturan main yang ada, karena tidak sanzgipsaya pun, meminta
seseorang menggantikan saya, atas keputusan mumdunembuat mereka
tertawa dan saya dijadikan bahan lelucon (“...kenapandur, maju pantang
mundur, sampe poro pica...”), tetapi dengan begitta Saerasa semakin bisa

membaur dengan para pemalang.

Ketika hingga jam 9 malam saya masih berada disiopgmalangan,
kadang kalau lelah, saya berbaring di sebuah terpad) dibentangkan diatas
tanah. Kalau pada siang hingga sore ada banyakgoyang ikut dalam
rombongan pemalang, maka saat malam tersisa limmg@aja, sekali lagi salah
satu penyebab adalah situasi kemanan yang tidattukdrdi Jayapura membuat
warga kota lebih memilih tidak keluar rumah paddamahari, terbukti pada jam
sepuluh malam aktivitas warga tidak lagi se-ramasdnya, hanya beberapa
mobil dan motor patroli miliki aparat keamanan yamgsih ‘maraung-raung’

memecah kesunyian jalan-jalan kota.

Saat sudah tengah malam, om Pit panggilan pakrPdatang ke lokasi
pemalangan menanyakan anggota lain yang tidak ada& saat itu hanya ada
lima orang diluar saya. Melihat kondisi ini om Riarah dan mengatakan kalau
mereka yang pulang hanya mau uangnya saja, katgutldak mau, pak Pit lalu
menyuruh mencatat nama-nama anggota lain yang sudahg, lalu menyuruh
Trevor membuat kopi untuknya, setelah beberapa stk om Pit kemudian
menanyakan kahadiran saya di tempat pemalangan,sila menyampaikan
tujuan saya ada ditempat pemalangan dan setelahpatu Pieter lalau

menceritakan tentang apa yang mereka lakukan imasemata merupakan
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bentuk penyataan kepada pemerintah tentang elsistexasyarakat adat
sebagaimana seharunya.

“...sebenarnya kalau pemerintah mau kerjasa samaaddvajk
dengan masyarakat adat mungkin tidak perlu ada aksi
pemalangan seperti ini, sebenarnya tanah ini dala dnilik
orang tua kami yang deberikan kepada pemerintalhupabn
Jayapura kala itu, sebelum berubah status menjaola K
Jayapura, ketika itu ada sejumlah perjanjian yairsgpakati,
semua ada bukti surat-suratnya, tetapi setelahgonaa kami
meninggal perjanjian itu tidak dilanjutkan, tempait dulunya
adalah kantor DPRD Kabupaten Jayapura, namun Betela
pemerintahan kabupaten Jayapura pindah ke gunumghme
lokasi ini kosong sekitar tujuh tahun, kami mengataya ada
rencana pembangunan mall tahun 2008 dan kami mainyur
pemerintah Kabupaten Jayapura perihal penyelesaiatus
tanah dan pembayaran ganti rugi, hamun hingga peguoban
mall jalan tidak ada tanggapan atas surat kami Sekarang
susah kalau minta baik-baik jadi harus pake calangasupaya
pemerintah dorang pu mata ta buka...Jadi ceritanyahtani
dari pemerintah Kabupaten Jayapura, tanpa pemibesita
kepada kami, kemudian disewakan kepada pengusghpuia
mall untuk dibangun mall, untuk itu kami merasaudangi, dan
karena surat kami tidak ditanggapi maka, jalan ai&riya
dengan palang, buktinya setelah palang baru dadatang cari
saya untuk urusan, jadi kalau pemerintah dorang kaai pake
cara-cara begini ya tidak apa, kami akan menyamapasispirasi
masyarakat adat dengan cara palang saja supaya depat
didengar dan ditanggapi...” (wawancara dengan pakePie
Youwe, kordinator aksi, tanggal 13 Agustus 2012)

Hal ini berbeda ketika saya membaca berita yarggldikan media cetak
lokal dimana dalam berita tentang pemalangan nslapura, seorang pejabat
pemerintah Kabupaten Jayapura mengatakan bahwas stainah DPRD
kabupaten Jayapura adalah milik pemerintah Kabopktgapura atas dasar hibah
dari masyarakat pemilik hak ulayat. Sementara peteP dan suku Youwe
sendiri tidak pernah bertemu dengan pengusah&atdataktor yang membangun
mall, sehingga tidak mengetahui bagaimana MOU yaligppakati antar
keduabelah pihak.

“...kami akan bicara dengan semua pihak, dari pertaTin

kabupaten Jayapura, pengusaha, pihak kepolisikoh tadat di
para-para adat besok, supaya ada kejelasan, jaiogang hanya
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korbankan masyarakat terus untuk kepentingan pataéri
dengan pengusaha saja...”

Saya kemudian mencoba bertemu dengan Ondoafi Kagu, Blamun
karena pak Ondo sedang tidak dirumah saya cobahmbuoggi lewat handphone,
menurut pak Ondo, dia sudah dengar tentang rermamalangan itu, dan telah
memberikan persetujuan untuk itu sebab daerah @mang tanah milik suku
Youwe dan Irew, pak Ondo juga telah menyarankamklnkedua suku Ireuw
dan Youwe bermusyawar sebelum melakukan pemalandgamilu memang
lokasi sekitar Bank Indonesia hingga POM bensin ARCadalah kebun-kebun
milik marga Ireuw dan Youwe. Pak Ondo tidak ingitalmasalah ini kemudian
menjadi sumber konflik antara kedua suku. Pak Quda telah menyampaikan
kepada salah kepala suku Youwe untuk mengaturngaraebijak dengan
memperhatikan kepentingan semua masyarakat adagerip¢gah dan juga warga
Jayapura. Namun bila belum ada pemecahannya makin Qndo akan

membantu.

Setelah mendapat ijin dari pak Pieter, tanggal dsfus saya ikut dalam
rapat di para-para adat suku Youwe, yang menghadifsisten | pemerintah
Kabupaten Jayapura, tokoh adat, kepala-kepala &aku Batu, Ireuw dan
Youwe, pihak keamanan dari kepolisian dan TNI. Balgembicaraan di para-
para adar ini ternyata masih ada permasalahan mainkjaim hak ulayat antara
suku Ireuw dan Youwe, sebab masing-masing mengats&bhagai pemilik sah
atas tanah di mana pembangunan mall sedang dilak&letelah melalui diskusi
yang panjang, maka kedua suku pun sepakat untukpasian tanah untuk
selanjutnya pembangunan mall dilanjutkan dengareragia persyaratan antar
lain pembayaran ganti rugi atas tanah kepada keubak dan pelibatan
masyarakat lokal dalam pembangunan dan operasimoall nantinya, dengan
merekrut putra-putri asli Port Numbay terutama griayu Pulo untuk bekerja di
Mall.

Musyawarah adat diakhiri dengan makan bersama gtancdkan untuk
mengadakan pertemuan kedua guna penandatanganan diDUbihak-pihak
yang telah bersepakat. Asisten | Kabupaten Jayammg mewakili pemerintah
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Kabupaten Jayapura berharap MOU ini menjadi kesgpakyang benar-benar
memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak terutamsapsemilik hak ulayat, dan
mengarapkan bahwa tidak aka nada lagi permasaldaiam atas tempat tersebut
dikemudian hari. Dalam kesempatan lain saya jug#eimel dengan beberapa
seorang dewan yang turun saat itu sedang beradizkasi pemalangan mall
Jayapura dan bernegosiasai dengan para pemalafah Saorang diantara
pemalang adalah Bapak Yulius Miagoni sekertaris ikbd DPRP Papua. Pak
Yulius adalah teman se-angkatan dengan saya Katikgh di Fakultas Hukum
Universitas Cenderawasih tahun 2000. Dari pak ubaya mendapat akses
untuk bisa bertemu dan berbincang dengan angoréPBRRg lain. Menurut pak
Yulius,

“...masalah tanah sangat sensitive, karena kalauanrseal

tanah itu sudah pasti akan berkaitan dengan pexamnganti

rugi dari para pemilik hak ulayat, kami sebagai Nvaskyat

senantiasa mengedepankan upaya-upaya damai ané@ea p

pihak, sehingga pada pengambilan keputusan dapauaskan

semua pihak dengan mengupayakan tidak terjadiny#liko

antara sesama masyarakat adat maupun dengan peimerin

Kalau masyarakat punya bukti-bukti kepemilikan yakigat

sesuai dengan peraturan yang berlaku, ya, kami tsilitasi,

tapi kalau kegiatan pemalangan dilakuakn hanya atemgotif

untuk memperoleh keuntungan sendiri, kami akan coba

melakukan pendekatan dan memberikan penjelasanikseba

mungkin kepada masyarakat, kalau mereka paham tk@n

lebih mudah untuk menyarankan agar tidak melaku&lasi

pemalangan, karena bila ada pemalangan, akan menddees

negatif kapada aktifitas warga masyarakat pada umumn

(Julius Miagoni, sekertaris komisi A DPRP Papuaggal 14
Agustus).

Saat saya melakukan penelitian lapangan di Jayapemadi dua kali
pemalangan, yaitu pemalangan terhadap tanah yamgphedibangun mall
Jayapura (Matahari) oleh suku Yowe dari Kayu Psérta pemalangan di Akses
Jalan menuju Bumi perkemahan Cenderawasih oleh Bekuho. Kedua kasus
pemalangan ini terjadi ketika saya sedanga melakylenelitian lapangan di
Jayapura. Sejak awal menyusun kerangka penelitsaya pesimis bisa
menemukan momen dimana pemalangan terjadi dan lsagaikut membaur.

Alternatif yang saya dan pembimbing sarankan adaiatakukan rekonsrtuksi
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dengan data dan informasi di lapangan. Namun peldé&ganaan penelitian, saya
sangat bersyukur, bukan karena menginginkan masparanelakukan
pemalangan akan tetapi bersyukur karena dengalyagamalangan yang terjadi
saat kerja lapangan, membuat saya dapat benar-bersantuhan dan membaur
langsung dengan subjek penelitian yang tidak s#igkan sebelumnya. Bukan
saja momen yang baik untuk ikut bisa mengamatirdambaur ¢n the spotpan
terlibat secara langsung dengan para pemalangi tetah dari itu pemalangan
sebagai sebuah fenomena sosial yang bersgfacial dan temporerTidak
berlangsung sebagai rutinitas masyarakat, tetgjpidtedalam waktu dan tempat

tertentu.

Dengan demikian selain melakukan rekonstruksi dabuah event
‘pemalangan’. Dengan terlibat langsurgaiticipative) saya bisa lebih leluasa
belajar memahami lebih dalam pengelaman hiditg story), perilaku, tindakan,
pola interpretasi, organisasi gerakan, para pergalatokasi tempat pemalangan
berlangsung. LeCompte dan Schensul (1999) menuandgmagkah-langkah
umum yang dapat diterapkan sebagian besar tipgretitg1) Temukan informan
yang tepat dan layak dalam kelompok yang dikaji;d&finsikan permasalahan,
isu, atau fenomena yang akan dieksplorasi; (3)tiTeigaimana masing-masing
individu menafsirkan situasi dan makna yang dikseribagi mereka; (4) Uraikan
apa yang dilakukan orang-orang dan bagaimana memnekgkomunikasikannya;
(5) Dokumentasikan proses etnografi; (6) Pantauldmpntasi proses tersebut;

(7) Sediakan informasi yang membantu menjelaskait-hasil riset.

Saya juga masuk kedalam rombongan pemalang diilgkag berbeda,
yaitu di jalan akses menuju lokasi bumi perkemaf2ldPER) cenderawasih di
Waena. Tempat yang dalam waktu dekat akan dilakekemtskala nasional,
yaitu Raimuna gerakan Pramuka pada tanggal 29aidgiuli 2012. Walaupun
lokasinya bukan berada di kawasan teluk Humboldtidaknya saya ingin
mendapat gembaran tentang model dan pengorgamidasgga proses negosiasi
yang dilakukan dalam proses pembukaan palang myantsehingga dapat saya
jadikan bahan perbadingan dengan kasus pemalaagamnyd. pemalangan di
jalan akses menuju lokasi Buper Waena dilakukah otang Sentani Timur dari

Marga Pepuho. Disini saya melakukan pengamatartetbibat langsung selama
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proses pemalangan hingga negosiasi di waena |ayha kebih banyak punya
hubungan kekerabatan dari orang tua saya (ibuhgghilebih memudahkan saya
untuk terlibat dan melakukan diskusi yang lebih degam dengan pemalang dan

juga dengan kepala suku Pepuho.

Dalam masa penelitian di Jayapura selama 3 bulaya sempat
mengunjungi Nabire salah satu Kabupaten di wilapalgunungan tengah di
provinsi Papua, untuk sampai Kabupaten Nabire, tdapangunakan jasa
tranportasi laut (kapal penumpang) selama 2 htai 45 menit dengan pesawat.
Kala itu saya diajak teman untuk membantu mengkoorgdengiriman logistik
Pemilu ke beberapa distrik di salah satu kabupgtmekaran Nabire, yaitu
Kabupaten Lani Jaya, yang segera akan menggelaili@mumum Bupati
Kabupaten Lani Jaya, kabupaten ini baru dimekagada tahun 2008, dan baru
pertama kali akan menyelenggarakan pemilihan larggdbalam kesempatana ini
saya juga berkesempatan melihat secara langsunglgegan yang dilakukan

oleh masyarakat adat terhadap pusat penyuplai bdekam milik Pertamina.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa pada beberaps kssnalangan,
dimana para pemalang yang adalah masyarakat eafikali berhadapan dengan
penguasa atau negara melalui aparatnya serta maglages hukum. Masyarakat
diperhadapkan dengan hukum karena pemalangan ydakukén terhadap
fasilitas publik berupa sarana dan prasarana npliklik yang menyebabkan
terhambatnya aktivitas publik. Dengan demikian n@gaemiliki kepentingan
untuk mengambil langkah tegas guna memberikanamasa dan nyaman kepada

setiap warga negara.

Namun pada kasus pemalangan bandar udara Sentadaydpura,
tindakan tugas aparat kepolisian yang mengusiragksa para pemalang, tidak
serta merta mampu meredam aksi pemalangan. Masyaes&p menuntut adanya
negosiasi dan dialog dengan pemerintah untuk meanbggnti rugi atas tanah

milik masyarakat adat yang digunakan untuk perludsandara.

Kasus sengketa sering terjadi karena adanya peawgam yang
disebabkan hubungan hukum yang tertutup dan tidakas dengan azas hukum
perjanjian jual beli yang terbuka. Maka perbuatakum tersebut dianggap tidak
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sah atau batal demi hukum dan akan menimbulkanlaiebagi para pihak antara
penjual dan pembeli. Disinilah peranan Ondoafi knmenentukan sikap untuk
dapat menyelesaikan masalah jual beli tanah halyaulyang dilakukan
masyarakat adat dengan pihak lain. Pelaksanaarbg@liayang dilakukan sering
tidak dengan proses yang ditentukan masyarakat, dddtum adat, juga
sebaliknya Kepala AdaOndoafi dalam melakukan perbuatan pengalihan hak

tanah adat tidak melihat kepentingan anggota makgtaadat.

Masih ada kekuatiran dari pemerintah maupun pengampembangunan
(investor) serta masyarakat umum untuk berparssipalalam proses
pembangunan di Papua pada umumnya dan Jayapura kboaus, tidak terlepas
dari peliknya masalah pembebasan tanah di Jayapada sebuah kesempatan
saya sambil lalu berbincang dengan seorang perokio alat bangunan di
Jayapura, dia adalah seorang pendatang Tionghiog,syalah tinggal di Jayapura
sejak tahun 60-an, dalam diskusi kami yang tida&rdianakan itu, saya mencoba
menyinggung persoalan tanah di Jayapura, menuauppruh baya itu bahwa ia
datang ke Jayapura mengikuti seorang temannya yaag berdagang di

Jayapura,

Dalam konsep akses menurut Peluso dan Ribot balkses aberarti
kemampuan menghasilkan keuntungan dari sesuatnasek diantaranya objek
material, perorangan, institusi, dan simbol. Ketikanyak pendatang yang
menguasai tanah-tanah di Jayapura dan orang Jayapulai tersingkir dari
tanah-tanah tempat mereka manggantungkan hidupagiaddpur-dapur yang
masih mengepulkan asap, ketika pengetahuan tradlsaalam memanfaatkan
hasil laut tersingkir oleh nelayan-nelayan pendataemakin terbatas juga akses
mereka terhadap sumber-sumber hidupnya, dalam siotedpuruk dan tekanan
hidup ini, ditambah lagi dengan kurangnya perhapamerintah dalam upaya
memberdayakan orang asli untuk tetap mampu berki@mgie menjadi salah satu
alasan potensial munculnya gerakan-gerakan komsspiakyat untuk menarik

kembali semua sumber-sumber hidup mereka.

Selanjutnya merujuk kembali pada teori akses Balias Ribot, menurut
pemahaman saya bahwa pihak yang memiliki kemampuiatah pihak yang
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terkait dengan pemegang power atau otoritas, dalaimni negara, termasuk
otoritas terhadap control atas penggunaan dan gaatan tanah dalam batas
teritori negara dalam bentuk regulasi atas stategetilikan tanah. Namun

faktanya sebagaimana dijelaskan dalam Disertasii Apdnk dan Tesis Try

Mulyadi, bahwa ada kekuatan-kekuatan adat yanghmsioperasi dan turut
serta mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dikkaraoleh pemerintah. Ada
upaya konsolidasi antara kepentingan pemerintalyadempemenuhan terhadap

hak-hak dan kepentingan masyarakat adat.

IV. 5. Kontestasi Dominasi Kuasa : Adat dan Pemerintalistate)

IV. 5. 1. Cafe-cafe di Ruko Pasifik Permai Dok. Il Jaypura

Ruko dok. Il Jayapura merupakan lokasi pusat pebgagan ekonomi
terpadu kota Jayapura. Pemda kota Jayapura perablokasi pasar kota ke
lokasi ini, namun dipindahkan lagi dengan alasamalléan pasar mengotori
kebersihan dan keindahan laut, belakangan lokakemudian dibangun ruko
dan beberapa gedung perkantoran swasta dan bamdnalasRe-lokasi
selanjutnya adalah ke daerah Ampera kota Jayapura.

Sesungguhnya masyarakat lokal tidak sekedar lar@nyaksikan
dinamika pembangunan kota saja. Saya mengamatyadseberapa lokasi
yang dapat saya identifikasi sebagai ruang-ruangaa masyararakat adat
mengekspresikan eksistensi kuasa. Salah satungsi lpikggiran rumah toko
(Ruko) dok II Jayapura, diantara padatnya gedumigHgg ruko dan Swiss
BelHotel yang berdiri megah. Terdapat Cafe-Cafegy@dibangun dipinggiran
garis batas laut dan tanggul , berdampingan debgagunan ruko Pasifik
Permai, disana ada sepuluh unit Cafe yang telalandin dengan
menawarkan pemandangan serta suasana laut yarlyg seda menu-menu
yang didominasi oleh makanan-makarseafooddan juga makanan lokal
seperti papeda dan ubi-ubian (keladi, bete, bgtaRa&ri pengalaman dan
pengamatan saya bahwa kehadiran Cafe-Cafe ini cukeparik banyak
penikmat kuliner di kota Jayapura. Tampak juga lmtkehadiran Cafe ini
membuat pelanggan yang biasanya makan disejundétrae di ruko beralih
ke Cafe-cafe ini, disamping karena harganya lebilraim suasana dan
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pemandangan pinggir laut menjadi daya tarik utasr@gymembuat sensasi

berbeda dengan restoran-restoran di ruko pada ugaumn

Gambar 4.10: Pemadangan teluk Yotefa yang bisa dinikmati dari salah satu
Cafe di Ruko dok Il Javapura

Bila sebelum adanya Cafe-Cafe ini, warga Jayapamnpd terhalangan
dapat menikmati pemandangan teluk Humboldt dengiaada, terutama bila ada
kapal putih (kapal-kapal penumpang) yang masukyddarwarga kota yang
duduk di sepanjang talut ini, namun tidak lagi, eajak berdirinya Cafe-cafe ini .
Warga tidak dapat melihat keindahan laut dengarmdebilapun ingin melihat

warga harus masuk ke salah satu Cafe serta membaliman atau makanan

milik cafe.

Gambar 4.11 : (kiri) Taluk dibelakang ruko Jayapura yang biasa menjadi tempat ‘nongkrong’
warga, sebelum dibangun Cafe dan (kanan) beberapa café yang sedang dibangun

juga menyewakan lokasi di belakang ruko Jayaputakudibangun cafe-cafe,
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yang dibangun diatas tiang-tiang penyangga dipraggiair laut. Bila pada
gambar 4.11, masih terdapat sedikit ruang yangrigpsoaka kini tidak ada lagi
celah kosong yang memungkinkan warga dapat mdkimgisung pemandangan
teluk.

Peraturan pemerintah tentang ‘bangunan gedung’ syeratkan bahwa
bangunan yang berada di bibir pantai seharusngk tidenghalangi pandangan
orang ke arah laut, namun sekali lagi aturan gakimemilik kekuatan apa-apa
untuk manghadapi kepentingan ekonomi dari banyhkkpiBukan memberikan
contoh yang tepat, pemerintah justru memberikardidé@n publik yang rancu
dan membingungkan dengan menerbitkan ijin (IMB)uknimembangun ruko
yang ada disepanjang pinggiran laut setinggi 3 dang lantai sehingga benar-
benar menghalangi pemandangan laut. Sementaragmylarruang-ruang terbuka
umum bagi warga masyarakat tidak mendapat perhidtiasus pemerintah kota.

“...cafe-cafe disini dibangun atas ijin dari masyataladat,

bukan dari pemerintah kota, jadi kalau ada apakapai lapor

sama pemilik tempat, misalnya kalau satpol datareyeka

hanya tertibkan warung-warung tenda tanpa ijin yadg di

dalam lokasi ruko, kalau kami pemilik cafe tidalaggpa karena

semua cafe ini dilindungi oleh masyarakat adat...aancara

dengan seorang pemilik cafe di belakang ruko Jagapanggal
20 Agustus 2012).

Setiap jam makan siang saya mengamati banyak selalja yang
datang, mulai dari yang menggunakan jas, pakaieagam, hingga masyarakat
biasa, setiap cafe memiliki cara-cara sendiri untognarik simpati warga ,
misalnya blue cafe yang menyajikéife music yang menemani makan siang
pengunjung. Atau cafe cemari yang menyediakan itsil karaoke bagi
pengunjungnya. Menurut pemilik retoran blue cafagyaaya temui mengatakan
bahwa rata-rata penghasilan bersih setiap harilhé&aapai tiga hingga lima juta
rupiah, berbeda dengan hari sabtu atau malam mingga cafe mengadakan
semacam konser mini yang menghadirkan beberapaapgngan band lokal,
membuat semakin banyak pengunjung yang datang rkekga dan menikmati

manu yang ditawarkan blue cafe.

“...mengenai sistem sewa kepada pemilik tanah, kaembayar
dua kali, yang pertama ketika pertama kali akan bamgun
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cafe, sebesar sepuluh juta rupiah dan setiap bydakami
membayar lima juta rupiah, tapi kalau dihitung, yamayan
lah, sebenarnya kami mau beli saja tempat ini dapang tidak
mau, tapi kami juga pikir kalau beli agak rawanrekea kami
pernah dapat surat teguran dari dinas tata kotakutitak
membangun disini” (Ibu Marni, pemilik camari catanggal 20
Agustus 2012).

Kontestasi kuasa antara masyarakat adat dan peateristate) cukup
kontras terlihat pada bangunan ruko yang megahQGide-cafe pinggir laut ini
yang sesungguhnya merupakan manifestasi dari kemghahodel ruang publik
yang lebih terbuka dan “bebas” dimana ruang inajdgpat menjadprototype
eksistensi hegemoni masyarakat adat, walaupunldggikeberadaannya tidak
terlepas dari bayang-bayang hegemoni negara. Adadgsan dari Dinas Tata
Kota kepada pemilik cafe perihal pelarangan peminasaig cafe kiranya dapat
dijadikan petunjuk awal untuk mengidentifikasi agiarkuasa negara, disisi lain
jaminan keberadaan Cafe-cafe oleh masyarakat pdatil(k tanah) menunjukan
kuatnya rivalitas dominasi kedia pihak. Selain @#danya kepercayaaftrust)
pemilik cafe untuk secara rutin membayar biaya sé&epada pemilik tanah
menjadi sebuah legitimasi dominasi masyarakat adat

IV. 5. 2. Lokasi Pasar Khusus Bagi ‘mama-mama’ Papua

Lokasi pasar yang dikhususkan bagi para pedagdingagmia, merupakan
hasil advokasi dan perjuangan panjang para ak&siengouan dan LSM, mama-
mama pedagang asli Papua dan KPKC (SekretariatildraBerdamaian dan
Keutuhan Ciptaan) Sinode GKI dan Keuskupan Jayagejek tahun 2008. Saya
juga pernah terlibat dalam gerakan Advokasi inikeemasih bergabung dengam
LP3A Papua . Sehingga turut mengetahui rentetamkger advokasi yang
dilakukan saat itu, hingga pada tahun 2010, menkamhhasil, dimana
pemerintah kemudian menyediakan lokasi pasar sam@gnyang dikhususkan
“hanya” bagi pedagang asli Papua saja.

Ketika mendatangi pasar ini saya masih mengenarbph mama-mama
pedagang yang saat itu juga terlibat dalam prodeskasi hingga demsontrasi,

ketika mendatangi salah satu mama, ternyata kansihmsaling kenal. Saya
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mencobaflashbacklagi untuk merekonstrukseventtersebut dengan beberapa
mama setelah mereka selesai berjualan setidakiygansanduga mereka mama-
mama masih memiliki memori yang baik terhadap peman mereka sejak tahun
2008 silam.

Sesungguhnya adanya kebijakan pemerintah untuk iapkan pasar
khusus ini, berawal dari ketersingkiran mama-maredagang asli Papua oleh
dominasi para pedagang pendatang yang dalam istilabyarakat setempat
biasanya disebut BBM (Buton, Bugis, Makasar) damalaenurut salah seorang
mama Papua yang sehari-hari berjualan di pasarrateftamadi bahwa
pemerintah dalam hal ini DEPERINDAG (Departemen iriRetrian dan
Perdagangan) kota Jayapura, tidak melakukan pesgawt@rhadap pembagian
los (ruang atau lokasi untuk berjualan) justru ytargadi adalah semacam proses
lelang, siapa yang mampu membayar lebih dialah yaegdapatkan los atau
petak tempat berjualan, disinilah pedagang-pedagahdPapua tersingkir karena
tidak memiliki modal cukup. Akibatnya mereka harberjualan sayuran dengan
beralaskan karton atau karung langusng diatas tama&murut salah seorang
pembeli, alasan mereka enggan membeli dagangarpeajial yang berjualan
dengan beralaskan karung diatas tanah, adalah &and@s penyajiannya yang
kurang bersih . Dengan kurangnya animo pembeli kumembeli dagangan
mereka membuat para pendatang Papua menjadi katakaity dan
termarginalkan.

“...waktu itu mama lihat orang jarang mo beli sayang kami

jual, tapi lebih pilih beli dari pedagang yang b@tan di los-los

yang ada di dalam pasar, mama dorang bingung harus
bagaimana, di dalam pasar semua los su habis dipake
pendatang dorang, kalau begini trus mana mungkimandong

bisa jual sayur habis, bukan bawa pulang uangbawa pulang
sayur-sayur ini lagi...” (mama Orpa, tanggal 23 #tgs 2012)
Selanjutnya, atas inisiatif bersama, kelompok mamama pedagang asli

Papua ini bersama-sama menempati sebuah areat parkj berada di pusat di
pusat Kota Jayapura, tepatnya di areal parkir nghkalayan Gelael' yang juga
berdampingan dengan beberapa ruko Imbi dan howh¥eJayapura. oleh warga
Jayapura pasar ini sering disebut pasar ‘kageenaibaru mulai berjualan saat
sore hari sekitar pukul 16.00. Para penjual sudalairmengatur dagangannya di

areal parkir. Awalnya mama-mama berharap para perkgéndaraan secara
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sukarela memindahkan kendaraan mereka keluar dsai arkir. Namun kian
lama kebiasaan ini berubah menjadi sebuah keharBsdnkan dari pengamatan
saya bila ada yang pemilik kendaraan yang terlandagdng memindahkan,

sontak para penjual meneriaki dan memarahi pekdéiidaraan.

Gambar 4.12 : Mama-mama pedagang asli Papua yang berjualan
di areal parkir swalayan Gelael Jayapura

Tidak sampai disitu, beberapa bulan berjualan, maraama Papua harus
dibubarkan oleh satpol PP kota Jayapura, pada wakpenyingkiran pedagang
mama-mama Papua ini didasari alasan telah menyatatan tata kota, dengan
berjualan di lokasi yang merupakan areal parkiak&ehingga pasar ini akan di
relokasi ke pinggiran kota. Dari cerita salah saama panjual asal Paniai, Awal
tahun 2009 terjadi tindakan pengusiran paksa ol&hP®L PP (satuan polisi
pamong praja) kota Jayapura terhadap para pedadzamia, tindakan
penyingkiran ini mendapat reaksi keras dari pa@agang yang rata-rata kaum
perempuan ini, hingga nyaris terjadi kontak fiddeberapa mama yang marah
bahkan melepaskan baju sebagai bantuk perlawanamuiMi mama Rode bahwa
pengusiran ini dipicu oleh desakan pemilik swalag@alael kepada pemerintah
kota agar lahan parkirannya tidak digunakan untriullan.

“...waktu itu, kitorang sampe bakalai dengan satpotadg,
satpol dorang ‘main’ kasar, dorang mo angkat sagyur dan
buah ke atas trek, makanya teman-teman marah sdkating
tidak pikir torang jualan ini untuk pulang kasi naakkeluarga,
kasi sekolah anak dan kebutuhan keluarga yang.t@mama
Rode, tanggal 25 Juli 2012)
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Bila diidentifikasi lebih jauh, sebagian besar baheang dijual adalah
sayur-mayur, buah-buahan, ubi-ubian (betatas, kdd@te, dan singkong), cabe,
tomat, dan bahan bukan hasil kebun seperti, mdada, daun bawang, bawang
merah-putih, lengkuas, daun salam, kencur dan kunyWlama-mama yang
berjualan sayuran dan buah pada umunya adalah rakay@egunungan (Paniai)
sedangkan mama-mama yang lainnya adalah masyatakiapesisir (Sentani,
Jayapura, Biak dan Serui) yang lebih banyak mergiusdng sirih, roti bakar,
sagu mentah, sagu bakar dan ikan laut dan ikan @sapikan kering. Mama-
mama orang Paniai sebagian besar tinggal di dgerdiukitan sekitar APO dan
Angkasa Jayapura, sedangkan mama-mama dari pesisirumumnya bemukim
di daerah hamadi, entrop, dok V dan pemukiman aekdta.

Awal tahun 2005 terjadi tindakan pengusiran pakiedn GATPOL PP
(satuan polisi pamong praja) kota Jayapura terhguma pedagang Papua,
tindakan pengusiran ini mendapat raski keras dara pnama bahkan sempat
terjadi kontak fisik. Beberapa mama yang marah dahlkelepaskan baju sebagai
bantuk perlawanan. Pengusiran ini dipicu oleh desakmilik swalayan kepada
pemerintah kota untuk dapat menggunakan area parkir sepenuhnya.

Gerakan SOLPAP (Solidaritas Pedagang Asli Papua) banyak mendapat
simpati warga Papua dan Tokoh masyarakat setempat. Aksi terus dilakukan
dengan melakukan orasi dan demonstrasi, untuk menolak pemindahan lokasi
pasar ke pinggiran kota. Setelah sempat vakum beberapa lama. Aksi kembali
dilanjutkan memanfaatkan momen pergantian gubernur. Pada masa
pemerintahan gubernur baru (Barnabas Suebu) lokasi pasar pun direalisasikan
dengan memanfaatkan bekas gedung departemen penerangan di Jalan
percetakan kota Jayapura yang masih berada di pusat kota Jayapura tidak jauh
dari lokasi parkiran.

Beberapa LSM yang peduli, melihat hal ini sebagai potensi konflik antar
etnis yang bila dibiarkan, sewaktu-waktu dapat pecah, sehingga atas inisiatif
bersama dengan para pedagang, kemudian melakukan lobi dan advokasi kepada
pemerintah Provinsi Papua dan Kota Jayapura untuk dapat mengakomodir hak-
hak mama-mama pedagang asli Papua untuk mendapatkan pasar yang layak di
kota Jayapura. Dibawah kordinasi KPKC Sinode GKI di Tanah Papua dan SKP
(Solidaritas untuk Keadilan dan Perdamaian) Keuskupan Jayapura. Para aktivis

dan pedagang yang tergabung dalam gerakan solidaritas SOLPAP terus
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melakukan upaya-upaya advokasi menuntut agar pemerintah provinsi
memasukan alokasi anggaran untuk pembangunan ‘pasar permanen di tengah
kota’ yang diperuntukan khusus bagi mama-mama pedagang asli Papua.
Perjuangan bersama ini tidak hanya lobi dan hearing, mama-mama Papua dan
para aktivis juga beberapa kali melakukan demonstrasi terkait dengan tuntutan

tersebut.

Gambar 4.13 : Aksi demonstrasi yang dilakukan untuk mendesak pemerintah segera
membangun pasar bagi pedagang asli Papua

Gerakan advokasi ini akhirnya membuahkan hasil,adempemerinta
provinsi Papua menyiapkan lokasi demembangun sebuah pasar Vi
dikhususkan bagi para pedagang asli Papua, waldakasi ini hanya merupaks
lokasi ‘sementara’ belum menjadi lokasi permaneanggal 2CDesember 2010,
Gubernur Papua kala itu Barnabas Suebu akhirnyasmgékan pasar semera
ini, saat itu pasdrelum dilengkapi sejumlah fasilitas penunja

“...Sebagian besamama-mama gdagang Papua juga ma
mengeluh kerugianMungkin Pemda dorangbangun pasar
sementaraburt-buru karena mama dorang desak terus.

paling tidak nama-mama dorang bisa senang sedlkitak takut
kena hujan, panas atau jual di atas tanat. PosisiPasar in
sudah strategis karena adi tengahtengah Kota Jayapu
Walaupun masih pinjam lokasi bekkantor Badan Informa:
dan Komunikasi DaerahBIKDA). Selain renda raksasa i
Pemda juga bikin pond-pondok (semacam lapak), ya
beratap seng, untuk pedagang yang tidak dapat teshpanda
besar. Tapi tetap saja masih banyak pedagang ydenarny:
belum terakomodir di dalam pasar ini, sehingga kbhersara
mamamama dan beberapa LSM masih tagi janji pak Gube
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terus, rencananya mau bangun di lokasi bekas tatndiamri
depan polresta sana, tapi tra tau kapan bisa ja¢iwaivancara
dengan sekertaris Kommpap, Frangky Making tanggal 25 Juli
2012)

Dari pengamatan saya memang beberapa kelengkapanh@um semua
ada, misalnya, ketiadaan bak penampung sampahDilsas Kebersihan dan
Pertamanan Kota Jayapura dan toilet (WC) bagi paena-mama pedagang.
Termasuk juga belum ada ruang parkir khusus untelbeli yang datang
berbelanja, akibatnya warga yang datang berbelargmarkir kendaraanya di
bahu jalan yang membuat lalu lintas di depan paxsanjadi macet. Mungkin juga

karena ini pasar ‘sementara’ sehingga semuanya serbentara.

3 B ] ke

"':ff.l-i- e

Gambar 4.14 : Suasana pasar sementara mama-mama Papua

Karena kekurangan ini membuat areal di dalam pasalai terlihat
sampah-sampah berserakan dan menumpuk juga salomak pembuangan air
bekas cucian jualan bagi para pedagang Papua yangiah ikan segar. Lantas,
para pedagang hanya membuang air bekas cuciarkitirseempat jualannya.
Menurut Frengky bahwa pada saat pasar ini diresmikah Gubernur Barnabas
Suebu, Pemda Papua lewat Dinas Perindustrian Rergag dan Koperasi
(Disperindakop) memang telah memberikan bantuaa ddmulus sebesar enam
ratus juta guna pengembangan usaha Mama-mama RgdBgpua dan sebuah
truck berbentuk mini bus. Sekitar tiga ratus jutenal itu dikelola oleh Koperasi
Mama-mama Pedagang asli Papua (Kommpap) dalamkdemdit dengan bunga

sebesar 2,5 persen. Sedangkan truck akan dipakajaekendaraan operasional
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koperasi dan kepentingan Mama-mama pedagang Papymsdr. Di saat
peresmian, Pemda Provinsi Papua pun telah menyergbdsar ini menjadi aset
Pemerintah Kota Jayapura dan nantinya dikelola Skepap melalui Kommpap.
Tujuan pembangunan pasar khusus ini tidak lain aganjadi pasar pendidikan

guna mengarahkan orang Papua mampu berdagang riésnisedi masa depan.

“...Gubernur Barnabas Suebu waktu peresmian juga sempat

bilang kalau pasar sementara ini dibangun guna nuEWw

realisasi pembangunan pasar yang lebih permankni $Rasar

Papua” berlantai 6 dengan lokasi di tengah-tengadta K

Jayapura. Dan sesuai perhitungan rancangan anggaran

pembangunan (RAP) dari Dinas Pekerjaan Umum Papug, (

Pasar Papua 6 lantai ini bakal menelan anggaraiaisédl

miliar lebih. Hanya saja, menyangkut kepastian isasi

pembangunan Pasar Papua itu sekali lagi tidak apark karna

sampai saat ini belum ada tanda-tanda kejelasan...”

(Wawancara dengan Robert Jimau, Ketua Koperasi niapeaa

(Kommpap), tanggal 26 Juli 2012)"

Saya juga melihat kondisi pasar yang unik karedaktiada seorangpun
pedagang non Papua yang berjualan, yang tampak lmrkag Papua hanya dua
orang ibu dari Ambon yang saya duga berusia learhlgna puluh tahun, jualan
yang mereka sajikan adalah beberapa kue kerind dlakian dari sagu. Namun
dalam suasan homogenitas ini tidak menjamin tidd&nga persaingan hingga
saling “sikut” diantara para penjual, mulai darirglmutan tempat jualan hingga
persaingan harga sering menjadi penyebab timbybeyselisihan diantara para
pedagang, dengan semakin banyaknya pedagang Papgamasuk membuat
pasar ini tidak mempu mengakomodir semua pedagang.

Pak Robert juga menceritakan bahwa setelah melakida lanjutan
dengan anggota DPRP Papua, guna melihat sejauhreacana pembangunan
pasar yang dijanjikan gubernur tahun 2010 terealiamyata dalam perencana
anggaran tahun 2012 ini, alokasi untuk pembangyasar belum ada. Dalam
laporan pendapatan Badan Anggaran DPR Papua yaagattan oleh Carolus
Bolly, harapan itu belum segara terwujud. Dalanotap itu, pembangunan pasar
permanen tersebut tidak masuk dalam nota keuangBDAPapua tahun 2012
yang diajukan Gubernur Papua. Untuk itu, Badan Angg DPR Papua meminta

agar gubernur memasukkan rencana pembangunan ueiseldalam RAPBD

Melihat klaim..., Fadly Marthen, FISIPUI, 2012  Universitas Indonesia



120

Papua tahun 2012. Selain itu, mereka juga memigt g@emerintah daerah
segera mencari solusi terutama terkait pembebashan!| yang nantinya

digunakan sebagai tempat pembangunan pasar periafien

IV. 5.3 Pedagang Non Papua di Pasar Mesran

Sementara pasar bagi pedagang non Papua disetkmipat terpisah dari
pasar mama-mama Papua, dengan menggunakan lokasidlebus antar kota
yang juga dekat dengan taman Mesran atau yanggserisebut taman botol,
karena disana banyak sekali botol-botol minumanakeyang berserakan.
Sehingga baik terminal atau pasar keduanya menggomeama Mesran.

Berbeda dengan Pasar Papua, lokasi pasar Mesrah #ibilang secara
visual lebih baik, sebab lokasinya lebih luas dampgat parkir yang lebih
representative idealnya sebuah pasar, walaupum pasa buka pada jam enam
sore bergantian dengan aktivitas bus antar kota atagkutan kota Jurusan
Angkasa yang baru berhenti beroperasi sekita jalapde malam. Sementara
setelah lewat jam 6 sore, bus Damri yang masih yaelanasyarakat tidak lagi
menurunkan penumpang di terminal melainkan di aekitaman Imbi.
Pemindahan lokasi pasar ini sudah terjadi lebintdg kali. Para pedagang yang
didominasi oleh orang non Papua ini sebenaranyasaekecewa karena selalu
di-relokasi oleh Pemda kota Jayapura. Perbedaanyiiadalah walaupun lebih
dikenal dengan pasar yang untuk pedagang non Pajpsana masih ada
pedangang asli Papua yang berjualan berdampingayadgedagang non Papua.

“...kalau pasar pindah-pindah terus, kami jadi ketgkn
pelanggan, kalau langganan kami biasa sudah mémngeta
keberadaan lapak kami, terpaksa harus mencariagariilokasi

yang baru, ya syukur kalo ketemu kita, tapi kalateku
pedagang lain, wah lama-lama kami bisa kehilangan
pelanggan...” (Sutran, salah seorang padangang gapasar

mesran, tanggal 30 Juli 2012).

Ternyata bukan itu saja permasalahan yang disampdidepada saya,

menurut pak Sutran juga di lokasi pasar ini, kaarapgpedagang sering didatangi
masyarakat sini, dan minta uang, karena menuruagientanah terminal ini

belum dibayar sama Pemda, jadi pedagang harus nyamisgjumlah uang

* http://arsipberita.com/show/mamamama-akhirnya-punya-pasar.html. dilihat tanggal 8
September 2012.
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kepada penagih bila ingin tetap berjualan di pasaHal ini sangat memberatkan

pedagang, menurut pak Sutran masalah ini sudapodilan ke Pemda melalui

kordinator pasar, tapi sampai sekarang masih terjali.

Tabel 4.2 : Komparasi ketersediaan fasilitas dukegasar.

\Indikator Pasar Mesran Pasar ‘mama-mama’ Papua
komparasi
Status lokasi Sementara Sementara
pasar
Pinajaman Modal| Tidak ada Menyediakan pinjaman (modal
Usaha dan usaha) bagi setiap anggota
Koperasi koperasi

Akses pembeli

Lebih mudah karena posisi pa
ada di terminal bus

isEidak efektif, jalan ekses semp

—t

ada ruko dan hotel

Heterogenitas

Pedagang tidak dibatasi seca
etnis tertentu

rdikhususkan hanya bagi orang

asli Papua

Akses Parkir

Lebih luas dan aman

Tidak ada temakiipkhusus,
kendaraan pembeli memacetkan
arus lalu lintas

Waste Ada ruang untuk memarkir bag| Lokasi sempit, truk sampah suljt
Manajemen sampabh (truk) masuk ke area pasar.

Air Besih dan MCK yang disewaankan, air | Tidak ada sumber air bersih dan
MCK bersih terjangkau, diambil dari | MCK umum

rumah makan disekitar terminal

Sistem Drainase

Lokasi pasar berada di pingg
laut, aliran air ke laut.

rSelokan di depan pasar, tertutup

sampah pasar, sebagain tanah
pasar becek Lokasi pasar beragda
di pinggir laut, aliran air ke laut.

Jenis barang
jualan

Lebih Variatif, meliputi
kebutuhan pokok pangan dan
sandang

Kurang variatif, buah, sayuran
dan makanan ringan dari olahan
sagu.

Di pasar Mesran ini jenis jualan yang ditawarkabiHevariatif, sekali

datang para pembeli bisa mendapatkan semua yargkanbutuhkan, terutama

yang sembilan bahan pokok rumah tangga, dengank@emiwarga yang

berbelanja  bisa

Melihat klaim..., Fadly Marthen, FISIPUI, 2012

langsung kembali ke

rumah  usai elenfa.

Universitas Indonesia



BAB V

KESIMPULAN

Ranah publik sebagaimana konsep Habermas yangrehifperdebatkan
ide dan gagasan sebagai sebdatourseyang kemudian diharapkan menjadi
konsep-konsep bersama diantacwil society dalam menyikapi sikap-sikap
arogansi penguasa, dialog terjadi pada tatameih society, akan tetapi tanpa
mengharapkan keterlibatan penguasa. Dalam perkegabapa mulai bergeser

secara spasial dan juga identitas aktor-aktor.

Hasil penelitian ini menunjukan terjadinya prosessformasi, terutama
pada ruang publik dan para aktor pemangku kepemin@ialog tidak lagi
terbatas padaiscourse namun ruang dialog menjadi lebih terbuka yakrdgpa
ruang publik fisik seperti pantai, pasar, mall,aukafe-kafe, serta fasilitas publik
seperti jalan, bandara, sekolah, rumah sakit demmyla dan paraudiencenya
tidak lagi hanya internalcivil society saja. Aksi pemalangan yang saya
dekripsikan dalam tesis ini sesungguhnya terjadiapaiang publik fisik yang
menurut analisa saya merupakan salah satu bdyardaining dialogueantara
masyarakat adat terhadap negéaag dibutuhkan masyarakat adat sesungguhnya
adalah sebuah ruang dialog yang dapat secara aikinerjikan kontestasi
ideologi, definisi dan interpretasi antara statesyarakat adat dan kepentingan-

kepentingan para pihak secara arif dan bijak.

Konsep ‘pasar’ membawa banyak transformasi pada gkir masyarakat
adat, dalam hal ini para pemilik hak ulayat yanmidian melakukaneclaiming.
Pada umumnya para pihak (pemerintah, swasta, waniga) kita (penjelajah
samudera akademis) acap kali membayangkan bahwapakslangan yang
dilakukan oleh masyarakat adat atau pemilik tankyat hanya semata-mata
merupakan bentuk tuntutan ganti rugi berupa pembaysejumlah uang kepada
pemilik tanah, sebagaimana ungkapan, “ada uanglamaba&res”. Namun dari
kasus-kasus sengketa tanah di Papua pada umunutg@a séusus di Jayapura,

terungkap bahwa perjanjian dan pembayaran ganti targah yang dilakukan
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antara pihak bersengkata “tidak 100 % menjamin fahdzeres” atau dengan kata
lain tidak menjamin pemalangan yang sama tidak édgadi dikemudian hari.

Pasar tradisional dan Mall merupakan sebuah gambeultural
transformationdan social boundaryyang tegas sekaligus tak tegas. Bila warga
masyarakat memilih mall sebagai ruang-ruang ingraksial untuk berbagai
alasan, maka taman-taman kota (alun-alun), pasanjrial, dan ruang publik lain
menjadi berubah dan terbatas fungsi sosialnya. é&mngembangunan yang
berorientasi pada peningkatan nilai ekonomi tumembonceng’ masyarakat
pada ide-ide barwsocial life Transformasi sosial melibatkan seluruh entitas,
melahirkan konsep dan ide berorientasi ekonomi yaamandang seberapa besar

sebuah objek dapat mendatangkan keuntungan.

Bangkitnya adat sebagai kekuatan hegemonik tidpltddilepaskan dari
desain kebijakan desentralisasi dan otonomi dagealy memberikan ruang
kebebasan bagi ekspresi lokal untuk menegaskantitesarya (Longgina
Novadona Bayo, 2009). Ruang-ruang publik manjadbat@as akibat proses
privatisasi para pemillik hak ulayat atau tuan tanang menarik kembali tanah-
tanah miliknya sebagai bagian dari warisan nenelyamg yang tidak bisa
diserahkan secara total menjadi milik kepunyaamgrnain. Selain itu adanya
pembenaran serta penegasan konsep tanah menuyspgdif adat menjadi ‘tirai
besi’ yang sejenak mengaburkan sisi lain dari ¢aginpada nilai-nilai ekonomi
yang juga melekat dan melatarbelakangi munculnygg/angclaimingtanah-tanah

adat sebagai sebuat warisan paten nenek moyang.

Klaim atas tanah , sulitnya mendapat kepastiaustiepemilikan lahan
hingga aksi pemalangan di sebagian wilayah kotaplay oleh orang Kayu Batu,
Kayu Pulo Enggros Tobati serta Nafri, sudah menptimasalahan yang kian
pelik sejak tahun 70an, berbagai upaya dilakukah pemerintah, akademis dan
LSM untuk mencari sebuah solusi, melalui mediagar@an pihak-pihak yang
besengketa; masyarakat dengan pemerintah, perussivaata, warga sipil (civil
society) dan pendidikan publik, seminar dan diskugilik. Namun hingga kini
belum ada sebuah model penyelesaian sengketa tatah di Papua pada
umumnya yang dapat dijadikan petunjuk dalam memeraga keadilan bagi
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semua pihak dalam sengketa. Alih-alih menemukarusgolnegara tetap
menerapkan dominasinya, berbagai kasus tanah dibawanah hukum, sebagai
jalan akhir, yang pada kenyataannya mengabaikaai-mihi cultural yang
dikemukakan oleh masyarakat adat, misalnya padeskdaim tanah suku Youwe
terhadap lokasi Bank Indonesia Jayapura, dimamdabetmelalui sejumlah proses
hukum hingga ke tingkat Mahkamah Agung, berdasabkdati-bukti tertulis yang
kuat dan syah maka hakim dalam amar putusannya atekan bahwa tanah
dimana bangunan Bank Indonesia adalah tanah méigama yang telah beralih
kepada pemerintah Indonesia, dan kemudian milikkBadonesia melalui proses
tukar guling. Dalam hukum positif Inodonesia, ketegan para saksi berupa
sejarah tutur (tidak tertulis), bukanlah bukti ydagt sebagaimana surat. Situasi
semacam ini kemudian menjadi rivalitas antara goaterintah dan swasta terus

menguat.

Dengan merujuk pada konsep yang kemukakan olehaTaniadanya
upaya-upaya “exclution dan inclution” menjadi forlawyang dipakai para aktor
dalam menyelekspower resourceqregulasi, kekuatan, pasar, dan legitimasi)
yang potensial guna menguatkan dominasi serta raknidenalu dan hama’
untuk segera disingkirkan.

Undang-undang otonomi khusus Papua tahun 2001 patia sisis
memberiguaranty dan legitimacy terhadap eksistensi masyarakat adat dan hak
ulayat, membuat terciptkat adaarbargaining positiormasyarakat adat terhadap
pemerintah dan atau masyarakat adat dengan swaisiai yang lain, tanpa
disadari kehadiran OTSUS telah menarik dan memikasismasyarakat adat
dalam kedalam instrumen sistem negara yang terkoKetika perlindungan
terhadap hak-hak masyarakat asli dikodifikasi (di&kan), maka sesungguhnya
sistem regulasi telah menggiring masyarakat adatd&dam kendali negara,
pergerakan masyarakat adat tidak lagi bisa lebirasa mengekspresikan nilai-
nilai cultural yang dianutnya. Dengan demikian alle kekuatan yang saling
mendominasi, yaitu pemerintah dan masyarakat &@t. dimana posisi warga
sipil dan para pemilik modal, tentu diantara ked@atiapat diidentifikasi menutut
power resourceyyang dimiliki. Kehadiran undang-undang OTSUS teakan

membawa dampak terhadap law enforcement (penedakam) antara OTSUS
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(daerah) dan UPPA (pusat) serta turunannya, Parabaerah Khusus Provinsi
Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat MakgaHukum Adat Dan

Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atasaffatengan Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanddakNomor 5 Tahun 1999
tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayatavédsat Hukum Adat.

Tumpang tindih kepentingan antara masyarakat adatasta dan
pemerintah tentu akan semakin menyulitkan upaygglesaian masalah sengketa
pertanahan di Papua, kondisi seperti ini akan mainarga sipil semakin jauh
dari kepastian atas status kepemilikan tanah daplag dan Papua pada

umumnya.

Seungguhnya penelitian ini saya harapkan menjadidai banyak sekali
pintu-pintu ide yang dapat mengantarkan kita paslagpmbangan pengetahuan,
terutama penelitian Antropologi. Terkait denganegdgian ini yang masih relatif
dangkal, masih sangat perlu dikembangkan lebih kehgmsif dan mendalam
untuk menggali lebih banyak kasus-kasus dan mengcwbaetakan sebuah pola
penyelesaian sengketa dan klaim tanah adat di Jeyagan Papua pada

umumnya.
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